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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 193/PMK.02/2017
TENTANG

TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN ALOKASI
ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, DAN

PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
BENDAHARA UMUM NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

KEMENKEU. Pengesahan DIPA. Alokasi Anggaran

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga, Menteri Keuangan telah menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015
tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan
Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
9/PMK.02/2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 tentang
Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan
Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran Bendahara Umum
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Mengingat

Menetapkan

b. bahwa untuk menyesuaikan pelaksanaan perencanaan,
penelahaan, dan penetapan alokasi anggaran bagian
anggaran bendahara umum negara dan pengesahan
daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum
negara dengan perubahan kebijakan penganggaran
bagian anggaran bendahara umum negara, perlu
mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara
perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi
anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan
pengesahan  daftar isian pelaksanaan anggaran
bendahara umum negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara
Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi
Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara,
dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Bendahara Umum Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN ALOKASI
ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM
NEGARA, DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN
ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat
BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk
melaksanakan fungsi bendahara umum negara.

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran
yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran
kementerian negara/lembaga.

Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya disebut Indikasi Kebutuhan
Dana BUN adalah indikasi dana dalam rangka
pemenuhan kewajiban Pemerintah yang
penganggarannya hanya ditampung pada BA BUN.

Pagu Indikatif Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disebut Pagu Indikatif BUN adalah indikasi
dana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
berdasarkan hasil penilaian Indikasi Kebutuhan Dana
BUN.

Pagu Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disebut Pagu Anggaran BUN adalah pagu
anggaran BA BUN yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan dan digunakan sebagai dasar penyusunan
rencana dana pengeluaran bendahara umum negara.
Alokasi Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disebut Alokasi Anggaran BUN adalah
pagu alokasi anggaran BA BUN yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan dan digunakan sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.
Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disingkat RKA BUN adalah dokumen
perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian
kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja

maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan
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10.

11.

12.

13.

kewajiban pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan
dana desa tahunan yang disusun oleh kuasa pengguna
anggaran BUN.

Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disingkat RDP BUN adalah dokumen
perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan
himpunan RKA BUN.

Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah wunit
organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung
jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA
BUN.

Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara
Umum Negara yang selanjutnya disebut Pemimpin
PPA BUN adalah pejabat eselon I di lingkungan
Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab atas
program BA BUN dan bertindak untuk menandatangani
daftar isian pelaksanaan anggaran BUN.

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada
satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor
pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja
di kementerian negara/lembaga yang memperoleh
penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan
kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran
yang berasal dari BA BUN.

Daftar Hasil Penelaahan Rencana Dana Pengeluaran
Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat
DHP RDP BUN adalah dokumen hasil penelaahan RDP
BUN yang memuat alokasi anggaran menurut unit
organisasi, fungsi, dan program yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Anggaran atau pejabat yang ditunjuk
oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum

Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah
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dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh
KPA BUN.

14. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian
Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat APIP K/L
adalah  Inspektorat Jenderal/Inspektorat  Utama/
Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional
melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung
jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.

15. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana
untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang
direncanakan guna memastikan kesinambungan program
dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar

penyusunan anggaran tahun berikutnya.

BAB II
PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA,
PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA UMUM
NEGARA, DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BENDAHARA UMUM NEGARA

Bagian Kesatu

Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara

Pasal 2
(1) Dalam melaksanakan fungsi BUN, Menteri Keuangan
merupakan Pengguna Anggaran BUN.
(2) Anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. pengelolaan utang;
b. pengelolaan hibah;
c. pengelolaan hibah daerah yang bersumber dari
penerimaan dalam negeri;
d. pengelolaan investasi pemerintah;

pengelolaan pemberian pinjaman;

®

f.  pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa;
g. pengelolaan belanja subsidi;
h. pengelolaan belanja lainnya; dan
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(1)

(2)

1.

pengelolaan transaksi khusus.

Bagian Kedua

Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara

Pasal 3

Dalam rangka pengelolaan anggaran yang berasal dari BA

BUN, Pengguna Anggaran BUN menetapkan PPA BUN.

PPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri

atas:

a.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan

Risiko sebagai:

1.

PPA BUN Pengelolaan Utang (Bagian Anggaran
999.01);

PPA BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran
999.02); dan

PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus
(Bagian Anggaran 999.99), antara lain untuk
pengeluaran keperluan pembayaran kontribusi
fiskal pemerintah dalam bentuk dukungan
kelayakan, dan fasilitas penyiapan proyek

(project development facility);

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai:

1.

PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang
Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri
(Bagian Anggaran 999.02); dan

PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa (Bagian Anggaran 999.05);

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai:

1.

PPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
(Bagian Anggaran 999.03); dan

PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus
(Bagian Anggaran 999.99), antara lain untuk
penerimaan dari hasil pengelolaan aset
Pemerintah yang dikelola oleh pengelola barang,

dan pembiayaan anggaran;
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Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai:

1. PPA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman
(Bagian Anggaran 999.04); dan

2. PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus
(Bagian Anggaran 999.99), antara lain untuk
pengelolaan pembayaran, belanja jaminan
sosial, belanja selisih harga pembelian beras
oleh Pemerintah kepada Bulog, perhitungan
fihak ketiga, serta pendapatan dan belanja yang
terkait dengan pengelolaan kas negara;

Direktorat Jenderal Anggaran sebagai:

1. PPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (Bagian
Anggaran 999.07);

2.  PPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (Bagian
Anggaran 999.08); dan

3. PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus
(Bagian Anggaran 999.99), antara lain untuk
pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
terkait pendapatan minyak bumi, gas bumi, dan
panas bumi; dan

Badan Kebijakan Fiskal sebagai PPA BUN

Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran

999.99), untuk pengeluaran keperluan hubungan

internasional.

Pasal 4

(1) PPA BUN mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a.

mengkoordinasikan penyusunan Indikasi
Kebutuhan Dana BUN untuk tahun anggaran yang
direncanakan;

melakukan  penilaian atas usulan Indikasi
Kebutuhan Dana BUN yang disampaikan oleh KPA
BUN;

menyampaikan usulan Indikasi Kebutuhan Dana

BUN kepada Direktorat Jenderal Anggaran;
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menyesuaikan wusulan Indikasi Kebutuhan Dana
BUN berdasarkan Pagu Indikatif BUN yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang
telah disesuaikan kepada Direktorat Jenderal
Anggaran;

menyusun rincian Pagu Anggaran BUN untuk
masing-masing KPA BUN dibawahnya berdasarkan
Pagu Anggaran BUN yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan;

memberikan bimbingan teknis kepada KPA BUN
dalam rangka penyusunan RKA BUN;

meneliti RKA BUN dan dokumen pendukung yang
disampaikan oleh KPA BUN;

menyusun RDP BUN berdasarkan Pagu Anggaran
BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
dan/atau menyesuaikan RDP BUN berdasarkan
Alokasi Anggaran;

menyusun laporan keuangan BA BUN sebagai
pertanggungjawaban atas anggaran BA BUN yang
dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran
BUN untuk menetapkan formula penghitungan yang
digunakan dalam penyusunan Indikasi Kebutuhan
Dana BUN dan penyusunan RDP BUN sesuai
karakteristik masing-masing BA BUN;
mengkoordinasikan penyusunan kerangka
pengeluaran jangka menengah dengan
memperhatikan Prakiraan Maju dan aspek lain
sesuai karakteristik masing-masing BA BUN;

dapat menyusun petunjuk teknis pengelolaan
anggaran BA BUN yang menjadi tanggung jawabnya;
melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja BA
BUN dan dapat mengambil langkah diperlukan
apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan

BA BUN;
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o. dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran
BUN untuk menetapkan KPA BUN; dan
p. dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran
BUN untuk menetapkan tugas dan fungsi KPA BUN
selain yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ini.
Dalam menjalankan tugas dan fungsi PPA BUN
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), dalam
perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi
anggaran BA BUN, Pemimpin PPA BUN bertanggung
jawab secara formal.
Tugas dan fungsi PPA BUN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak termasuk untuk PPA BUN Pengelolaan
Hibah (Bagian Anggaran 999.02).
Tugas dan fungsi PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah
yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri (Bagian
Anggaran 999.02) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai hibah daerah.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kinerja
BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Menteri Keuangan mengenai monitoring kinerja dan
evaluasi kinerja atas penggunaan dana bendahara umum

negara.

Pasal 5

PPA BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999.02)

mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. mengkoordinasikan penyusunan indikasi
penerimaan hibah yang direncanakan dan
pencairannya melalui Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara;

b. menyusun Indikasi Kebutuhan Dana BUN terkait
belanja hibah kepada pemerintah daerah yang
bersumber dari pinjaman atau hibah luar negeri
(on granting);

c. melaksanakan belanja hibah kepada pemerintah

asing/lembaga asing;
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d. menetapkan format dokumen terkait indikasi
penerimaan hibah dan belanja hibah;

e. mengkoordinasikan penyusunan laporan
pertanggungjawaban pengelolaan hibah dan hibah
daerah yang berasal dari penerimaan dalam negeri
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

f.  menyusun petunjuk teknis pengelolaan anggaran BA
BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999.02);

g. menyusun laporan keuangan BA BUN Pengelolaan
Hibah (Bagian Anggaran 999.02) sebagai
pertanggungjawaban atas anggaran BA BUN
Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999.02) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

h. melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja BA
BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999.02)
dan dapat mengambil langkah diperlukan apabila
terdapat permasalahan dalam pelaksanaan BA BUN
Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999.02).

(2) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dalam perencanaan, penelaahan,
dan penetapan alokasi anggaran BA BUN, PPA BUN
Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999.02)
bertanggung jawab secara formal.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan monitoring dan
evaluasi atas kinerja BA BUN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (5) berlaku mutatis mutandis dalam
pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kinerja BA

BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6
Selain mempunyai tugas dan fungsi PPA BUN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, Direktorat Jenderal Perbendaharaan
selaku.  PPA  BUN  Pengelolaan  Transaksi  Khusus
(Bagian Anggaran 999.99) merupakan koordinator

penyusunan laporan keuangan BA BUN Pengelolaan
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Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999.99) sesuai dengan

ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai

sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi khusus.

(1)

(2)

(3)

Bagian Ketiga

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara

Pasal 7

KPA BUN mempunyai tugas dan fungsi paling sedikit

sebagai berikut:

a. mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN
kepada PPA BUN dengan dilengkapi dokumen
pendukung;

b. menyusun RKA BUN beserta dokumen pendukung
yang berasal dari pihak terkait;

c. menyampaikan RKA BUN Dbeserta dokumen
pendukung kepada APIP K/L untuk direviu;

d. menyampaikan RKA BUN yang telah direviu oleh
APIP K/L dan ditandatangani oleh KPA BUN kepada
PPA BUN;

e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
dan kinerja atas pelaksanaan anggaran kepada
PPA BUN sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

f.  menyusun DIPA BUN; dan

g. menyusun kerangka pengeluaran jangka menengah
dengan memperhatikan Prakiraan Maju dan aspek
lain sesuai karakteristik masing-masing BA BUN.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi KPA BUN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam

perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi
anggaran BA BUN, KPA BUN bertanggung jawab secara
formal.

Pengajuan usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN kepada

PPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

dikecualikan untuk alokasi yang diperoleh dari
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pergeseran anggaran belanja antar subbagian anggaran

dalam bagian anggaran 999 (BA BUN).

Pasal 8
Tugas dan fungsi KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang
Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri (Bagian Anggaran
999.02) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai hibah daerah.

BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN INDIKASI KEBUTUHAN DANA
BENDAHARA UMUM NEGARA

Bagian Kesatu
Pengajuan dan Penetapan Indikasi Kebutuhan Dana

Bendahara Umum Negara

Pasal 9

(1) Pada awal tahun anggaran berjalan, PPA BUN menyusun
Indikasi Kebutuhan Dana BUN dilengkapi dengan
dokumen pendukung untuk tahun anggaran yang
direncanakan.

(2) Dalam rangka penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana
BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPA BUN
dapat berkoordinasi dengan KPA BUN dan pihak-pihak
terkait lainnya.

(3) PPA BUN menyusun Indikasi Kebutuhan Dana BUN
dengan memperhatikan Prakiraan Maju, hasil evaluasi
atas kinerja BA BUN tahun sebelumnya, dan aspek
lainnya sesuai dengan karakteristik masing-masing BA
BUN.

(4) Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah disusun
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh
PPA BUN kepada Direktorat Jenderal Anggaran sebagai
bahan penyusunan postur resource envelope dan

Pagu Indikatif BUN.
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Dalam hal terdapat program atau kegiatan yang belum
pernah dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya,
Indikasi Kebutuhan Dana BUN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan kebijakan
Pemerintah dan/atau arahan Presiden/Wakil Presiden.
Direktorat Jenderal Anggaran menghimpun dan menilai
Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang disampaikan oleh
PPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berdasarkan kapasitas fiskal.

Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah dihimpun dan
dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
disampaikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran kepada
Menteri Keuangan sebagai dasar untuk menetapkan Pagu
Indikatif BUN dalam bentuk surat penetapan paling
lambat minggu terakhir bulan Maret.

Pasal 10
Berdasarkan Pagu Indikatif BUN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (7), PPA BUN menyesuaikan Indikasi
Kebutuhan Dana BUN.
Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah disesuaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh
PPA BUN kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk
diteliti sesuai Pagu Indikatif BUN.
Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah diteliti
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihimpun oleh
Direktorat Jenderal Anggaran dan disampaikan kepada
Menteri Keuangan untuk digunakan sebagai salah satu

pedoman dalam penetapan Pagu Anggaran BUN.

Bagian Kedua

Penetapan Pagu Anggaran Bendahara Umum Negara
Pasal 11

Berdasarkan hasil pembicaraan pendahuluan mengenai

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
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(2)

(3)

(1)

(2)

-14-

antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat,

Menteri Keuangan menetapkan Pagu Anggaran BUN.

Penetapan Pagu Anggaran BUN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berpedoman pada:

a. arah kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden;

b. prioritas anggaran;

c. Rencana Kerja Pemerintah hasil kesepakatan
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam
pembicaraan pendahuluan pembahasan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

d. Thasil Sidang Kabinet;

e. Pagu Indikatif BUN; dan

f.  hasil evaluasi atas kinerja penggunaan dana BUN
tahun sebelumnya.

Pagu Anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran

kepada masing-masing PPA BUN paling lambat akhir

bulan Juni.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA

DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

Bagian Kesatu
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Bendahara Umum Negara

Pasal 12

Berdasarkan penetapan Pagu Anggaran BUN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), PPA BUN
menyusun rincian Pagu Anggaran BUN untuk masing-
masing KPA BUN yang berada dibawahnya sebagai dasar
penyusunan RKA BUN.

RKA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun
dengan menggunakan pendekatan sistem penganggaran
yang terdiri atas:

a. penganggaran terpadu;
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b. penganggaran berbasis kinerja; dan

c. kerangka pengeluaran jangka menengah.

Penyusunan RKA BUN dengan menggunakan pendekatan

kerangka pengeluaran jangka menengah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan untuk

penyusunan RKA BUN alokasi BA BUN terkait

dana cadangan.

RKA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) disusun sesuai dengan:

a. pedoman umum perencanaan, penelaahan, dan
penetapan alokasi anggaran BA BUN; dan

b. tata cara penyusunan RKA BUN dan
RDP BUN,

dengan dilengkapi dokumen pendukung.

Pedoman umum perencanaan, penelaahan, dan

penetapan alokasi anggaran BA BUN sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pedoman kerangka pengeluaran jangka menengah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Tata cara penyusunan RKA BUN dan RDP BUN

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara

(1)

Pasal 13
Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan
penganggaran BA BUN, RKA BUN yang telah disusun
oleh KPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) disampaikan oleh KPA BUN
kepada APIP K/L untuk direviu.

www.peraturan.go.id



2017, No.1775

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

-16-

Penyampaian RKA BUN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung sebagai

berikut:

a. RKA BUN yang telah ditandatangani oleh KPA BUN;

b. Kerangka Acuan Kerja/ Term of Reference; dan

c. dokumen pendukung lainnya yang relevan dan
dapat dipertanggungjawabkan.

Reviu RKA BUN oleh APIP K/L sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan melalui verifikasi atas

kelengkapan dan kesesuaian RKA BUN dengan dokumen

pendukung.

Pedoman reviu RKA BUN oleh APIP K/L sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

APIP K/L dapat mengembangkan langkah-langkah reviu

dalam pedoman reviu RKA BUN sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan

masing-masing BA BUN.

APIP K/L dapat melakukan koordinasi dengan APIP K/L

lainnya dalam rangka pelaksanaan pengawasan atas

perencanaan anggaran BA BUN.

RKA BUN beserta dokumen pendukung yang telah direviu

oleh APIP K/L disampaikan kembali kepada KPA BUN

untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian apabila

diperlukan.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana Dana Pengeluaran

Bendahara Umum Negara

Pasal 14
RKA BUN beserta dokumen pendukung yang telah direviu
oleh APIP K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
disampaikan oleh KPA BUN kepada PPA BUN untuk
diteliti dan digunakan sebagai dasar penyusunan RDP
BUN.
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RDP BUN yang telah disusun oleh PPA BUN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh masing-
masing Pemimpin PPA BUN yang bertanggung jawab atas
BA BUN yang dikelolanya.

Dalam hal KPA BUN belum menyampaikan RKA BUN
sampai batas waktu yang ditetapkan BUN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), PPA BUN dapat menyusun RDP
BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 15

RDP BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(Bagian Anggaran 999.05) disusun sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai
pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

RDP BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(Bagian Anggaran 999.05) yang telah disusun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh
Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan
Dana  Desa (Bagian  Anggaran  999.05) yang
bertanggungjawab atas BA BUN yang dikelolanya.

Pasal 16

RDP BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian
Anggaran 999.99) disusun oleh masing-masing PPA BUN
Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999.99)
sesuai dengan jenis transaksi khusus yang dikelolanya.
RDP BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian
Anggaran 999.99) yang telah disusun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh masing-
masing Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Transaksi
Khusus (Bagian Anggaran 999.99) yang bertanggung
jawab atas BA BUN yang dikelolanya.
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Pasal 17

RDP BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1),

Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1) disusun sesuai

dengan:

a. pedoman umum perencanaan, penelaahan, dan
penetapan alokasi anggaran BA BUN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5); dan

b. tata cara penyusunan RKA BUN dan RDP BUN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7).

Pasal 18
RDP BUN untuk alokasi BA BUN terkait dana cadangan dan
penyertaan modal negara dapat disusun = setelah
Nota Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat dan/atau setelah Undang-Undang
mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara tahun

anggaran berkenaan ditetapkan.

Bagian Keempat
Penelaahan Rencana Dana Pengeluaran

Bendahara Umum Negara

Pasal 19

(1) RDP BUN yang telah ditandatangani sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), dan
Pasal 16 ayat (2) disampaikan oleh PPA BUN kepada
Direktorat Jenderal Anggaran untuk ditelaah dalam
forum penelaahan antara PPA BUN dengan Direktorat
Jenderal Anggaran.

(2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihimpun oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan
disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Anggaran untuk digunakan sebagai bahan
penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-
Undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja

negara.
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Tata cara penelaahan RDP BUN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Bagian Kelima

Pemutakhiran Pagu Anggaran Bendahara Umum Negara

Pasal 20
Dalam hal terdapat perubahan arah kebijakan yang
ditetapkan oleh Presiden, prioritas anggaran, hasil Sidang
Kabinet, dan/atau hasil rapat kerja pembahasan antara
Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri
Keuangan dapat memutakhirkan penetapan Pagu
Anggaran BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1).
Berdasarkan penetapan Pagu Anggaran BUN yang telah
dimutakhirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan Pagu
Anggaran BUN masing-masing BA BUN kepada PPA BUN.
Dalam hal Pagu Anggaran BUN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengakibatkan perubahan RDP BUN, PPA
BUN menyampaikan Pagu Anggaran BUN yang telah
dimutakhirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada masing-masing KPA BUN untuk disesuaikan
dalam RKA BUN.
RKA BUN yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), disampaikan oleh KPA BUN kepada PPA
BUN untuk diteliti dan dihimpun menjadi RDP BUN.
RDP BUN yang telah disusun oleh PPA BUN sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), ditandatangani oleh masing-
masing Pemimpin PPA BUN yang bertanggung jawab atas
BA BUN yang dikelolanya dan disampaikan kepada
Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan
penelaahan.
Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dihimpun oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan
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disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Anggaran.

Dalam hal pemutakhiran Pagu Anggaran BUN
sebagaimana  dimaksud pada  ayat (1) tidak
mengakibatkan perubahan RDP BUN, Direktorat Jenderal
Anggaran tetap menggunakan RDP BUN berdasarkan
hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (1).

Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dan RDP BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
digunakan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Anggaran sebagai bahan rapat kerja pembahasan
Rancangan Undang-Undang  mengenai anggaran
pendapatan dan belanja negara antara Pemerintah
dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

RKA BUN yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), disampaikan oleh KPA BUN kepada APIP
K/L untuk direviu dan dilengkapi dengan dokumen
pendukung.

Pelaksanaan reviu RKA BUN oleh APIP K/L sebagaimana
dimaksud pada ayat (9), dilakukan bersamaan dengan
reviu RKA BUN berdasarkan Alokasi Anggaran BUN.
Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA BUN dan
RDP BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7)
berlaku mutatis mutandis dalam penyusunan RKA BUN
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyusunan
RDP BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Ketentuan mengenai tata cara penelaahan RDP BUN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) berlaku
mutatis mutandis dalam penelaahan RDP BUN
sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Ketentuan mengenai pedoman reviu RKA BUN oleh APIP
K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4)
berlaku mutatis mutandis dalam reviu RKA BUN

sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
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BABV
PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN
BENDAHARA UMUM NEGARA

Pasal 21
Berdasarkan hasil rapat kerja pembahasan Rancangan
Undang-Undang mengenai anggaran pendapatan dan
belanja negara antara Pemerintah dengan Dewan
Perwakilan Rakyat, Menteri Keuangan menetapkan
Alokasi Anggaran BUN paling lambat 2 (dua) minggu
setelah diperoleh kesimpulan rapat kerja pembahasan
antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
Alokasi Anggaran BUN yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh
Direktorat Jenderal Anggaran kepada PPA BUN.
Berdasarkan Alokasi Anggaran BUN yang disampaikan
oleh  Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), PPA BUN menyesuaikan RDP
BUN Dberdasarkan hasil penelaahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (5)
dan ayat (7).
Dalam hal Alokasi Anggaran BUN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak mengakibatkan perubahan RDP BUN,
Direktorat Jenderal Anggaran tetap menggunakan RDP
BUN Dberdasarkan hasil penelaahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (5)
dan ayat (7) sebagai dasar penetapan DHP RDP BUN oleh

Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 22
Dalam hal Alokasi Anggaran BUN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) mengakibatkan perubahan RDP
BUN, PPA BUN menyampaikan RKA BUN kepada
masing-masing KPA BUN untuk disesuaikan.
Dalam hal penyesuaian RDP BUN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan untuk mendanai inisiatif baru

termasuk tambahan anggaran BA BUN yang berasal dari
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hasil pembahasan dengan komisi terkait di Dewan
Perwakilan Rakyat, KPA BUN wajib melengkapi dengan
dokumen pendukung.

(3) RKA BUN yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh KPA BUN
kepada APIP K/L untuk direviu.

(4) Ketentuan mengenai reviu RKA BUN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) berlaku mutatis
mutandis dalam reviu RKA BUN sebagaimana dimaksud

pada ayat (3).

Pasal 23

(1) RKA BUN yang telah direviu oleh APIP K/L beserta
dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (3) disampaikan oleh KPA BUN kepada
PPA BUN untuk diteliti dan dihimpun menjadi RDP BUN.

(2) RDP BUN yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan oleh PPA BUN kepada Direktorat
Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan.

(3) Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Direktur Jenderal Anggaran menetapkan
DHP RDP BUN.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penelaahan RDP BUN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) berlaku
mutatis mutandis dalam penelaahan RDP BUN

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 24
Kesimpulan rapat kerja pembahasan Rancangan
Undang-Undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja
negara antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan DHP RDP
BUN yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (3) digunakan sebagai
dasar penyusunan Peraturan Presiden mengenai rincian

anggaran pendapatan dan belanja negara.
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Pasal 25

Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan

dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

menjadi dasar penyusunan dan pengesahan DIPA BUN.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 26

Direktorat Jenderal Anggaran merupakan koordinator
PPA BUN dalam perencanaan, penelaahan, dan
penetapan alokasi anggaran BA BUN.

Sebagai koordinator PPA BUN, Direktorat Jenderal
Anggaran mengkoordinasikan seluruh PPA BUN dalam
penyusunan RKA BUN, penyusunan Indikasi Kebutuhan
Dana BUN, penyusunan RDP BUN berdasarkan Pagu
Anggaran BUN, penyesuaian RDP BUN berdasarkan
Alokasi Anggaran BUN.

Sebagai koordinator PPA BUN, Direktorat Jenderal
Anggaran dapat menetapkan batas akhir waktu
penyampaian dan/atau penyelesaian dokumen
perencanaan dan penelaahan alokasi anggaran bagian

anggaran BUN dan pengesahan DIPA BUN.

BAB VI

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DIPA BUN

Pasal 27

DIPA BUN merupakan DIPA per Satuan Kerja BA BUN
yang dicetak secara otomatis melalui sistem.

DIPA BUN digunakan sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan Satuan Kerja BUN dan  pencairan
dana/pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN.

DIPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
termasuk untuk DIPA BUN Pengelolaan Transfer Ke
Daerah dan Dana Desa (Bagian Anggaran 999.05) untuk

Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
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Pasal 28

DIPA BUN terdiri atas:

a. lembar Surat Pengesahan DIPA BUN (SP DIPA BUN);

b. halaman I memuat Informasi Kinerja dan Sumber
Dana yang terdiri atas:

1. halaman I A mengenai Informasi Kinerja; dan
2. halaman I B mengenai Sumber Dana;

c. halaman II memuat Rincian Pengeluaran dan
Rincian Penerimaan yang terdiri atas:

1. halaman II A mengenai Rincian Pengeluaran;
dan
2. halaman II B mengenai Rincian Penerimaan;

d. halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan
Perkiraan Penerimaan; dan

e. halaman IV memuat Catatan.

Lembar SP DIPA BUN memuat antara lain:

a. dasar hukum penerbitan DIPA BUN;

b. identitas dan pagu Satuan Kerja;

c. pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer);

d. tanda tangan pejabat yang mengesahkan DIPA BUN;
dan

e. kode pengaman berupa digital stamp.

Halaman I, halaman II, halaman III, dan halaman IV

DIPA BUN dilengkapi dengan:

a. tanda tangan Pemimpin PPA BUN; dan

b. kode pengaman berupa digital stamp.

Pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ meliputi

hal-hal sebagai berikut:

a. DIPA BUN dicetak secara otomatis melalui sistem
yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa
digital stamp dan ditandatangani oleh Pemimpin
PPA BUN;

b. DIPA BUN berfungsi sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan satuan kerja dan pencairan

dana/pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN;
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c. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan
yang tercantum dalam halaman III DIPA BUN diisi
sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan;

d. dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA BUN
dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian
Keuangan maka data yang berlaku adalah data yang
terdapat didalam database RKA-K/L-DIPA
Kementerian Keuangan;

e. KPA DIPA BUN tercantum dalam halaman I A;

f.  KPA BUN wajib menyampaikan laporan keuangan
kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/
Sekretaris Badan/Pejabat yang ditetapkan sebagai
entitas pelaporan, yang selanjutnya disampaikan
kepada Pemimpin PPA BUN atau koordinator
penyusunan laporan pertanggungjawaban
pengelolaan BA BUN; dan

g. DIPA BUN berlaku sejak tanggal 1 Januari 2xxx
sampai dengan 31 Desember 2xxx.

Catatan dalam halaman IV DIPA BUN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat informasi

mengenai:

a. alokasi anggaran yang masih harus dilengkapi
dengan dokumen pendukung yang relevan sebagai
dasar pengalokasian anggaran, antara lain:

1. peraturan perundang-undangan;
2. reviu APIP K/L; atau
3. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,

b. alokasi anggaran untuk beberapa akun tertentu
yang merupakan batas tertinggi;

c. tunggakan tahun anggaran yang lalu; dan/atau

d. alokasi anggaran yang digunakan dalam rangka

pengesahan.

Pasal 29
DIPA BUN Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana
Desa (Bagian Anggaran 999.05) khusus untuk Dana

Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa, terdiri atas:
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a. DIPA Induk; dan

b. DIPA Petikan.

DIPA Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri atas:

a. lembar Surat Pengesahan DIPA Induk;

b. halaman I memuat Informasi Kinerja dan Anggaran
Program;

c. halaman II memuat Rincian Alokasi Anggaran per
Satuan Kerja; dan

d. halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan
Perkiraan Penerimaan.

DIPA Petikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b terdiri atas:

a. lembar Surat Pengesahan DIPA Petikan;

b. halaman I memuat Informasi Kinerja dan Sumber
Dana yang terdiri atas:
1. halaman I A mengenai Informasi Kinerja; dan
2. halaman I B mengenai Sumber Dana;

c. halaman II memuat Rincian Pengeluaran;

d. halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan
Perkiraan Penerimaan; dan

€. halaman IV memuat Catatan.

Pasal 30
Pemimpin PPA BUN meneliti kebenaran substansi
DIPA BUN yang disusun oleh KPA BUN berdasarkan DHP
RDP BUN.
DIPA BUN yang telah ditandatangani oleh Pemimpin PPA
BUN disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 31
Direktorat Jenderal Anggaran melakukan validasi atas
DIPA BUN yang telah ditandatangani oleh Pemimpin PPA
BUN berdasarkan DHP RDP BUN.
Berdasarkan hasil validasi atas DIPA BUN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan mengesahkan

DIPA BUN.
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(3) Pengesahan DIPA BUN sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Anggaran
atas nama Menteri Keuangan.

(4) Pengesahan DIPA BUN oleh Direktur Jenderal Anggaran
dilakukan dengan menandatangani lembar SP DIPA BUN.

Pasal 32
Petunjuk penyusunan dan pengesahan DIPA BUN termasuk
format DIPA BUN tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf I dan
Pasal 7 ayat (1) huruf g, dilakukan terhadap
program/kegiatan BA BUN yang terprogram dan/atau terukur
sesuai karakteristik masing-masing BA BUN, dan tidak

dilakukan terhadap dana cadangan.

Pasal 34
Dalam hal terdapat pengelolaan anggaran yang berasal dari
BA BUN yang belum ditetapkan PPA BUN-nya dalam
Peraturan Menteri ini, penetapan PPA BUN dan pengelolaan
anggarannya dapat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

tersendiri.

Pasal 35
(1) Penetapan alokasi anggaran BUN tertentu yang alokasi
dananya  belum  dapat ditetapkan pada @ saat
ditetapkannya Undang-Undang mengenai anggaran
pendapatan dan belanja negara, dapat dilakukan pada

tahun anggaran berjalan.
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Dalam rangka menjaga tata kelola dalam penetapan
Alokasi Anggaran BUN tertentu pada tahun anggaran
berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usulan
permintaan anggaran yang disampaikan oleh
kementerian negara/lembaga dan/atau oleh satuan kerja
BA BUN harus terlebih dahulu disampaikan kepada
APIP K/L untuk direviu.

Ketentuan mengenai reviu RKA BUN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) berlaku mutatis
mutandis dalam reviu usulan permintaan anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 36

Dalam hal terjadi pergeseran anggaran belanja antar
subbagian anggaran dalam bagian anggaran 999
(BA BUN), reviu APIP K/L dilakukan hanya pada saat
usulan awal penggunaan dana BA BUN, yaitu sebelum
dilakukan pergeseran anggaran BA BUN.

Pergeseran anggaran belanja antar subbagian anggaran
dalam bagian anggaran 999 (BA BUN) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Proses perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi

BA BUN untuk kegiatan tertentu dapat dilakukan

melampaui ketentuan waktu dan mekanisme yang telah

diatur dalam Peraturan Menteri ini, setelah mendapat
persetujuan dari Menteri Keuangan.

BA BUN untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

a. BA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Bagian
Anggaran 999.03) untuk pos cadangan, penyertaan
modal negara kepada badan usaha milik negara, dan
penyertaan modal negara kepada

organisasi/lembaga keuangan internasional;
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b. BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (Bagian
Anggaran 999.08) untuk pos cadangan dan
kebutuhan dana BUN lainnya;

c. BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian
Anggaran 999.99) untuk pos kontribusi dukungan
kelayakan dan  kontribusi kepada lembaga
internasional; dan

d. BA BUN yang belum ditetapkan
pengelompokkannya.

(3) DHP RDP BUN yang ditetapkan dalam rangka
pengalokasian anggaran untuk kegiatan tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar

penyusunan dan pengesahan DIPA BUN.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38
Dalam hal kodefikasi segmen akun pada bagan akun standar
berdasarkan nomenklatur klasifikasi pembiayaan anggaran
dan transfer ke daerah dan dana desa yang baru belum dapat
dilakukan, penyusunan DIPA BUN menggunakan kodefikasi

segmen akun pada bagan akun standar yang termutakhir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39
Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan penelaahan
alokasi anggaran BUN dan pengesahan DIPA BUN
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku
mutatis mutandis terhadap tata cara penyusunan dan
penelaahan alokasi anggaran BUN dan pengesahan DIPA BUN
berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Perubahan.
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Pasal 40
Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat
Jenderal Anggaran dalam proses perencanaan, penelaahan,
dan penetapan alokasi BA BUN dalam Peraturan Menteri ini
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal

Anggaran.

Pasal 41
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata
Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi
Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara
Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1909) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015
tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan
Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara,
dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 193), dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.
Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id



31 2017, No.1775

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Desember 2017
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN [

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 193/PMK.02/2017

TENTANG

TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN
ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA
UMUM NEGARA, DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

PEDOMAN UMUM PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN
ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

A. Dasar Hukum

Pokok-pokok tentang pengelolaan Bendahara Umum Negara atau

BA BUN merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagai berikuit:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan
Rericana Kerja dan Anggaran Kemenfterian Negara/Lembaga; dan

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

B. Dasar Pemikiran
1. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara

Sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, Fresiden selaku
kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan
negara, Kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut kemudian
dikuasakan kepada Menferi Keuangan dan Menteri/Pimpinan
Lembaga di tingkat pusat dan diserahkan kepada Gubernur/
Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah.

Dibandingkan dengan peran menteri/pimpinan lembaga lainnya,
Menteri Keuangan mempunyai peran berbeda/ganda dalam hal
kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Meriteri Keuangan sebagai
pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah
Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik [ndonesia,
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sedangkan setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya
adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertemntu
pemerintahan. Sesuai prinsip tersebut, Menteri Keuangan
bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara
secara unasional (pengelola fiskal), sedangkan menteri/pimpinan
lembaga berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan
pemerintahan sesuai tugas dan fungsi masing-masing (Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang).

Adapun tugas Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal adalah
sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;

b. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) dan rancangan APBN Perubahan;

c. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;

melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;
¢. melaksanakan peémungutan péndapatan negara yang telah

ditetapkan dengan undang-undang;

f.  melaksanakan fungsi bendahara umum negara;

g.  Imenyusun laporan keuangan yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN; dan

h: melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal
berdasarkan ketentuan undang-undang,

Konsekuensi peran masing-masing CFO dan COO tersebut
terlihat dalam pelaksanaan anggaran, yaitu terdapat pemisahan
antara kewenangan administrasi oleh menteri/pimpinan lembaga dan
kebendaliaraan oleh Menteri Kenangan. Kewenangan administrasi
antara lain meliputi:

a. melakukan  perikatan atan  tindakan  lainnya — yang
mengakibatkan terjadinya penerimadan atau pengeluaran negara;

b. melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan
kepada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) sehubungan dengan
realisasi perikatan tersebut; dan

c. memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang

timbul sebagai akibat pelaksanaan anggararn.
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Sementara itu, kewenangan kebendaharaan antara lain meliputi:
a. mengusahakan dan mengatur dana vang diperlukan dalam

pelaksanaan anggaran negara;

b. menyimpan uang negara;

c. menempatkan nang negara dan mengelola/menatausahakan
investasi;

d. melakukan pembayaran Dberdasarkan permintaan pejabat
Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara;

e. melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama
pemeérintal;

f. memberikan pinjaman atas nama pemerintaly;

g.  melakukan pengelolaan utang dan piutang negara;

h. melakukan pengelolaan atas pemberian hibah kepada
pemerintah daerah, pemerintah asing, dan lembaga asing; dan

i.  melakukan pengelolaan atas pendapatan hibah.

Selain melaksanakan peran-peran tersebuit, Menteri Keuangan
juga mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan
dan standardisasi teknis di bidang penganggaran BA BUN, yang
dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran,
dengan rincian sebagai berikut:

a. menilai usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang
disampaikan oleh masing-masing PPA BUN;

b. menghimpun dan menyvampaikan Indikasi Kebutulhian Dana
BUN yang telah dinilai kepada Menteri Keuangan untuk
ditetapkan menjadi Pagu Indikatif BUN;

c. menyampaikan Pagu Indikatif BUN yang telah ditetapkan oleh
Menteri Keuangan kepada PPA BUN sebagai dasar penyesuaian
Indikasi Kebutuhan Dana BUN;

d. menghimpun Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah
disesuaikan dengan Pagu Indikatif BUN yang ditetapkan oleh
Menteri Keuarigan;

e. menyampaikan Pagu Anggaran BUN kepada PPA BUN sebagai
dasar penyusunan RDP BUN;

f.  melakukan penelaahan RDP BUN yang telah ditandatangani oleh
pemimpin PPA BUN;
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g. menghimpun hasil penelaahan RDP BUN sebagaimana
dimaksud pada huruf f, untuk selanjutnya disampaikan kepada
Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran sebagai
bahan penyuisunan Nota Keuangan, Rancangan Undang-Undang
mengenai APBN dan APBN-Perubaharn;

h. menyusun DHP RDP BUN berdasarkan RDP BUN yang telah
disesuaikan dengan Alokasi Anggaran BUN yang telah
ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan

i.  mempreses pengesahan DIPA BUN yang felah ditandatangani
oleh pemimpin PPA BUN, termiasuk untuk DIPA BUN dan Surat
Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SP-SABA
999.08) yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan.

Terkait dengan nmienilai usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN,
masing-masing PPA BUN juga melakukan hal tersebut terhadap
usulan yang disampaikan oleh KPA BUN. Dalam hal ini, penilaian
dilakukan dengan nielihat hubtingan logis, yvaitu melihat ada atau
tidakinya huobungan atau keterkaitan antara input-output-outcome.
Misalnya, apakah terdapat hubungan logis antara aktivitas yang
diusulkan dengan output yang ingin dicapal. Apakah output yang
akan dicapai mendukung pencapaian outcome. Secara spesifik,
apakah indikator output dapat mengukur ketercapaian output itu
sendiri. Demikian pula, apakah indikator outcome dapat mengukur
ketercapaian outcome. Jika hubungan logis tersebut dinilai tidak
terlalu kuat, PPA BUN dapat meminta KPA BUN untuk memperbaiki,
termasuk memperbaiki besaran nilai yang diusulkan.

Mengingat penyusunan kapasitas fiskal dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Anggaran (dalam hal ini Direktorat Penyusunan
APBN), terkait dengan penyusunan BA BUN koordinasinya juga
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (dalam hal ini
Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan
Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara).

Sebagai catatan, hal yang diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan ini fokus pada tata cara perencanaan, penelahaan, dan
penetapan alokasi anggaran BA BUN, dan pengesahan DIPA BA BUN.
Oleh karena itu, hal yang terkait dengan pelaksanaan anggaran

BA BUN tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini.
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Ruang Lingkup Bagian Anggaran BUN
Selaku pengelola fiskal, Menteri Kenangan vyang sekaligns

merupakan Pengguna BUN melaksanakan pengelolaan anggaran

vang tidak dilakukan oleh K/L pada umumnya. Anggaran yang
termasuk dalam Bagian Anggaran BUN adalah sebagai berikut:

a. Bagian Anggaran Pengelolaan Utang (BA 999.01), yang
selanjutnya disebuit BA 999.01 adalal subbagian anggaran BUN
vang menampung belanja pemerintahh pusat untuk keperluan
pembayaran kewajiban terkait Pinjaman Luar Negeri (PLN),
Surat Berharga Negara (SBN) vang terdiri atas Surat Utang
Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN),
Pinjaman Dalam Negeri (PDN), dan pembayaran cicilan pokok
utang, bunga utang, dan biaya lain terkait utang, yang pagu
anggarannya tidak dialokasikan dalam BA-K/L.

Jenis BA 999.01 terdiri atas:

1) pembayaran bunga utang dalam negeri,
2) pembayvaran bunga utang luar negeri;
3) pembiayaan utang dalam negeri; dan
4) pembiayaan utang luar negeri.

b. Bagian Anggaran Pengelolaan Hibali (BA 999.02), yang
selanjutnya disebut BA 999.02 adalah subbagian anggaran BUN
yvang menampung pemberian hibah kepada pemerintah daeralh,
biaya hibah terkait dengan pendapatan/belanja hibah (antara
lain banking commision), pengelolaan atas belanja hibaly kepada
pemerintall asing/lembaga asing, dan pengelolaan pendapatan
hibah. Pemberian hibah kepada pemerintah daerali sebagai
wujud dari pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah yang merupakan suatu sistem
pendanaan pemerintahan dalam kerangka mnegara Kkesatuan
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hibah daerah
diprioritaskan untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang
menjadi kewenangan pemerintah daerah dengan memperhatikan
stabilitas dan keseimbangan fiskal. Hibah dari Pemerintah
kepada pemerintah daerali dilaksanakan melalui mekanisme

APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
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dengan sumber pendanaan dari penerimaan dalam negeri
(rupiah murni), hibah luar negeri; serta pinjaman luar negeri.
Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintalh Pusat dan
Pemerintahan  Daerah  diatur bahwa  dalam rangka
penyelenggaraan asas desentralisasi dan wuntuk mendanai
pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah —memberikan
sumber-sumber penerimaan kepada pemerintali daerah, yang
antara lain terdiri atas Dana Perimbangan; Pinjaman Daerah,
dan Hibah Daerah.
Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03),
yang selanjutnya disebut BA 999.03 adalah subbagian anggaran
BUN yang dikhususkan untuk mengelola Investasi Pemerintah.
Beberapa jenis BA 999.03 antara lain sebagai berikut:
1) Penyertaan Modal Negara (PMN)
Yang dimaksud dengan PMN adalah pemisahan kekayaan
negara dari APBN atau penetapan cadangan perusaliaan
atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Perseroan Terbatas
lainnya, dan dikelola secara korporasi. Termasuk dalam hal
ini adalah penyertaan modal organisasi/lembaga keuangan
internasional dan lembaga khusus yang dibentuk dengan
Undang-Undang.
2) Dana Bergulir
Yang dimaksud dengan Dana Bergulir adalah dana yang
dialokasikan oleh K/L atau satker Badan Layanan Umum
(BLU) wuntuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi
pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
(KUKM) dan usaba lainnya yang berada di bawah
pembinaan K/L dalam penanggulangan kemiskinan,
penganggurar, dan pengembangan ekoriommi nasional.
3) Kewajiban Penjaminan
Yang dimaksud dengan Kewajiban Penjaminan adalah
alokasi dana yang tersedia yang digunakan untuk melunasi
kewajiban penjaminan yang timbul akibat pemberian

Jaminan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-
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Undang mengenai APBN beserta perubahannya pada tahun
anggaran berjalan.

4) Investasi Pemerintah (Reguler)
Yang dimaksud dengan Investasi Pemerintah adalah
penempatan sejumlah dana dan/atan barang dalam jangka
panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan
investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekononii,
sosial, dan/atan manfaat lainnya.
Proses pengelolaan investasi pemerintah meliputi seluruh
proses  perencanaan  investasi, proses pelaksanaan
investasi, penatausahaan, dan  pertanggungjawaban
investasi, pengawasan serta divestasi yang bertujuan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka
memajukan kesejahteraan uonim.

5) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
Yang dimaksud dengan Dana Pengembangan Pendidikan
Nasional adalalh bagian dari anggaran pendidikan yang
dialokasikan untuk pembentukan endowment fund yang
bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program
pendidikan bagi generasi Dberikutnya sebagal bentuk
pertanggungjawaban antargenerasi yang pengelolaannya
menggunakan mekanisme dana Dbergulir dan dana
cadangan pendidikan, dengan sumber dana yang
disalurkan bersumber dari PNBP hasil pengelolaan investasi
atas endowment fund, yang dilakukan oleh BLU Pengelola
Dana di Bidang Pendidikar.

d. Bagian Anggaran Pengelolaan Pemberian Pinjaman (BA 999.04),
yvang selanjutnya disebut BA 999.04 adalah subbagian anggaran
BUN vang mengelola pinjaman Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah, BUMN, dan /atau BUMD yang harus dibayar
kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.

BA 999.04 dalam pengalokasiannya dirinci berdasarkan
pengguna dana atau penerima atau debitur pemberian
pinjaman.

e. Bagian Anggaran Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa (BA 999.05), yang selanjutnya disebut BA 999.05 adalah
subbagian anggaran BUN yang melaksanakan pengelolaan

www.peraturan.go.id



39 2017, No.1775

transfer ke daerah dan dana desa yang meérupakan bagian dari

belanja negara dalam rangka —mendanai pelaksanaan

desentralisasi fiskal. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Pengelolaaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;

Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah bagian Belanja

Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dan desa

dalam rangka mendanai pelaksanaan Uurusan vang telah

diseralikan kepada daerah dan desa. Transfer ke Daerah dan

Dana Desa meliputi:

1) Transfer ke Daerah adalali bagian dari belanja negara
dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal
berupa:

a) Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan
dalam APBN kepada daerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi, yang terdiri atas:

(1) Dana Transfer Umum adalalh dana yang
dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk
digunakan sesuai dengan kewenangan daerah
guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas:

i, Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat
DBH adalah dana yang dialokasikan dalam
APBN kepada daerah berdasarkan angka
persentase tertentu dari pendapatan negara
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi.

ii, Dana Alokasi Umum yang selanjutnya
disingkat DAU adalah dana yang
dialokasikan dalam APBN kepada daerah
dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antardaerahh untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.

(2) Dana Transfer Khusus adalah dana yang
dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan
twjuan untuk  membantu mendanai kegiatan
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khusus, Dbaik fisik maupun nonfisik yang

merupakan urusan daerah, yang terdiri atas:

i Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya
disingkat DAK Fisik adalah dana yang
dialokasikan dalam APBN kepada daerah
tertentu dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus fisik yang
merupakan urnsan daerah ‘dan sesuai
dengan prioritas nasional.

ii, Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang
selanjutnya disingkat DAK Nonfisik adalah
dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
daerah dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus nonfisik yang
merupakan urusan daeral.

b) Dana Inscentif Daerah yang seclanjutnya disingkat DID
adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan
tujuan  untuk memberikan  penghargaan  atas
perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di
bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan
pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan
kesejahiteraan masyarakat.

¢) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta terdirl atas Dana Otonomi
Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang
dialokasikan  dalam  APBN  uantuk  membiayai
pelaksanaan  otonomi  khusus  suatu  daerah,
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
21 tahun 2001 tentang Otoniomi Khusus Bagi Provinsi
Papua menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang
Nomior 11 Tahun 2006 tertang Penierintah Aceh. Dana

Otonomi Khusus terdiri atas Dana Otonomi Khusus
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Frovinsi Aceh, Dana Otonomi Khusts Provinsi Papua,
Dana Otonomi Khusus Papua Barat, Dana Tambahan
Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi
Papua, dan Dana Tambahan Infrastruktur dalam
rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat.

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
adalah dana yang dialokasikan dalam APBN tuntuk
penyelenggaraan  urusan  keistimewaan — Daerah
Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daeral Istimewa Yogyakarta.

2) Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN
yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui
APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintalian, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07), yang
selanjutnya disebut BA 999.07 adalah subbagian anggaran BUN
vang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk
memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang
dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian
rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

Belanja subsidi terdiri atas belanja subsidi energi dan belanja

subsidi nonenergi.

1) Belanja subsidienergi
Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau
lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan Bahan
Bakar Minyak Jenis BBM Tertentu (JBT), Liguefied
Petroleum Gas (LPQ) untuk konsumsi rumah tangga dan
usaha mikro, serta tenaga listrik sehingga harga jualnya
terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.

2) Belanja subsidi nonenergi
Alokasi Anggaran BUN yang diberikan kepada perusahaan
atau lemhbaga yang menyediakan dan mendistribusikan

barang/pelayanan publik yang bersifat nonenergi sehingga
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harga jualnya terjangkau oleh  masyarakat yang

membutuhkan.
Pada pestur APBN, kemponen belanja subsidi dirinei

sebagai berikut:

L. Subsidi Energi
1. Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3

Kg; dan
2. Subsidi Listrik.

II.  Subsidi Nenenergi
1. Subsidi Pupuk;
2. Bantuan Dalam Rangka Penugasan/PSO; terdiri

atas:

a)
b)

c)

PSO Kepada PT. KAL
PSO Kepada PT. PELNI; dan
PSO Kepada Perum LKBN Antara.

3. Subsidi Bunga Kredit Program, antara lain:

a)
b)

k)

Kredit Likuiditas Bl (Eks Pola KLBI);

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
(KKP-E);

Risk Sharing KKP-E;

Kredit Pengembangan Energi Nabati dan
Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP);

Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
(KUR);

Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS);

Skema Subsidi Resi Gudang;

Subsidi Bunga KUR;

Subsidi Bunga Kredit Perumahan;

Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan;
dan

Subsidi Bunga untuk Air Bersih, dan

4.  Subsidi Pajak

a)
5)]

Subsidi Pajak Penghasilan; dan
Fasilitas Bea Masuk.
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Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08), yang
selanjutnya disebut BA 999.08 adalal subbagian anggaran BUN
untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak
diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam,
bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yvang
sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah
pusat/daerah. Peruntukkan BA 999.08 terdiri atas:
1) Belanja Dana Cadangan dan Risike Fiskal
Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban
pemerintal yang bersifat prioritas nasional bidang ekonomi
dan jika tidak dilakukan akan berdampak pada capaian
target nasional.
2) Belanja Lembaga Non Kementerian
Pengeluaran anggaran uantuk pembayaran kewajiban
pemerintah yang terkait dengan pendanaan kelembagaan
non kementerian yang belum mempunyai BA sendiri.
3) Belanja BUN
Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban
pemerintah yang ferkait dengan tugas Menteri Keuangan
sebagai BUN.
4) Belanja Tanggap Darurat
Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban
pemerintah yang terkait dengan peristiwa/kondisi negara
yang bersifat darurat dan perlu penanganan segera,
S5) Belanja Tidak Terduga
Pengeluaran anggaran yvang tidak termasuk dalam kriteria
angka 1 sampai dengan angka 4.
Bagian Anggaran Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99),
vang selanjutnya disebut BA 999.99 adalah bagian anggaran
yang menampung transaksi khusus dan kontribusi sosial.
Ruang lingkup perencanaan dalam BA 999.99 yang diatur dalam
Peraturan Menteri ini meliputi pengeluaran negara antara lain
dalam rangka:
1) Dukungan kelayakan (Viability Gap Funding) dan fasilitas
penyiapan proyek (Project Development Facility)
Pengeluaran Project Development Facility (PDF) atau fasilitas
penyiapan proyek adalah pengeluaran yang dilakukan
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untuk membiayai pelaksanaan fasilitas penyiapan proyek
sebagai salah satu bentuk dokungan Pemerintall untuk
mendukung percepatan penyediaan infrastruktur dengan
skema Kerjasama Pemerintalh dan Badan Usaha (KPBU).
PDF bertujuan nntuk menyelaraskan dan/atau
mengintegrasikan proses penyediaan fasilitas eoleh Menteri
Keuangan umtuk proyek KPBU dan membangun standar
kajlan dan/atau dokumen penyviapan proyek dan/atau
pelaksanaan transaksi. PDF melingkupi proyek KPBU
prioritas dan proyek KPBU lainnya dengan jenis fasilitas
meliputi  penyiapan proyek dan/atau pendampingan
transaksi.

Duikungan Kelayakan adalah dukungan pemerintah dalam

bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang

diberikan terhadap proyek KPBU oleh Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemeérintall di bidang keuangan
dan kekayaan Negara. Dukungan Kelayakan merupakan
upaya untuk mendukung penyediaan infrastruktur dengan
skema KPBU. Dukungan Kelayakan dapat diberikan setelah
tidak terdapat lagi alternatif lain untuk membnat Proyek

Kerja Sama layak secara finansial.

Secara prinsip, Dukungan Kelayakan bertujuan untuk:

4) meningkatkan kelayakan finansial Proyek Kerja Sama
sehingga menimbulkan minat dan partisipasi Badan
Usaha pada Proyek Kerja Sama;

b) meningkatkan kepastian pengadaan Proyek Kerja
Sama dan pengadaan Badan Usaha pada Proyek Kerja
Sama sesuai dengan kualitas dan waktu yang
direncanakan; daii

¢) mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui
infrastruktur dengan tarif yang terjangkau oleh
masyarakat.

Dukungan Kelayakan merupakan Dbelanja negara yang

diberikan dalam bentuk tunai kepada Proyek Kerja Sama

atas porsi tertentu dari seluruh biaya konstruksi Proyek

Kerja Sama. Biaya konstruksi meliputi biaya konstruksi,

biaya peralatan, biaya pemasangan, biaya bunga atas
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pinjaman yang berlaku selama masa konstruksi, dan biaya-
biaya lain terkait konstruksi namun tidak termasuk biaya
terkait pengadaan lahan dan insentif perpajakan.
Pengertian porsi tertentu sebagaimana dimaksud di atas
adalah tidak mendominasi Biaya Konstruksi Proyek Kerja
Sama.
Pengeluaran Kerja sama Internasional
Transaksi Pengeluaran Kerja Sama Internasional adalah
transaksi untuk pembayaran iuran  keikutsertaan
pemerintah Indonesia dalam organisasi internasional. Kerja
sama internasional adalah bentuk hubungan kerja sama
suatu megara dengan negara lain dalam hidang ekeonomi,
budaya, sosial, politik, dan pertahanan keamanan dengan
tnjunan untuk memenuhi kebutnhan rakyat dan untuk
kepentingan negara-negara di dunia. Dalam arti khusus,
tujuan yang dicapai dari kegiatan kerja sama internasional
adalah untuk mempererat tali persahabatan, dapat
memenuhi kebutuhan dalam negeri, memperlancar lalu
lintas ekspor dan impor, dan menambal devisa. Bentuk
kerja sama internasional terbagi dalam 3 (tiga) macam
yaitu:
a) dilihat dari lefak geografis regional internasional;
b) dilihat dari jumlah negara bilateral-multilateral; dan
¢) dilihat dari bidang kerjasama ekonomi, sosial, budaya,
pertalianan dan keamanan.
Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional
Transaksi Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional
adalah transaksi yang melibatkan Pemerintah Indonesia
dalam kaitannya dengan hukum internasional. Pengeluaran
ini terjadi karena dalam prakteknya, hubungan
internasional dengan sebagian dari komunitas infernasional
dalam berbagai bidang tidak selalu berjalan sesuai dengan
yvang diharapkan oleh kedua belah pihak. Pengeluaran
Perjanjian Hukum miternasional mencakup:
a) ‘transaksi untuk melakukan penyelesaian
permasalahan hukum yang melibatkan pemerintah

Indonesia di dunia internasional; dan
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b) transaksi yang timbul sebagai akibat dari perjanjian-
petjanjian antara pemerintah ITndonesia dengan pihak
lain di dunia internasional yang tidak dapat dibiayai
dari dana BA K/L.

4  Aset Pemerintah yang dalam penguasaan Pengelola Barang
Aset tetap yang dikelola oleh Pengelola Barang merupakan
seluruh aset tetap yang dalam pengelolaan Menteri
Keuangan selaku Pengelola Barang untuk dilaporkan dalam
Laperan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam Laporan
Keuangan Bagian Anggaran Transaksi Klusus,

9) Bagian  Anggaran Pengelolaann  Transaksi  Khuasus
(BA 999.99) Kontribusi Sesial
Bagian  Anggaran Pengelolaan  Transaksi  Khusus
(BA 999.99) Keontribusi Sosial yang selanjutnya disebut
BA 999.99 Belanja Kontribusi Sosial adalah subbagian
anggaran BUN yang di antaranya dikhususkan tmtuk
mendanai Belanja Kontribusi Sesial antara lain untuk
pengelolaan belanja pensiun, belanja tunjangan kesehatan
veteran, belanja asuransi kesehatan, dan belanja jaminan
kesehatan.

BA 999.99 Belanja Kontribusi Sosial dalam

pengalokasiannya dibagi menjadi sebagai berikuit:

4a) Anggaran Manfaat Pensiun (Belanja Pensiui)

Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan
untuk menyelenggarakan dana pensiun bagi pegawai
dan pejabat di pemerintahan.

by Jaminan Pelayanan Kesehatan
Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan
untuk menvelenggarakan program jaminan kesehatan.

¢) Jaminan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentn
(Jamkesmen)

Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan
untuk menyelenggarakan kegiatan asuransi kesehatan
bagi menteri dan pejabat tertentu sebagaimana diatur

dalam ketentuan terkait.
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d) Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama)
Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan
untuk menyelenggarakan kegiatan asuransi kesehatan
bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, DFD, BFK,
Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan
Hakim Agung Mahkamah Agung,

¢) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan
untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan
kerja bagi Aparatur Sipil Negara.

f) Jaminan Kematian (JKM)
Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan
untuk menyelenggarakan program jaminan kematian
bagi Aparatur Sipil Negara.

g) Belanja Yang Terkait Dengan Pengelolaan Kas Negara
Belanja yang dialokasikan untuk miengakomodir biaya-

biaya yang timbul akibat pengelolaan kas Negara.

2

Belanja selisih harga pembelian beras oleh Pemerintah
kepada Perum Bulog

Dana pembayaran selisih harga beras Bulog merupakan
biaya yang ditimbulkan akibat adanya tenggang waktu
anitara harga yang secharusnya diterima Perum Bulog
dengan penetapan harga beras olehh Pemerintali dalam
pelaksanaan pembayaran beras. Pembayaran Dberas
dimaksud merupakan tunjangan beras kepada pegawai
negeri sipil yang diberikan dalam bentuk natura (bentuk
fisik).

Dari transaksi-transaksi BUN yang ada, tidak tertutup
kemungkinan terjadinya perubahan transaksi dalam tahun
berjalan, misalnya adanya tambahan baru kebutuhan transaksi
khusus atau ftransaksi yang selama ini ada kemudian
dihilangkan karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Transaksi
khusus tersebut termasuk transaksi khusus pendapatan, antara
lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pegawai, Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK) Pajak Rokok, aset yang berasal dari pengelolaan
DJKN, dan penerimaan PNBP yang dikelola DJA.
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3. Posisi BA BUN dalam Postur APBN
Postur APBN dicerminkan oleh FAccount APBN. Secara ringkas,
kompoenen-komponen IFAccount APBN meliputi pendapatan negara,
belanja negara, defisit/surplis anggaran, dan pembiayaan anggararn.
Posisi BA BUN di dalam FEAccount APBN tersebar dalam Belanja
Pemerintah Pusat untuk non K/L, Transfer ke Daerah dan Dana

Desa, dan Pembiayaan Anggaran (lihat Tabel 1.1),

Tabel 1.1
Postur AFBN

Uraian
'A. PENDAPATAN NECARA
[. PENERIMAAN DALAM NEGERI
1. Penerimaan Perpajakan

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
II. PENERIMAAN HIBAH
B. BELANJA NEGARA
[. BELANJA PEMERINTAH PUSAT
1. Belanja Kementerian Negara/Lembaga
2. Belanja Non-Kementerian Negara/Lembaga (BUN)
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (BUN)
1. Transfer ke Daerah
2. Dana Desa
C. KESEIMBANGAN PRIMER
D. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (=A-B)
% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (BUN)
[. PEMBIAYAAN UTANG
II. PEMBIAYAAN INVESTASI
III. PEMBERIAN PINJAMAN
V. KEWAJIBAN PENJAMINAN
V. PEMBIAYAAN LAINNYA
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Sementara itu, untuk struktur Transfer ke Daerah dan Dana
Desa sesuai Undang-Undang mengenai APBN diilustrasikan pada
Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Struktur Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

1. Transfer Ke Daerah
A Dana Perimbangan
1 Dana Transfer Umum
a Dana Bagi Hasil
b Dana Alokasi Umum
2 Dana Transfer Khusus
a Dana Alokasi Khusus Fisik
1) DAK Reguler
2) DAK Penugasan
3) DAK Afirmasi
b Dana Alokasi Khusus Nonfisik
1) BOS
2) BOP PAUD
3) TPG PNSD
4) Dana Tamsil Guru PNSD
S5) TKG PNSD
6) BOK dan BOKB
7) Dana PK2,; UKM
8) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
B Dana Insentif Daerah

Struktur penyajian dan rincian Pembiayaan Anggaran sesuai

Undang-Undang mengenai APBN, meliputi:

a. Pembiayaan Utang terdiri atas Surat Berharga Negara (neto) dan
Pinjaman  (neto). Pinjaman (nefo) ftersebut merupakan
penjumlahan dari pinjaman dalam negeri (neto) dan pinjaman
luar negeri (neto);

b. Pembiayaan I[nvestasi terdiri atas Investasi kepada BUMN,
Investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya, Investasi kepada
BLU, Investasi Lkepada Organisasi/Lembaga Keuangan
Internasional (LKI)/Badan Usaha Internasional, dan Penerimaan
Kembali Investasi. Investasi kepada BUMN berupa PMN kepada
BLIMN, sedangkan investasi kepada BLU amtara lain terdiri atas

dana bergulir, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN),
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Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Pusat Investasi
Pemerintah (PIP), dan BLU Lembaga Pengelolaan Dana Bantoan
Internasional (LPDBI);

¢. Pemberian Pinjaman  terdiri atas pinjaman  kepada
BUMN/Pemda /Lembaga/Badan lainnya;

d. Kewajiban Penjaminan terdiri atas Penjaminan Pemerintah dan
Penerimaan Pengembalian Atas Penjaminan Pemerintah.
Penjaminan Pemerintali antara lain terdiri atas Penugasan
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional, Penugasan
Penyediaan Pembiayaan Infrastriiktur Daerahh kepada BUMN,
dan Penjaminan Likuiditas LPS; dan

e. Pembiayaan Lainnya terdiri atas Hasil Pengelolaan Aset (HPA)
dan Saldo Anggaran Lebih (SAL),

diilustrasikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3

Struktur Penyajian Pembiayaan Anggaran

1. Pembiayaan Utang
[.1. Surat Berharga Negara (Neto)
1.2, Pinjaman (Neto)
12,1, Pinjaman Dalam Negeri (Neto)
12,2, Pinjaman Luar Negeri (Neto)
2. Pembiayaan Investasi
2.1 Investasi Kepada BUMN
2.1.1.
2.2, Investasi Kepada Lembega/Badan Lainnya
2.2.2.
2.3 [nvestasi Kepada BLU
2.3.1. Dana Bergulir
2.3.2. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)
2.3.3. Lembzaga Manajenien Aset Negara (LMAN)
2.3.4. Pusat Investasi Pemerintah
2,36, BLU Lembaga Pengelolaan Dana Bantuan Internasional (LFDEI)
2.4 Investasi Kepada Organisasi/LKl/Badan Usaha [nternasional
Zi4 4, ..
2.5, Penerimaan Kembali Investasi
3., Pemberian Pinjaman
3.1. Pinjaman Kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan Lainnya
3.1.1. Pinjaman Kepada BUMN/Pemda (Bruto)
4., Kewajiban Penjaminan
4., 1. Penjaminan Pemerintah
4.1.1. Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional
4.1.2. Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daeral Kepada
BUMN
4.2, Penerimaan Pengemibalian Atas Penjaminan Pemerintah
Pembiayaan Lainnya
5.1. Hasil Pengelolaan Aset
5.2; Saldo Anggaran Lebil

o
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4. Pendekatan Penganggaran dalani BA BUN

Sesnai dengan amanat Undang-Undang Nemor 17 Talun 2003
tentang Keuangan Negara; proses penyusunan anggaran belanja
negara menggunakan tiga pilar penganggaran yaitu penganggaran
terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan kerangka pengeluaran
jangka menengah. Mengingat BA BUN merupakan bagian dari belanja
negara, ketiga pendekatan penganggaran tersebuit juga berlaku
terhadap penganggaran BA BUN. Berkenaan -dengan proses
penyusunan anggaran dalam dokumen RKA-BUN, pengalokasian BA
BUN dilakukan pula dengan menggunakan Klasifikasi jenis belanja
untuk mengetahui pendistribusian alokasi anggaran ke dalam jenis—
jenis  Dbelanja. Klasifikasi anggaran yang digunakan dalam
penganggaran, meliputi Klasifikasi menurut organisasi, ii) Klasifikasi
menurut fangsi, dan iii) klasifikasi menurut jenis belanja. Rincian
Belanja Pemerintah Pusat Non-K/L (BA BUN), meliputi:

a. Belanja Pegawai (antara lain dana pensiun dan kontribusi

sosial);
b. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang;
¢. Belanja Subsidi;
d. Belanja Hibah;
e. Belanja Bantuan Sosial {(khusus cadangan bencana alam); dan
f. Belanja Lain-lain.

Adapun jenis belanja tersebut mengacu kepada Peraturan
Menteri Keuangan mengenai klasifikasi anggaran.

Sesuai dengan pendekatan penganggaran berbasis Kkinerja,
alokasi anggaran program/kegiatan harus dapat dikaitkan dengan
output atau outcome. Dalam hal ini, outcome diturunkan dari tugas,
sedangkan output diturunkan dari fungsi unit kKerja yang dilekatkan
pada stuktur organisasi. Artinya, distribusi alokasi anggaran
didasarkan pada tugas dan fungsi unit kerja yang dilekatkan pada
struktur organisasi. Dalam kerangka tersebut, penganggaran BA BUN
juga dikaitkan dengan kelembagaan BA BUN.

C. Penyusunan dan Penetapan Alokasi Anggaran BUN
Mekanisme penyusunan dan penetapan Alokasi Anggaran BUN
secara khusus diatar dalam Peratdran Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010

tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
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Negara/Lembaga. Secara ringkas, mekanisme penyusunan dan penetapan

Alokasi Anggaran BUN disajikan dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1.

Mekanisme Penyusunai dan Penetapan Alokasi Anggarain BUN
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D. Struktur Kelembagaan Pengelolaan BA BUN

Pelaksanaan tugas Menteri Keuangan sebagail pengelola BUN dan
sebagai pemimpin Kementerian Keuangan saling bersinggungan. Namurmn,
berkenaan dengan pelaksanaan operasional sebagai pengelola BUN dan
sebagai pemimpin Kementerian Kenangan, terdapat perbedaan dalam
struktur kelembagaan.

Berkaitan dengan pelaksanaan operasional BA < Kementerian
Kenangan selaku K/L, Kementerian Kenangan mempunyai struktur
kelembagaan sebagai berikut:

1. Menteri Keuangan sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran
Kementerian Kenangain;

2. Unit eselon I/unit eselon Il/satker di lingkungan Kementerian
Keuangan sebagai KPA. Bentuk organisasi KPA tersebut sesuai
dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
mengenai organisasi K/L; dan

3. Pengguna Anggaran menetapkan rencana kinerja, sedangkan
KPA merupakan unit operasional yang melaksanakan rencana kinerja

vang telah ditetapkan oleh Pengguna Anggaran. Dengan demikian,
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KPA bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dalam hal
capaian Kkinerja tersebut. Dalam hal ini, KPA adalah satuan kerja
(satker).

Sementara itu, berkenaan dengan pengelolaan BA BUN, Kementerian

Keunangan mempunyai struktur kelembagaan sebagai berikut:

1. Menteri Keuangan adalah Pengguna Anggaran BUN;

2. Unit eselon [ terkait di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai
PPA BUN. Sama halnya dengan struktur K/L, PPA BUN bertanggung
jawab atas program; dan

3. Instansi pemerintah (baik di lingkungan Kementerian Keuangan
manpun K/L lainnya) atau pibak lain yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan sebagai KPA BUN. Sebagai catatan, KPA BUN yang
dimaksudkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan ini adalah KPA
BUN yvang menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka perencanaan,
penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN. Dalam rangka
pelaksanaan program dan kegiatan BUN, dapat dilaksanakan oleh
KPA BUN atau pihak lain yang mempunyai tugas melaksanakan
program dan kegiatan BUN maupun menyalurkan dana Alokasi
Anggaran BUN sesuai ketentuan peraturan perundang-undamngan.
Analog dengan kelembagaan BA K/L, KPA BUN joga sama dengan
satker dan bertanggung jawab atas kegiatan.

Sebagai contol, struktur orgamnisasi BUN tahun 2018 digambarkan

pada Gambar 1.2.
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Gambar 1.2

STRUKTUR BUN TA 2018

www.peraturan.go.id



=5 2017, No.1775

-35-=

Kelembagaan BUN sebagai pengelola BA BUN memiliki karakteristik
yang berbeda dengan struktor pengelolaan anggaran pada BA K/L pada
umumnya. Keunikan karakteristik tersebut antara lain sebagai berikut:

1. dalam rangka menjalankan fungsi sebagai Pengguna Anggaran BUN,
Menteri Keuangan menetapkan PPA BUN yang merupakan umnit
organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;

2. PPA BUN dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran BUN
untuk menetapkan formula penghitungan yang digunakan dalam
penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana BUN dan penyusunan RDP
BUN sesuai karakteristik masing-niasing BA BUN;

3. PPA BUN dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran BUN
untuk menetapkan KPA BUN;

4. PPA BUN dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran BUN tmntik
menetapkan tugas dan fungsi KPA BUN seclain yang telah diatur
dalam Peraturan Menteri ini;

5. KPA BUN dapat dijabat dan dilaksanakan oleh pejabat pada unit di
dalam maupun di lnar Kementerian Keuangan yvang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

6. penetapan Alokasi Anggaran BUN dapat dilakukan sebelum
dimulainya tahun anggaran yang direncanakan ataun dapat pula
ditetapkan pada talian anggaran berjalan.

Perbedaan karakteristik antara BA K/L dan BA BUN berakibat pula
pada perbedaan peran PPA dan KPA BUN. Secara struktur pengelolaan
anggaran, tidak ferdapat PPA dalam BA K/L. Dalam BA BUN, PPA BUN
bertugas melakukan koordinasi dengan KPA BUN, antara lain dalam
rangka penyusunan RDP BUN. PPA BUN juga bertugas antara lain
menyusun laporan keuangan berdasarkan penggabungan laporan
keuangan tingkat anit akuntasi KPA BUN atau tingkat unit akantansi PPA
BUN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai

sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BA BUN yang dikelolanya.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
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LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 193/PMK.02/2017

TENTANG

TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN
ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA
UMUM NEGARA, DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

PEDOMAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH
BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor
90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (PP 90/2010) disebutkan bahwa selain
menyusun REKA-K/L atas Bagian Anggaran Kementerian Keuangan,
Menteri Keuangan menyusun RDP BUN. Selanjutnya, berdasarkan
Pasal 16 ayat (2) PP 90/2010 disebutkan bahwa pada awal tahumn,
Pengguna Anggaran BUN dapat berkoordinasi dengan menteri/pimpinan
lembaga atau pihak lain terkait penyusunan indikasi kebutuhan dana
pengeluaran BUN untuk tahun anggaran yang direncanakan dengan
memperhatikan prakiraan maju dan aspek lain sesnai karakteristik
masing-masing BA BUN.

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau Medium Term
Expenditure Framework (MTEF) merupakan sebunah pendekatan
penganggaran berdasarkan kebijakan, yang dilakukan dalam perspektif
lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi
anggaran yang dibutuhkan pada tahun berikutnya yang dituangkan
dalam Prakiraan Maju. Prakiraan Maju merupakan ancar-ancar atau
indikasi kebutuhan anggaran jangka menengah yang diperlukan untuk
mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam jangka menengah
tersebut.

Secara umum KPJM yang komprehensif memerlukan 3 (tiga) unsur

dalam konteks perencanaan jangka menengah, yaitu:
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1. Proyeksi ketersediaan sumber daya anggaran (resource envelope)
sebagai batas atas pagu belanja antuk mendanai berbagai rencana
belanja pemerintah.

2. Indikasi rencana kebutuhan pendanaan anggaran yang dibutithkan
untuk mencapai tingkat kinerja yang telah ditargetkan.

3. Kerangka rekonsiliasi yang memadukan antara kedua hal tersebut,
yaitu antara proyeksi ketersediaan sumber daya pendanaan anggaran
dengan proyeksi  rencana  kebutuhan — pendanaan — untuk
melaksanakan kebijakan pemerintah yang tengah berjalan (on going
policies).

Berbeda dengan KPJM untuk anggaran kementerian negara/lembaga
yang memiliki arah kebijakan jangka menengah, KPJM untuk BA BUN
menghadapi tantangan berupa ketiadaan arah kebijakan jangka
menengah untuk sebagian komponen BA BUN dalam RPJM
2015-2019. Hal tersebut terjadi karena komponen-komponen dalam
BA BUN mniemiliki karakferistik yang berbeda satu sama lain. Sebagian
program/kegiatan terkait dengan BA BUN bersifat ad hoc dan berlaku
pada tahun tertentu saja, yang disusun sesuai dengan kebijakan
Pemerintah dan/atau arahan Presiden/Wakil Presiden. Dengan demikian,
tidak semua kompenen BA BUN dapat disusun prakiraan majunya,
seperti misalnya BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) yang
sebagian di antaranya berupa dana cadangan.

Dalam kondisi tersebut, penyusunan Prakiraan Maju BA BUN juga
beragam. Sebagian diantaranya disusun dengan menggunakan
perhitungan tertentu, seperti misalnya Prakiraan Maju untuk subsidi
energi, sebagian transfer ke daerali dan dana desa, dan pembiayaan
anggaran. Namun, perhitungan Prakiraan Maju untuk BA BUN
Pengelolaan Belanja Lainmya (BA 999.08), misalnya dilakukan
berdasarkan kemampuan keuangan negara.

Dalam kerangka tersebut, penyusunan KPJM BA BUN disusun pada
level kegiatan, yang diusulkan oleli KPA BUN untuk kemudian dikompilasi
oleh PPA BUN. Selanjutnya, Prakiraan Maju BA BUN juga harus
dilakukan wup-date atau dimutakhirkan sesuai dengan kondisi terkini
sgjalan dengan penyampaian RKA-K/L, dengan penjelasan sebagai
berikut:

1. pemutakhiran Prakiraan Maju yang pertama dilakukan pada bulan
Juli, merupakan pemutakhiran besaran Prakiraan Maju yang sudah
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disusun pada tahun sebelumnya (pada saat penyampaian RKA-K/L
Alokasi Anggaran (pagn APBN) atau RKA-K/L APBN Perubahan taliun
berjalan) disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro terkini,
ditambah dengan kebijakan baru pada saat penyusunan RUU APBN
tahun yang direncanakan;
2. pemutakhiran Prakiraan Maju yang kedua dilakukan pada bulan
November, merupakan pemutakhiran besaran Prakiraan Majii yang
sudah disusun pada saat penyampaian Pagu Anggaran pada bulan
Juli, disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makre terkini
ditambah kebijakan baru yang muncul pada saat pembahasan
RUU APBN dengan DPR;
Pemutakhiran Prakiraan Maju yang ketiga dilakukan pada saat

W

penyanipaian RKA-K/L APBN Perubahan, nmierupakan pemutakhiran
besaran Prakiraan Maju yang sudal disusun pada saat pertyampaian
Alokasi Anggaran disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro
terkini ditambah kebijakan baru yang miuncul pada saat pembahasan
RUU APBN Perubahan dengan DPR.
Selain itu, pemutakhiran Prakiraan Maju juga harus disesuaikan dengan
realisasi kinerja tahun sebelumnya, vyang keluar pada bulan

Januari-Februari tahun berikutnya.

B. DASAR PERHITUNGAN KPJM BA BUN

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, dalam
RPJM 2015-2019 tidak disebutkan secara eksplisit arah kebijakan jangka
menengah untuk semua komponen BA BUN. Sasaran strategis vang
tercantum dalam RPJM tersebut antara lain hanya terkait dengan
kebijakan subsidi dan transfer ke daerah dan dana desa. Berkaitan
dengan itu, dalam rangka penyusunan KPJM untuk BA BUN, PPA BUN
dan/atau KPA BUN menyusun KJPM BA BUN dengan memperhatikan
usulan KPJM dari pihak terkait, serta dengan mempertimbangkan
realisasi kinerja pada tahun sebelumnya.
Dengan kondisi tersebut, penyusunan KPJM BA BUN beragam sesuai
dengan karakteristik masing-masing BA BUN, dengan penjelasan sebagai
berikut:
1. Bagian Anggaran Pengelolaan Utang (BA 999.01)

KJPM Bagian Anggaran Pengelolaan Utang (BA 999.01) disusun

dengan berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai
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Strategi Pengelolaan Utang Negara (SPUN), yang memperspektifkan
pengelolaan utang negara dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan
4 (empat) tahun. Jumlah akumulatif pengelolaan utang yang
tercantum dalam Kepuitusan Menteri Keuangan tersebut selanjutnya
dirinel tiap tahun, dan besaran angkanya disesuaikan dengan postur
APBN tahunan.
SPUN dimaksudkan untuk:
a. Mengakomodasi peningkatan kebutuhan indikasi pembayaran
bunga utang;
b. Mengakomodasi perubahan indikator e¢konomi makro, nilai
tukar dan tingkat bunga; dan
c. Mengakomodasi penyesuaian kebijakan pemerintah terkini.
Dalam hal ini, proyeksi pembayaran bunga utang yang harus
dibayar tiap tahun atau dalam jangka menengah dipengaruhi
oleh antara lain besaran outstanding utang, bunga LIBOR, kurs,
dan tambahan utang baru.
Sclain mengenai pengelolaan utang, Keputusan Menteri Keuangan
mengenai SPUN juga mencantumkan kebijakan mengenai
penjaminan. Kebijakan mengenai penjaminan tersebut selanjutnya
menjadi dasar dilakukannya penyusunan KPJM  mengenai
penjaminan.
Bagian Anggaran Pengelolaan Hibah (BA 999.02)
Penyusunan KPJM untuk Bagian Anggaran Pengelolaan Hibah
(BA '999:02) dalam rangka pemberian hibah kepada pemerintah
daerah yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri disusun
dengan berdasarkan pada pagn yang tercantum pada naskah
perjanjian hibah, komitimen dari lender/donor mengenai batas
maksimal dishursement tiap taliun, jangka waktu pinjaman/hibah
tersebut dialokasikan dan kinerja kegiatan. Dalam rangka pemberian
hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing, KPJM disusun
dengan berdasarkan pada daftar rencana pemberian hibah yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tata cara
pemberian hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing. Proyeksi
hibah dari luar negeri untuk tahun tertentun didasarkan pada
realisasi pencairan hibali tahun sebelumnya dikurangi dengan sisa

komitmen dari luar negeri.
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Penyusunan KPJM  Bagian  Anggaran Pengelolaan  Hibah
(BA 999.02) dalam rangka pengelolaan pendapatan hibah, disusun
dengan berdasarkan pada indikasi penerimaan hibah yang
direncanakan dan pencairannya melalui KPPN dengan niengacu
kepada peganjian hibah, komitmen dari donor mengenai batas
maksimal disbursement tiap tahun, jangka waktu hibah tersebut
dialokasikan, dan Kkinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga selakn executing agency/implementing agency.
Penyusunan KPJM Bagian Anggaran Pengelolaan Hibah (BA 999.02)
tersebut, tidak termastk untuk penyusunan KPJM Bagian Anggaran
Pengelolaan Hibahh (BA 999.02) dalam rangka pemberian hibah
kepada pemerintah daerah yang bersumber dari rupiah murni.

3. Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Penierintali (BA 999.03)
Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03)
meliputi  antara lain PMN untuk BUMN, PMN untuk
organisasi/lembaga keuangan internasional, Dana Pengembangan
Pendidikan Nasicnal (DPPN) yang dikelola oleh LPDP, dan
Dana Bergulir yang dikelola oleh BLU.

KPJM  Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah
(BA 999.03) disusun dengan berpedoman pada kebijakan Pemerintah
tahun anggaran direncanakan yang memerlukan partisipasi
BUMN/lembaga. Namun, deviasi atas KPJM sangat mungkin terjadi
apabila terdapat perubahan kebijakarn:

KPJM untuk PMN kepada organisasif/lembaga keuangan
internasional disusun berdasarkan jadwal pembayaran voting shares
pemerintaly pada organisasi/lembaga keuangan internasional.
Dengan pembayaran yang telah terjadwal, dimungkinkan terjadi
deviasi antara KPJM dengan usulan alokasi tahun direncanakan
yang diakibatkan oleh fluktuasi nilai tukar Rupial terhadap mata
uang fungsional organisasi/lembaga keuangan internasional.

Untuk pengeluaran yvang hampir setiap tahun perlu dialokasikan
untuk mendukung pregram prioritas Pemerintahh seperti dana
bergulir Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)
dan LPDB KUMKM, angka KJPM disusun dengan memperhitungkan
kinerja penggunaan dana tahun sebelumnya, dan rencana

penggunaan dana ke depari.
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KPJM untuk Dana Bergulir dan DPPN disusun oleh KPA BUN dan
Pengguna Dana dengan mempertimbangkan paling sedikit kinerja
historis, proyeksi penyaluran, dan ketersediaan kas.

Untuk PMN kepada BUMN, KPJM-nya tidak selalu dapat dilakiukan
karena kebijakan pengalokasian PMN rata-rata bersifat ad hoc,
diberikan dalam jangka waktu tertentu saja.

KPJM wuntuk Dana Kewajiban Penjaminan disusun dengan
berpedoman pada proyeksi outstanding kewajiban pihak yang
dijamin, tingkat probability rate of default, dan nilai tukar Rupiah
terhadap USD. Deviasi antara KPJM dan usulan alokasi sangat
mungkin muncul, mengingat adanya deviasi antara proyeksi dan
realisasi outstanding, f{luktuasi nilai tukar, serta kemungkinan
perubahan probability rate of default.

Bagian Anggaran Pengelolaan Pemberian Pinjaman (BA 999.04)
Penyusunan KPJM Bagian Anggaran Pengelolaan Pemberian
Pinjaman dilakukan berdasarkan naskah perjanjian mengenai
Subsidiary Loan Agreement (SLA) yang telah ditandatangani oleh
pihak-pihak terkait dan proyeksi pinjaman luar negeri yang akan
diteruspinjamkan kepada BUMN/Pemerintali Daerah. Besaran angka
pemberian pinjaman per tahhunnya didasarkan pada usulan dari
BUMN/Pemda sebagai wser pemberian pinjaman, atau dari K/L
pengguna anggarar.

Bagian Anggaran Pengelolaan Transfer Ke Daerali dan Dana Desa
(BA 999.05)

KPJM Bagian Anggaran Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa (BA 999.05) disusun dengan berdasarkan pada arah kebijakan
jangka menengah  scbagaimana tercantum  dalam  RPJM,
Undang-Undang Desa terkait dengan praoyeksi dana desa, serta
peraturan  perundang-undangan terkait  lainnya. Formula
perhitungan proyeksi transfer ke daerah telah ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah mengenai Dana Perimbangan. Dalam hal ini,
besaran proyeksi transfer ke daerah dan dana desa per tahunnysa
tergantung kepada kapasitas fiskal. Misalnya, besaran DAU dan DBH
sangat dipengaruhi oleh proyeksi penerimaan negara. Sementara itu,
proyeksi penerimaan negara dipengaruhi oleh asumsi dasar ekenomi

makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah
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terhadap dolar Amerika Serikat, dan harga minyak mentah Indonesia
di pasar internasional.

6. Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07)
Sama halnya dengan transfer ke daerah dan dana desa, arah
kebijakan subsidi dalam jangka menengah juga tercantum dalam
RPJMN. Berdasarkan kebijakan tersebut, disusunlah KPJM Bagian
Anggaran Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07). Formula yang
digunakan untuk memproyeksi KPJM belanja subsidi berbeda-beda,
tergantung pada komponen masing-masing. Perhitungan subsidi
BBM didasarkan pada besaran subsidi yang ditetapkan, asumsi nilai
tukar; dan harga minyak. Selain itu, perhitungan subsidi BBM juga
dipengaruhi oleh volume BBM; dan LPG tabung 3 Kg:
Kebijakan subsidi dalam RPJM  tersebut terus dilakukan
pemutakhiran sesuai dengan kondisi terkini dan sesuai dengan
kebijakan  pemerintalh yang akan dilakukan ke depan.
Dokumnien-dokumen terkait dengan kebijakan subsidi dituangkan
antara lain dalam peraturan perundang-undangan mengenai subsidi
energi dan subsidi non energi.

7. Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)
Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) sebagian
besar merupakan cadangan, seperti antara lain cadangan beras
pemerintah, cadangan benili nasional, cadangan risiko kenaikan
tanah, cadangan belanja pegawai, dana operasional bagi lembaga
yang belum memiliki bagian anggaran sendiri, dan cadangan lainnya.
Untuk anggaran yang bersifat cadangan, yang pada dasarnya besar
merupakan diskresi Menteri Kenangan selaku pengelola fiskal, dalam
praktek yang berlaku selama ini, penyusunan KPJM untuk dana
cadangan dilakukan oleh unit penyusun proyeksi postur APBN
jangka menengali.

8. Bagian Anggaran Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99)
Bagian Anggaran Pengelolan Transaksi Khusus (BA 999.99) meliputi
antara lain pengelolaan pembayaran manfaat pensiun, jaminan
pemerintah, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan
belanja yang terkait dengan pengelolaan kas mnegara, dukungan
Pemerintaly untuk viability gap fund, pengeluaran untuk kerja sama
internasional, dan penerimaan migas. Untuk sebagian transaksi

khusus, seperti pembayaran manfaat pensiun dan juga pengeluaran
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untiik kerja sama internasional dapat dibuatkan KPJM-nya. Proyeksi
KPJM pengelolaan pembayaran manfaat pensiun disusun dengan
memperhatikan jumlah pensiunan. Kebijakan mengenai hal ini
dilakukan di Badan Kepegawaian Negara dan PT Taspen. Semerntara
itu, terkait dengan kerja sama internasional, pengalokasiannya
didasarkan pada tagihan untuk tahun tertentu dari lembaga
internasional, dan usulan untuk proyeksi tagihan ke depan. Besaran
kontribusi sosial ini sangat dipengaruhi oleh asumsi valuta asing

yvang digunakan:

[LUSTRASI PERHITUNGAN KPJM BA BUN

Pada bagian ini diilustrasikan cara perhitungan KPJM untuk
kegiatan pemberian suibsidi energi. Misalkan, dalam rangka mewujudkan
pricritas pembangunan nasional terkait kedaulatan energi, salah satu
program prioritas Pemerintalh adalahh peningkatan aksesibilitas energi
melalui kegiatan prioritas konversi BBM ke BBG untuk rumalh tangga dan
transportasi. Salah satu sasaran kegiatan tersebut adalah terdistribusinya
paket LPG 3 Kg kepada 26 (dua puluh enam) juta rumah tangga miskin.
Perkiraan subsidi LPG 3 Kg tahun 2017 sebesar Rp 4.100/Kg dan inflasi
3,0% (tiga koma lima persen) per tahun. Jumlah rumah tangga miskin
sasaran diasumsikan turun sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun.

Reviu:
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Deskripsi Kebijakan Reviu Keterangan
Ya | Tidak
Kebijakan Peningkatan aksesibilitas Otoritas
energi melalui Konversi BBM implementasi
ke BBG untuk rumah tangga kebijakan yang
dan transportasi dituangkan
dalam RKP
Tanggal Tahun 2017
Efektif
Kebijakan
Isi Kebijakan |- Pendistribusian LPG 3 Kg
kepada rmah tangga
miskin sasaran
- Rmah tangga sasaran
turun sebesar 10%/tahun
Kegiatan Terdistribusinya LPG 3 Kg | Ya Konsistensi
kepada Tumah tangga dengan
miskin sasaran kebijakan
pemerintah
Keluaran Pendistribusian LPG 3 Kg|Ya Relevansi
(Output) kepada 26 juta rumah dengan
Kegiatan tangga miskin sasaran kegiatan
Sifat Berlanjut Ya
Keluaran Berhenti Tidak | Berhenti fidak
(Output) perlu
meneruskan
reviu
Sifat Berlanjut Ya
Komponen Berhenti
Perlakuian Berlanjut (fixed price) Ya
Harga Berhenti (adjusted price)
Perlakuam Volume tetap
Volume Velume dapat disesuaikan Ya
Tatal Alokasi | Hitung  total kebutuhan
alokasi setelah disesuaikan
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Estimasi Biaya:

(dalam miliar rupial)

Harga Jumlah RT | Budget| PM 1 PM 2 | Berlanjut
S Kebijakan sasarai 2017 2018 2019 atan
Berhenti

Komponen | @3 kg xRp | 26 juta

319.80 | 287.82 | 259.04 | Berlanjut
kebijakan | 4.100/kg | (10%/tahun)

Komponen  pendukung kebijakan
(diuraikan sesuai dengan kebutuhan
dalam rangka mengelola dan

mengimplementasikan kebijakan)

100.00 | 103.50 | 107.12 | Berlanjut

Total biaya Keluaran (output)
. : 419.80 | 391.32 | 366.16
pemberian subsidi LPG 3 Kg

MENTERI KEUANGAN
REFUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI
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LAMPIRAN 11l
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 193/PMK.02/2017

TENTANG

TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN
ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA
UMUM NEGARA, DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
DAN RENCANA DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

A. Penyusunan dan Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara
Umum Negara (RKA BUN)

1. Persiapan Penyusunan RKA BUN

a.

PPA BUN menyiapkan daftar pagu rincian per Satker yang

berfungsi sebagai batas tertinggi pagu Satker.

KPA BUN meényiapkan dokumen-dokumen vang digunakan

sebagai dasar penyusunan Kertas Kerja Satker (KK Satker)

termasuk aplikasi RKA-[K/1. DIPA.

KPA BUN menyustin dokumen pendukung antara lain sebagai

berikut:

1) Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference/TOR) untuk tiap
keluaran (output) kegiatan;

2) Rincian Anggaran Biaya (RAB), jika ada;

3) khusus untuk dokumen teknis yang tidak disusun oleh
Satker atau berasal dari -executing agency, KPA BUN
bertugas mengumpulkan dan menyatukan dokumen
pendukung dari Satker tersebut, antara lain meliputi:

a) rencana bisnis dan anggaran serta data dukung teknis
lainnya; dan

b) data dukung teknis untuk masalah tertentu, antara
lain peraturan perundang-undangan, arahan
Presiden/Wakil Presiden yang mendasari adanya
kegiatan/kelnaran (output) atau dokumen sgjenis

lairmya.
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2. Mekanisnie Penyusunan KK Satker dan RKA BUN
a. Mekanisme Penyusunan KIK Satker

Penyusunan rincian anggaran kegiatan yang direncanakan

ditnangkan dalam dokumen KK ‘Satker dengan menggunakan

aplikasi RKA-K/I. DIPA. I[nformasi yang dituangkan pada

KK Satker merupakan informasi rincian anggaran untuk

menghasilkan keluaran (oufput) sampai dengan tingkat detail

biaya.

Penyustunan KK Satker dilaksanakan melalui langkah-langkah

sebagai berikut:

1) Satker melakukan login aplikasi RKA-K/L DIPA;

2) pengisiannya mengikuti petunjuk pengisian dalam buku
manual aplikasi RKA-K/L DIPA;

3) setelah meyakini kebenaran semua isian yang ada,
kemudian mencetak KIC Satker berkenaan; dan

4) melengkapi data dukung yang diperlukan sebagai bahan
penyusunan RIKA BUN.

b. Mekanisme Penyustinan RKA BUN

RKA BUN merupakan dokumen perencanaan anggaran BA BUN

yang memuat rincian kebutuhan dana, baik yang berbentuk

anggaran belanja maupun pémbiayaan yang disusun oleh

KPA BUN.

Penyusunan RKA BUN menggunakan aplikasi RKA-K/L DIPA,

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Satker melaknkan login aplikasi RKA-K /L DIPA;

2) meneliti kesesuaian isian RKA BUN dengan KK Satker yang
telah disusun;

3) dalam hal RKA BUN telah sesunai dengan KK Satker dan
dokumen pendukungnya, KPA BUN dapat mencetak
RKA BUN melalui aplikasi RKA-K/L DIPA dengan
menggunakan menu cetak RKA BUN; dan

4) menyampaikan RKA BUN (bagian A, B, C, dan D) yang telah
ditandatangani oleh KPA BUN bersamaan dengan KK Satker
dan data dukung terkait kepada APIP K/L untuk direviu.
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3. Mekanisnie Penyesuaian KK Satker dan RKA BUN

a. Mekanisme Penyesuaian KK Satker
Dalam hal pemutakhiran Pagu Anggaran BUN dan/atau Alokasi
Anggaran BUN mengakibatkan perubahan KK Satker, KPA BUN
menyesuaikan KK Satker dengan langkah-langkah sebagai
berikut:

1) melakukan login aplikasi RKA-K/L DIPA untuk selanjutnya
melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan;

2) mengidentifikasi dan meneliti perubahan-perubahan sesuai
dengan pemutakhiran Pagu Anggaran BUN dan/atau
Alokasi  Anggaran BUN yang  disampaikan oleh
PPA BUN;

3) menyesuaikan alckasi anggaran angka dasar dan
menuangkan alokasi anggaran inisiatif baru mengacu pada
proposal yang telah disetujui dalam KK Satker;

4) melengkapi data dukung sesuai dengan pemutakhiran Pagu
Anggaran BUN dan/atau Alokasi Anggaran BUN; dan

5) mencetak KK Satker hasil penyesuaian sebagai dasar

penyesuaian RKA BUN.

b. Mekanisme Penyesuaian RKA BUN

Berdasarkan KK Satker vang telah disesuaikan, KPA BUN

menyesuaikan RKA BUN dengan langkah-langkall sebagai

berikut:

1) melakukan login aplikasi RKA-K/L DIPA untuk melakukan
penyesuaian-penyesuaian yang dibutubkan;

2) mengidentifikasi dan meneliti perubahan-perubahan yang
telah dituangkan dalam KK Satker sesuai dengan
pemutakhiran Pagu Anggaran BUN danfatan Alokasi
Anggaran BUN;

3) setelah diyakini kebenarannya, mencetak RKA BUN yang
telah disesuaikan; dan

4) menyampaikan RKA BUN (bagian A, B, C, dan D) yang
telah disesuaikan bersamaan dengan KK Satker yang telah
disesuaikan beserta data dukung terkait kepada APIP K/L

untuk direviu.
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B. Reviu RKA BUN oleh APIP K/L
1. Reviu RKA BUN bherdasarkan Pagu Anggaran BUN

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pénganggarar

BA BUN, RKA BUN yang telah disusun oleh KPA BUN disampaikan

oleh KPA BUN kepada APIP K/L untuk direviu, dengan fokus reviu

sebagai berikut:

a. kesesuaian RKA BUN dengan Pagu Anggaran BUN dan ketentuan
perencanaan penganggaran yvang berlaku; dan

b. kelengkapan dokumen pendukung RKA BUN antara lain dasar
hukum penganggaran, TOR, RAB, dan/atau dokumen pendukung
lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal terdapat pemutakhiran Pagu Anggaran BUN sebagainiana

dimaksud dalam Pasal 20 mengakibatkan perubahan RDP BUN, KPA

BUN menyesuaikan RIKA BUN berdasarkan pemutakhiran rincian

Pagui Anggaran BUN yang disampaikan oleh PPA BUN. Selanjutnya,

RKA BUN yang telah disesunaikan oleh KPA BUN disampaikan kepada

PPA BUN. Pelaksanaan revin RKA BUN berdasarkan pemutakhiran

rincian Pagu Anggaran BUN akan dilakukan oleh AFIFP K/L bersama-

sama dengan reviu RKA BUN berdasarkan Alokasi Anggaran BUN.

2. Reviu RKA BUN herdasarkan Alokasi Anggaran BUN

Dalam hal Alokasi Anggaran BUN mengakibatkan perubahan

RDP BUN, KPA BUN menyesuaikan REKA BUN berdasarkan

perubahan rincian Alokasi Anggaran BUN yang disampaikan oleh

PPA BUN. Selanjutnya, RKA BUN yang telah disesuaikan oleh

KPA BUN sebelum disampaikan kepada PPA BUN, terlebih dahunlu

disampaikan kepada APIP K/L untuk direvin. Revin RKA BUN

oleh APIP K/L difokuskan untuk nieneliti perutbahan sesuai Alokasi

Anggaran BUN dan kelengkapan dokumen pendukung lainnya yang

relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal dana BUN tersebut digeser ke sub BA BUN yang lain,

pergeseran dana BUN tersebut tidak perln direviu lagi oleh APIP K/L.

Langkah-langkah teknis reviu RKA BUN oleh APIP K/L selengkapnya

tertuang dalam Lampiran IV Peraturan Mertiteri ini.

Dalam hal reviu RKA BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN belum

dilakukan oleh APIP K/L sebelum Nota Keuangan disampaikan

kepada Dewan Perwakilan Rakyat, pelaksanaan revia RKA BUN akan

dilakukan oleh APIP K/L pada saat revin RKA BUN berdasarkarn
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Alokasi Anggaran BUN secara menyeluruh untuk keseluruhan REKA
BUN yang disampaikan oleh KPA BUN kepada APIP K/L.

C. Penyusunan dan Penyesuaian RDP BUN
RDP BUN adalah himpunan RKA BUN yang disusun menurut
unit organisasi, fungsi, dan program.
1. Mekanisnie Penyusunan RDP BUN

Berdasarkan Pagu Anggaran BUN, PPA BUN melakukan penyusunan

RDP BUN derigan langkah-langkah sebagai berikut:

a. menghimpun/mengkompilasi KK Satker dan RKA BUN serta
dokumen pendukung yang telah direviu olehh APIP K/L sesuai
dengan BA BUN yang dikelolanya;

b. me-restore ADK vang disampaikan KPA BUN dalam aplikasi
RKA-K/1, DIPA;

iy

menyusunl RDP BUN secara utiith sesuai dengan BA BUN yang

dikelolanya;

d. meneliti kesesuaian RDP BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN
melipuiti:

1) total Pagu Anggaran BUN;
2) sumber dana; dan
3) sasaran Kinerja;

e. apabila terdapat ketidaksesuaian RDP BUN, PPA BUN
melakukan koordinasi dengan KPA BUN wuntuk melakukan
perbaikan RKA BUN;

f.  mennangkan langkah-langkah yang ditempull untuk mencapai
sasaran strategis pada bagian J formulir I, antara lain berupa:

1) strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran strategis; dan
2) uraian deskripsi masing-masing program dan unit
organisasi penanggung jawab;

g. dalam hal RDP BUN telalh sesuai dengan Pagu Anggaran BUN,
PPA BUN dapat mencetak RDP BUN melalui aplikasi RKA-K/L
DIPA dengan menggunakan menu cetak RDP BUN; dan

h. menyampaikan RDP BUN yang telah dicetak dan ditandatangani

elelr Pemimpin PPA BUN beserta dokumen terkait kepada

Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan.
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Mekanisnie Penyesuaian RDP BUN

Dalam hal pemutakhiran Pagu Anggaran BUN dan/atau Alokasi

Anggaran BUN mengakibatkan perubahan RDP BUN, PPA BUN

menyesuaikan RDP BUN dengan tahapan sebagai berikuit:

a. menyampaikan rincian pemutakhiran Pagu Anggaran BUN
dan/atau Alokasi Anggaran BUN yang berubah kepada KPA BUN
sebagai dasar penyesuaian RKA BUN;

b.  menghimpun/mengkompilasi KK Satker dan RKA BUN berikut
ADK yang telah disesuaikan olehl KPA BUN dan direviu oleh APIP
K/L dalam lingkup BA BUN berkenaan;

c. menyusun RDP BUN secara utuh sesuai dengan BA BUN yang
dikelolanya;

d. meneliti kesesuaian RDP BUN berdasarkan pemutakhiran Pagu
Anggaran BUN dan/atau Alokasi Anggaran BUN yang meliputi:

1) total pemutakhiran Pagu Anggaran BUN dan/atau Alokasi
Anggaran BUN;

2) sumber dana; dan

3) sasaran kinerja;

e. apabila terdapat ketidaksesuaian RDP BUN dengan
pemutakhiran Pagu Anggaran BUN dan/atau Alckasi Anggaran
BUN sebagaimana dimaksud dalam huraf d, PPA BUN
melakukan keoordinasi dengan KPA BUN nntuk melakukan
perbaikan;

f. dalam hal RDP BUN telah sesuai dengan pemutakhiran Pagu
Anggaran BUN dan/atau Alokasi Anggaran BUN, PPA BUN dapat
meneetak RDP BUN melalui aplikasi RKA-K/L. DIPA dengan
menggunakan menu cetak; dan

2.  menyampaikan RDP BUN yang telah disesuaikan dan
ditandatangani oleh Pemimpin PPA BUN beserta dokumen
terkait kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan

penelaaharn.

D. Hal-hal Khusus Dalam Penyusunan RDP BUN

1.

Dalam hal terdapat kegiatan/keluaran (output) baru berdasarkan
kebijakan Pemerintah dan/atau hasil pembahasan dengan Komisi
terkait di DPR, PPA BUN melaksanakan langkah-langkah sebagai
berikut:
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?J

mengusulkan runnisan kegiatan/keluaran (output) sebagai hasil

kesepakatan pembahasan dengan komisi terkait di DPR kepada

Direktorat Jenderal Anggaran untuk diteliti dan selanjutnya

ditetapkan sebagai referensi dalam aplikasi RKA-K/L DIPA;

b. berdasarkan rumusan nomenklatur kegiatan/keluaran (output)
yang telah ditetapkan, Satker, KPA BUN, dan PPA BUN
menggunakan rumusan tersebut sebagai dasar penyusunan
KK Satker, RKA BUN; dan RDP BUN;

2. Dalam hal KPA BUN belum nienyampaikan RKA BUN sampai batas
waktu yang ditetapkan, PPA BUN dapat menyusun RDP BUN
berdasarkan Pagu Anggaran BUN yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan. Selanjutnya KPA BUN wajib menyampaikan
RKA BUN kepada PPA BUN berdasarkan RDP BUN yang telah
disusun;

3. Untuk Bagian Anggaran Peéngelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08),
RDP BUN tertentu yang belum dapat disusun sebelhum ditetapkannya
Undang-Undang mengenai APBN, dapat dilakukan pada tahun
anggaran berjalan dengan mekanisme sebagai berikuit:

a. menteri/pimpinan lembaga mengajukan usulan permintaarn
dana dari Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya
(BA  999.08) beserta  dokumien  pendukung — kepada
Menteri Kenangan selaku PA BUN. Usulan permintaan dana
beserta dokumen pendukung  harus terlebih  dahulu
disampaikan kepada APIP K/L untuk direviu;

b. Direktnr Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN
Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) menindaklanjuti
usulan menteri/ pimpinan lembaga sesuai disposisi
Menteri Keuangan selaku PA BUN;

c. dalam hal usulan menteri/pimpinan lembaga dapat
dipertimbangkan untuk didanai dari Bagian Anggaran
Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08), PPA BUN Pengelolaan
Belanja Lainnya (BA 999.08) melakukan penilaian usulan
menteri/pimpinan lembaga tersebut berdasarkan TOR dan RAB
dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara
(fiscal space);

d. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian usulan

permintaan dana dari Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja
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Lainnya (BA 999.08) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam
Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penggunaan
anggaran BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08).

Format Formulir RDP BUN

RENCANA DAMA PENGELUAR AN
BENDAHARA UMUM NEGARA

FORMULIR 1;
INDIKAS| KEBUTUHAN DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
TAHUN ANGGARAN 20XX

A BAGIAN ANGGARAN (Berisikan Nemenkialur BA BUN teserts kodarya)
B VS| (Berisikan uraian Visidari dari [<eméentaria [Keuangan)
< MIs) (Berisikan uraian Misi dari darl Kemanierian Keuangan)
D S#SARAN STRATEGIS 1 } e S strategis Kamaiter e
2 d& Kelahget,
E FUNGSI 1 (EeVisikan Fungsl — FUnRgsi yang uifaankan Kemantanan
2 st Keuarnuar),
FIRRISRIFHS NASIMAL 1 } (Berisikah Pliertas Nasianal Kementafign Keuangan)
2 Ldst
G RINCIAN SASARANSTRATECIS
KODE || SASARAN STRATEGISIANGKA DASAREINISIATIF ALCIKAS| AWGGARAN
BARU (RIBUAI RURPIAH)
1 PROGRAMILESELOM 1L HASILINITIICATOR KIMERJA TA TA TA TA TA
UTAMA PRGGRAVIEANGIKA DASAR! INISIATIF BARU 3051 263K S0XX1 20X+ SOXHATE
() (2) 13) 4y 51 4221 t7)
Sasaran Strategs 1 (Berisi] Yhaan Sasarar eyt 2:999.999 #989.099 999984 5999 390 ©.:209:99%
| Sesuai Renatra /L)
Jumiah Angkg Daser F999,999
durmlah nisiatil Bar >
Frograrn  (Benslkan uraran Nama Progresmy) 9739 999 GG 99 W$H99.38% kiR i B %G 999
Eselon

(Bensikan Graarn Nama Une)
Hasil

|Barisikan (lraidn Hasit)
| NQUIKATOIS TS T(E L Earma Progrerm

T }’a

Angke Dasar

eery (KU Bragrém).

3.5999 99
{risiatit ey 24999 698
Dt

iBevisikan Yratan-Sasaran Strategis 2

Jumlah Anghka Dasar

lurmleh (nisiati’ Gar

Program  (Berislkan urasan Nama Frogram) 2:998:999 Y999 .38y B899 ¥9% ©.999.99%
Eselair|

(Bargikar uratan Nama unit)
Hasll

(Berisikan (iraian Hagif)
IngdllsatoriKinera:Ltarna Program

l st }(Bér/smsn 1KLL Pragramy)
Cangeavase ]
| ristatif Baiy 090,909
st
O T AL 9989809 $.999.989 9:899'099. | Y890'989 9.999:999
Total Angka Basar 890,999
TorE Imsliant Bard EAGH 999
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H ALOKASIANGEARAN FUNGS|

ALCKAS| ANGCGARAN (RIBUAN RUPIAHY

KODE FUNGS) ARDGRAN TA TA TA Ta TA
208X Z0XK XK1 20X %+2 20XK+3
m (2) 1) 4y (6} i8) (7
Funasl1  (Beynakan Lraian Amasi 1) 9:998 999 4950989 5909299 9925 g9u 5299 909
Frogram ... (Bewsikan nama Progran yangimenguking Fungs fefeieloReisl] 9209 200 0,000 00T 9.200 000 9,099 002
i [ AIDKIS! BAGU B0 Gk FUnas | |
st
Fungsl 22 (Bensikan Uraan FAas 2) 2908950 080,909 5.909/308 5909900 | 5294900
Program  [Rensikan nara Froagram ana mendukung Fungs! tobg agg 0.Gg0 oug gaonocn | 939900qg | 6090 gag
4 [ Alckas! oagu program Yk Funasl 2 |
st
ast

| ALOKASH AN GEARAN PRIDRITAS NASIDNAL

ALOKAS! ANGBARAN (RIBUAN RUPIARY

KEDE PRICRITAS NASIGNAL] PROGRAM TA TA TA TA TA
puk¥s § 205y pLibe SR | VKS S5] XA+
(1) Z 2) ) 8 18] [
Priortas Masional | (Benslkan Pooriias Nasomal 1) 9990090 | S000900 | D09099Y | Q960.050 | S509550
Pregram (BERSIEN famaFregran] Y&y mendukung, 9908990 | 90899009 | BO9920Y | BIGI 00U | S29Y90G
Vfointas RSl ) Kast 13 G DIDOIEN unlk BIRatas NASLNE] 1 [
dsi
Pricritas Nasional 2 .. (Bensikan Prioritas Nastoial 2) 9290092 £00099¢ | ©096.880 9.003 508 9.600.000
Program Beristkan Nama Pragrac yang mesdukung 9990 vy 0/909'990 9 999 999 ‘9949 999 £.999 9ug
Prionias Nasionial 2] ] AloKasi DagU Drogram WUk Priontas Nasional 2 ‘
st
dst

L STRATECIPENCARPAIAN SASARAN STRATEGIS

Diuralkan langkati-tangkah yang difenipul unluk mercapal sssarmin Strategis. dimulal dan
(g}l Slmteq dan ketwjakan erkall dengan sasaran siraisqgis:
@ Uralan geskiipil masing-masind progra aan Unil Orgarisas), Penangoungjawan

IC RINCIAN RENCANA PENDAPATAN

(RIBUAN RUPIAR)

KODE PROGRAN URAIAN PENDAPATAN TA TA TA TA TA
20X¥-1 20%% 20%K+1 FUKRAZ 2% K42
(1 (21 3 (41 ) ] 18) (i
Program 1 Flbak 9989909 | 909000y | 0QO0ODg | QO0UD0CY | 9U4S BY0
Berpajakan goooaes | goegese | cloyasy | 9020000 | 9susegl
dst PNER
Famtiayasan
Program 2 Hitan 9009960 | 9000080 | ©9009dp | 00200EY | 9SC0NOG
Perpajdian 8000904 | 306800h | €800088 | So00089 | aoo0 o
ast PNEP
Penmtidyaan
TOTAL 2 Hlbah £.897.9¢9 9990099 9908 D90 Q090,900 2980 89T
b Pepsiakan 50e09o0 | 9gopcoy | ooogoos | oo0gosy | Q00 AT
«  PHBP
L Pem tayamm

PENJELASAN
Dligi penielasan penibanan 1argét TA 20X% dibandingkan dengan =ost TA Z0x4-1

Lokas) Tanggal
Femimpin PFA BUN BA _ (Bewsian hivmenkialu 8A BN

Mama Direklur Jenoeral/Kepala Badan
NP
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RENGANA DANA PENGELUARAN
BENDAHARA LIIUM NEGARA

FORMULIR 2
ALOKAS] ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
TAHUN ANGGARAN 20XX

A BAGIAN AMGGARAN (Bersikan Naimenkiaiur BA BUN beserta Kodenyal
B UNIT ORGANISASI (Bensikan Kede tfan Nama Unt Pembantu Bengguna Aingaaram BUN)
C: WISl UNIT ORGAMISAS! (Bensikan uraian Msi Unit Pembanty Fengalma Angaarati BUN)
0. SASARAN STRATEGIS (Bersikan ur@ign Sasaran Strategis yang dioukung)
E PROGRAN et e (BN UrasEN Nama Program beseng kodenya)
F  HASIL e e (ERNSHRBI U rRIEN HaSIT
G. INDIKATOR KINERIA UTAMA PROGRAN 1 "L (Berishen [RU Prossm Unit Farbanty Fanpgund Sogasnen
2 ast oA
H  RINCIAN PROGRAM
| KEGIATAN! [ESELONNSATKERY FLINGSI AL ANERARA
KoDE SUB FUNGS! PRIORITAS! FOKUE PRIDRITAS RIBUAN RUPIAR)
Il QUTRUT (VOL-SATY INDIKATIR KINERIA A TA TA 14 TA
KEGIATAN ANGKA DASAR INISIATIE BARL! POKH-1 20%X 20XX41 20XX42 A3
) (2) 1)) 4) (&) ®) 7
Kegmian (Bemsikan uragn Nanza Kegiaizn) 225¢ 989| 9992000 92089¢999| 9920:8%9| 4530399
Escion |l Satioey
(Berisikan yraian Nama Esekon i}
Furast
(Barsikan wraian Fangsi)
Sub Funiis
(Bensian uraizn Sub Feagsi)
Promas Masional
(Bensdan ursian Pnorias)
Fokus Pnarilas
(Bansikan lraian Fokals Prioriias)

| Cuur  Bensian waian jenis Qunas 11 | esseeon| agwsas| cencea| aeseses| sausse
L(Nome Sanan Quil). ) (888D () (88em)| (98 sm)l (90w

Ouiputd:  (Beasiian waisn jenis Quinig 2) 9999999 9999.909| 9999 999| ©999.999| 9995299

(Volume Satuan Qutput) (9% sar) (98 =31 (98 sar) (98 =3t ) (99 sat)
s B e A I B
Indikator Kineqa Kegiatan
b e | ([Beriskan indikator-maikstor
2 __ st J Kinetja Kagiatarn)
Angka Dasar 9.999.999
lmsabf Baw B89 999
TOTAL HEUS 899 i RG] 9 BOE 999 HUH 486 | 5830589
Tata Angka Dasar 3 9%9.ygn
Tatai lmisianif Bari g9 909
1 ALUOKAS) ANGGARAN FUNGS
12D FUMGSIF SUB FUNCSI ALDKASUANGTARAN [RIBUAN BUFIAH)
TA TA TA TA TA
20XX-1 200X 2001 20XX+2 2HNA2
1) 2) K] (41 5] () (@)
Fungs {1 ( Berisikan uratan Fungs 1 sesuar farmlir 1) £1658 999 580 509 £ 808 999 958 900 | 9539998
Sub Fungsit.. 1Berisdan wraian Sub Fungs 1) 9582 999 B:.0999:209| 9892 999| '9.999:9209| 'G.0990
Sk Fungsi2  (Berisikan uralan Siub Fangsi 2) 9602 299 BB UO9| 9602 098| G905 9R9| G©DG.59Q

Dst_
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I ALCRAS! AHGGARAN PRIORT TAS NASIONAL
WaDE FRICRITAS HASIONAL! FOKUS PRIDRITAS ALORASI AHGGARAN (RIBLIAN RUMAH)
A TA TA | A 7
Z0KXA 20X 2000+ 20K K+2 20XX+3
(1) 12) 13) {4) (&) B) (7)
PrioritasHasional 1 . ( Bariskan wamn FraiizsNas 1] 9908 989| 0099908 5930.989| 9985098 B USBIGY
Foius Frionias  (Bensikan u@ian Fokus Piotilas 1) SEsGhE| G468 45| S990460| A5G0 B8G| wuR0dug
Fokus Pnortas..  [Bensian urvan Folws Pnoras 2) 9095 5| G0D0AG| G680S6H| 2309 93G| 000950
D .
K_RIAY A PROGRAM
RAYA MEHURUT KELOHPOK BIAYA _ (FEBLIAN PRIy
JENIS BELANJA TIAN SUIMBER DANA ™ iy ™ " ™
205K 2% 20Xx41 20xx2 20xx=3
(1) 2) 3 (L 15) )
1 KEL XAPCH BIAYA
a  Cpazsonal gagiaeg | 0068 any | Greage | aogiene | 85906 580
b Non Cpsrasasal SoyRdEy | SuRe gy | 95509 | dudadEs | SoNutew
2 (ENISBELANIA
(hany= diist lka slckasi yang fersedis dapat dond per jenis befanga)
a  Belans Pegawal £Beaaas | 000000 | 2099900 | G9994E0 | £990.958
b Beanja Bamng 9999:9080 | €0%9959 | 2.099089 | HO9:990: | 00900894
r Beana Modal 9030989 | 9993090 | DR92309 | 0590992 | 29890059
d  BeaniaPemnsyaran Kewaiban Utang ggmysy | onee g | D{ERBEY9 | G680%ER | LIVE.EH0
& Belania Subisidl 2009:920 | 9990080 | 9929000 0.949:989 9,999,900
! Bétanja Hikiah 2 8eload | H9998se | DO89908 | BUSYOR9 | 9363890
g Betn|a Banwan Sosal BEghOan | GONEGSH | SNE00NG | aHaaEd | 2098 uBd
b Belanalancan 8 90R46a | 4998 43R | 499009 | S9SR459 | L89B
< SUNEER DANA
34 Ruplah Mumy (REY 99099909 | £999990 | 9099999 | 0999989 [ 9.990.900
B Ruplah Mumi Pardarmping IRMP} 0990999 | 9900900 | 9002998 | 9999999 | 9999990
¢ Pendapalan Neysrs Bukan Pajak (PNBFE) 9599089 | Q950530 | ¢:083.993 | ©0059%9 | 9990090
d  Badan Layanan Umum (BLL) §990.050 | G968 9dn | 2990909 | EOSGEY | 909998
e Piyananluar Negen [PLN) BALAABH | 0068 AA0 | DRADDOG | BAgDNGD | B O8NS 680
I Hisat Luat Negen (HLN) gEmyny | oougamn | HOIRNE9 | ag8atEmn | 99ug e
] Finjaman Dalam Negan (FUM] 0aguygn | 9BuedRy | 9uggBEya | g000ugs | B BYY 80
h Hibati Dateri Neger (HBN ] O BONOGD | 4990 gol S049 983 B.o0w0E9 9599.880
T STTATEGI POICAPAAN HASIL
Oiuraikan langkalrlanghah yang dempun untuk menzabal hasl vend dimginkan. dimulal dall
(1) Swatenl dan kebijakan iekail déngan SasamEn Sratedis (beasal darl Rensira Unil Esslon 1))
(&) uraEn | desionps: masing-rmasmy kegatan
(3 Jumiah Satker Pelaksana Kegslan
(1) Penjslasanmengena pembahan alokas programdan vang sedang beralan dengan yang divsulkan
W RINCIAM RENCANA PENDAPATAN
(RIBLIAN RUFIAL
WCAEE KEGIATAN URAIAN FENDAPATAN TA TA T4 TA i~
2041 200X 20061 20XA+2 20X%+3
(1 g & [4) ) 18) [ (8]
Kegratan 1 a Papaakan 4809°699| 00999988 9985999 89:099 935 B-954989
b enBe gougooy| Y39508 | A99NEeY| UK  BYH9E
Kagutan 2 3  Feqamkan agmmacl| GReaw| owdibEg | Daeddue| NG
[ Doug aay| w989 8Yd 9800999 4960980 | 9994980
st
TEiTAL 3. Pamaakan 4999999 | ©o0GH| AU9EE9I| 9089990 &399,999
b RNBRE L 808 Gl 934 868 9 G0 GG 069 GOG |  TANH 9%
PEMIELASAN DS penjelasan pembalan farget TA Z0XX dibarhnokan dermgzn targed TA 20XX 1
Pamimpn PRPABUN BA  (Beriglan Nomenldalur BA BUN)
HNama Diskiur Jenderal’Kepala Badan
NP
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RENTANA DANA PENGELUARAN
BEMDAHARA UMUM MEGARA
] FORMULIR 3:
RINGIAN BIAYA ALOKASI ANGGARAN BENDAHARA UMUM HEGARA
TAMUIN ANGGARAN 20XX
A BAGIAN ANGCARARN (Bersikszn Nomeakd s B4 BUN heseds jodenya)
B uNIT ORGANSAS - - (Beasikan Kode dan Neme Unit Pembanty Pengguna Amggeren BUN)
€ MISHUNIT DRGAMISASE {Bengikan uraisn M tinit Pembantu Renggurg Anggarsn B
D SASARAN STRATEGIS (Bensikan utatan Sasafan Siiafedis yang didukuig)
E  EROGRANM —_ = - (Banslian urdfah Nams Pregram b2serta kodenya)
F HASIL [Banshian uatan Hasil)
G INDIKATER KINERIA UTAMA PROGRAM - isahan K Frogram Uit Pimsnt Fesgiins Mgt
2 --= odw J oam :
A RINCIAN FIAYA PROGRAM
| KEGIATAN/ QUTRLT ALOKAS] ANCOARAN (RIBUAN RUPIAH)
kope |1 FINCIAN BIAYA MERURUT TA 200X%-1 TA 20XX
KELCHPCK BIAVA JENISBELANIA | wouume | o o | voume | ancis [ istane | o0
DAN SUMBER DANA P R S T BARU A
] 2) 3) ] 5 (G} (067 (@)
Kewzizn  (Hepskan wraan Vama 496 g9 RAGH 1S G HES S0k | D968 WE
Kegratan)
DUTRUT
Oupil . _(Benglean vraen jems Qupul 1) Sosa [ 9980990 % sl posatigal O9TRERE( 2960990
Outpo2.  (Berisikan wraran jems Culpul 2) 99 sat 9809890 v9 sal 3930409 uvYgDROF( 9962008
Outputs. - [Betisitan Uraian jenls Culput 3) 99 sat 9.990.096 99 st 9.989:999 9:099.999 9.809.909
sl
RINCIAN BIAYA KEGIATAN MENURUT
1 KELOWMPOK BIAYA
4  Opmesonsl 9.988.206 B-999:004 91999890 9999998
b Non Dpergmoaat 9869999 8993 894 9.908 048 9990958
2 JENISBERANJA
(hanym diisi fika Blakas yang tersedla (dapat
dirin. perjenis belania)
3 Belana Pegmia 4860 oy wngungs| ouoe90s| mee9N
b Belagya Bavang, FEENT w0 ees| GueooE| 9999 g
¢ BeiayaMoa 4909 690 a99bbee| GubeSba| 0069908
d EU“?WF’ Peimbeveraikewajiba 9999 898 goonges| 9gosend| o809
3]
- - b 0.908.890 nosgooa| ssevase| sseaseo
) anja 3 )
é Belays bk 4960 048 BRSHU63| 9 BUD O8E 4965990
cietama Hibok
Y e I ferme o 4169 995 sos0ey|  ovayues| 9993990
3 lama i LS
= J i ' 9002300 8952900 29060 200 9200000
h Bslanja Lain-Lain
T S
- . 9968888 2850965 4.905 385 4963908
a  Rupah Mumi [RW)
o Rupan M Parstaran (RIE] u9po99d 0,059 fGa 0.{f99 908 9968 990
i W Fardamunn
praft i S 4909 699 posbuss| soesea| 99esoee
G Pandagatan Negara Bukan Pajak
(PHER) 9299 B3¢ wogoes| 9999090 9269900
i} Barfan {3yanan Urmem (BL11) 9.889.809 B-A%0.498 9909808 9.999.999
e Pmyaman Lo Negen (PLN) 4969 994 ERERC] RN TR
I sl Luar Neger (RLEH) 496 G RAgiuss| GRBeadE| d968 WR
§  Pijaren Dalem Negas (FOM) CLT R 993043 wydwoeg| 999,009
h IHitzah Dialarm Megeri (HOH )
e
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JUNLAH BIAYA PROGRAM MENURLIT
i KELOMPOK BIAYA
a  Operasoral 599 988 ooguese| oeengsal  09em use
b i Gferasianal 9569980 gosveas| oeensse| 9908 use
2 JENISH A
(haoya dnss yie albka s yary tersedia dayal dinun per emg
balapz)
a  Belan Pegawn 3 065 096 agoons| oasdgss| o960 ags
b Belanyp Banang Bl 090 nuoson| pesduen| 0969 009
©  BeangModal R0 999 nueononl pesabm| 0999 ead
U Beiana Pembaysran Kewajiban Uiang 1 g80 550 460 595 0899 g 9909 099
€ Bena Subsi| 0000 959 ageomoa| gosowm| 9099 989
{ BelanaRian; 9969 098 agmoss| posweem| @ouamop
9 BeaniaBantah Sosal 9083008 agguopg| Dospesn| 9999 H9w
b Beanlanlal 5.809,908 aguyeos| goonose| 9omg0n
3 SUMBER DAN
& Rupiah Wi RM) 91509 908 sogvaae| oee0Dse| 0908 Uon
b Ruplah Mumi Pendamping (RIMFY 0.999 408 supaeds| odewass| oo0dabe
& Pendapsian Negars Bukan Fajah (FNBS) 9599 028 oot on| ooswess| 5900 e
d  Badai Layaiwn DmamiBLU) /85 990 angosae| oasnans| ases se
w  Phmaven Luar Negen (PL) 0485 589 aage 90| oasroes| aoes soa
1 libah L Megert (HLM) 14 15 B agsoen| saesnges| 99w oas
g Pinaman Datam Regen (POM) 51685 9RG (860 996 oamA eS| a0 536
ko Hivan Dalarg Megaa (HDH) ftiE0 830 nueo aoa| o esum 1909 290
A GPERASIDNALISASI KEQIATAN (PROGRAM INFLEMENTATIONT
Diuraikan lanakan-angkan yang STempdn UMk MEngrTHIZmantasiKen proaram meialll opsr KEgiatan aimda dan
) Igansmkas faxerdakior pencukung (fARor gegaval sarana oan prasarana kena) dan penghambat (ingkungankuitur kera),
(2) idanfikaz Salker SatkerPelaysans Kegisan
) Merurnsien strated) pEumusan Kegatan (Fesainya melaiun StEoansasi keajataniiaya, evaluas gan mantonng),
4) Fenjelasan fefgenal penbahan alokzs kegnatan dan yand Sedani berialan dengan vana divsulkan.
B RINGISN RENCANA FENCAPATAN
KanE KEBRTR SUMBER RIBUAN RUPIAH)
FENDAPATAN TA X TA 20X
1) 2] &) 14 5
o8 | Kegiatan 1 Perpapkan 9999899 9940 099
PiER 990,995 .99 489
t Unim 9990 Ga 9959 B89
2 Fungsnal 0300999 9940 609
00 | egatan 2 Perpspikan 7998 69 790G 53y
PHBP 9399 5899 999G vEY
1 Uren 598 £90 9 880 199
2 Funysonal 4008 Raeq kel o)
dst
Permaakal 9999999 9999 959
TOTAL PNBP 9.950.099 5,959 099
1 Unmum 9.899.999 9.999.499
2 Fungsonal 9998 994 £.999 599
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LAMPIRAN [IT-2

BAGIAN A
RENCANA KERJA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2050
BAGIAN ANGGARAN v (o)) (Berisikan nama Bagian Ang K¢ ian/Lembaga beserta kodenys)
PPA BUN 0 (o) . (Berisikan gpemenllatur PEA BUN beserta kodenys)
KPABON / SATUAN KERJA : |(x%) (Berisikan nama anit KPA BUN/Satusn Kegja besesta kodenya)
PROPINST (%) (Berisikan propinsi Satnan Kérja berada beserta kodenya)
LOKAST 5 k) + (Berisikan lokasi Satuan Kerja berada beserta kodenya)
‘Halaman:
PROGRAM/SASARAT PROGRAM/INDIKATOR KINERJA: ALOKASI ANGGARAN T.A. 20xx
KODE PFROGRAM/KEGIATAN /INDIKATOR KINERJA VOLUMB/ | | mvisiaTIF TMLAH
KEGIATAN /OUTPIIT SATUAR BARU
(1) (1) (2 (4) (5 )
Soex 5% 5% | Program. ... (Berisikan uraian fama Program) 9:999,999 9,999,999 9.999.999|
S Prograni ©
... (Berigikan uratan Sagaran Program)
tndikator Kinerya Program :
- (Betisikan nraian Indikavr Kinerja Program)
o0k 9:999,999 9.999,999 9.999.999
2 vorereenenee (Betislican raian ndikstor Kinerja Kegiatan)
ydst
sooocac | Ot 1 i (Berisikan ursian Oufput Kegiatan) 99 sat: 9.999.999 ©:699.999 9.999.999)
[ndikator Oufrul
| PEE—— 99 sat:
(Bexisikan nraian ndikator Quipuf Kegiatan) 99'sat,
Fooex x| Cripul 2 ... (Betisikan uraian Oupuf Kegiatan) 99'sat, 91999999 9,999,999 9.999.999
Indikaror Cuput
) I 99 sat
{Berisikan uraian tadikator Guipuf Kegiatan] 99 sat:
9.999.999 9:999.299 9.999.999
99 sat;
99sat,
99 sat, 9:999.999 9:999.999 9:999.999
99 sat:
99sat,
Zoo aoxk| Culput 2 ... [Berisikan uraian Oufput Kegiatari) 99 sat; 9.999:999 97999:999 9.999,999)
Indilketor Cuipul
) S 99 sat,
2 rorenererees (Betislioan urdian ndikator Cupw Kegiavan) 99 sat.
(st
KPA'BITIN
Nama
NIP
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|
FENCANS KERIS ANGCARAN BENDAHARA LIMUM NEGARA
RINCTAN BELANJA SATUAN RERJA
TAHUN ANGGARAN 205
BACIAN ANCUARAN [e=53] .. [Benislkan nama Bagian Anggaran Kementenan /Lembaga beserta kodsnys)
PRABUN [Bac®ead] .. (Berisikan namenklaiur PP2 BUM beserta kodsnyal
KRA BUN /- SATUANKERJA fx] « (Berisikan nama unit KP4 BUN/Satuan Ketja bessria kodenyal
PROFINST s (] i o (Berisikan propinsi Satuan Kerja berada beserta kodsnya
LORAST 2% {Berisikan [okasi Satuan Kerja berada teserta kodenya)
Halanan
ALOWASI AIGEARAN T A, 005
PROGRAN /SASARSN PROGRAN /INDIKATOR KINER.J& i)
TR/
(1 (2l i {3 i (4l &l {61 [(n [ (8l
sxxxxae (Program = (Berisikan wralan nama Program| 0.999999| 18,999,099 9999999
Sasaran Program
(Berisikan uraian $asaran Program)
Indikalor Ringrja Progrant
[Berisikan urdian Indikator KinerjaPrograml
x| Kegiatan 1 [Berisikan uraian nama Kegiatan| '9/900/999|  '91go0 099 9/999.999
Indikatar Kinerja Kegiatan
D ... . (Bepisikar uraian Indlkator Kinerja Kegiatan|
st
RKA ¥R | DUt 1 [Berisilan uraian CugasKeglatan) 99'sal 0.999.999] 5/999.099 9'999.999
Sub t 1  [Berisikan uraian Sut 1) 0009906  0.808.999 0,699.999
Komponen 1 (Berisiian uraian [ | ugoogaos| 0ooIGds| 9989499
Jumlah Komponen .. (Uams/Pendulusg)
s Komponisn 2 (Bepisikan uraian Kampanen] 2900008 -99oo99m| 9099280
dst
w(Suboutps D (Berisilan uraian Sibatfpit] 0.999,999| :9:999/999 9999.999
Ldst
s | it 2 [(Berisikan uraian Oupur Kegiaian| 9% sar Dogagag| 90od ey 94899.999
x| Bubgugpus 1 |Bsnsikas urasan Suboumpu) Qmoageq g aod oag 9.424.6q9
gt 0,090 990 ©/099,999 9999,909
=xxx | [Keglatan 2 [(Berisilan uraian nama Keg 0,999/999| 8,999,999 9999999
..351 ] ‘9900/999|  '81g0g/0ag 9/999.999
20z
reme . [T 0] KPA BUN
RMP
RNF
FNER
8L
PLI Nainia
HLY MIP
PDN
HLN
FBS
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RENCANA KERJA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
TARGET PENDAFATAN SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 20xx
BAGIAN ANGGARAN e (Beristkan nama Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga beserta kadenya)
PPA BUN (o=xx) .. ... (Berisikan nomenklatur PPA BUN beserta kodenya)
KPABUN | SATUAN KER. (xx) ... (Berisikan nama-unit KPA BUN/Sawan Kerja heserta kodenya)
PROPINSI (%) doeinnnnen, (Betisikan propinsi Satuan Kerja berada beserta kodenya)
LOKAS] (67> I (Berisikan lokasi Satuan Kerja berada beserta kodenya)
KODE PENDAPATAN JUMLAH D0xx ALOKASI'TA 2050t
(1) ) €] (4
sooc x| Program . (Berisikan uralan aama Progeam| 9,999:999 9.999.999
xoxxx| Keglatan 9,999,999 9.999.999
PERPAJARAN 9:999.999 4.999 999
Uraiau akun pendapatan 9999 999 9.999.999
Uraian akun penidapatan 9.999.999 9,999.999
TNBE 9:999:999 4.999 999
Umum 9.999.999 9,999,999
Uraian akun pendapatan 9.999.999 9:999.999
Uraian akuti pendapatan 9.999.999 9:999.999
Trungsional 9.999,999 9999999
Uraian akun pendapatan 9.999.999 9.999.999
Uraian akun pendapatan 9.999.999 9:999.999
xxxx| Keglatan 9.999.999 9.999.999
s dst
TOTAL 20 KPA BUN
PERFAJAKAN
ENBP
1. Unmim
2. Fungsional Nama
NIP
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KERTAS KERUA SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN -KERJA
TAHUN ANGGARAN 20XX
A. PPABUN O000) (Berisikan A ur PPA BUN beserta kodenya)
B: KPA BUN [£53] .. (Berisikan Nama Unit KPA BUN baserta kodenya)
C. SATUAN KERJA {O0000X) = (Berisikan Nama Satuan Kerja beserta kodenya)
D, PROPINSI (xx), . (Berisikan Propinsi Satker berada beserta kodenya)
E. KABUPATEN/KOTA {0 = cu e (Berisikan fokasi Satker berada beserfa kodenya)
Halaman :
PROGRAM/ KEGIATAN/ . OUTPUTI ALOKSS|ANCGHRAN TAZTIX oy ::g;
KODE SUBOUTPUTI KOMRONEN/SUBKOMPONEN/ VOLUME ANGKA INISIATIF siicks | en: | i
AKLIN BELANJA/ BETIL BELANJA SATUAN DASAR BARL) o/
] (2) 3) “) ®) (8) @ | @
x| Program.., (Berisikan uraian name Program) 9609990 9ege.98| 9.999.80a |
Indikator Kinerja Utama Program ‘
1
2,
soux | Kegiatan T....... (Berisikan uraian nama Keg,) 9.999.899 9.999.989 9.999.999.
Indikator Kinerja Kegiatan
1.
2,
o0k xx | Quiput 1 .(Berisikan uraian Komponen Keg:) 99 sat.. 9.999.999 9:999.990. 9,899.999'
yooc | SubQutput 1 . (berisikan uraian SubOutpu) | " "slogs0ss| 9998093  9.898.609
woc | Komponen 1. (berisikan araian komporem) | | 9693603 9960969 ©.998.694,
Jumiah Komporien (Utama/Pendukung) | " gesabus| Gowsous| 609999
xx | Subkomp 1{berisikan arai: bkomp | 9,499 989 ©899.999 9.999.999
300006 | Urajan akun befanja 9.999.989 9.999:999 9.999.999
Deti| belanja
soootxk | Uraian akun befanja 9.999.999 9.999.999 9.999:999
dst.....
X% biomp 2(berisikan biomy | 9,499 989 ©899.999 9.999.999
Uraian akun befanja 9.999.989 9.999.999 9,999.999
dst.
¢ [ Ko " gdeses| vgsadey| 6998694
wox | Sl “agasass| geddasa|
JHNHK 99 sat, 9.899.998 | 9.989.998 9.999.994
Xsx " u999.999| 9999098  9.999:999
" 9999998| 9999693 9999988
04K 9.999.899 9.999.989 9.999.999,
Dst.... 9.999.989 9.999:999 9.999.999
PAGU T.A20XX
Angka Dasar Inisiatif Baru Jumlah
RM
RMP
FNBR
BLY
LN
HLN
PDN
HIN
PBS
TOTAL
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LAMPIRAN II1-4

KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE

KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA 20XX

PPA BUN

KPA BUN

Prograin

Hasil (Outcome)

Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan
Jenis Keluaran (Output)
Volume Keluaran (Output)

Satuan Ukur Keluaran
(Cutput)

A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum (10)

2. Gambaran Umum (11)

B. Penerima Manfaat (12)

o

1. Metode Pelaksanaan (13)

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan (14)
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran (19)

E. Biaya Yang Diperlukan (16)

Strategi Pencapaian Keluaran

Penanggung jawab Unit Perencana
T ]

rereenee (18)
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PETUNJUK PENGISIAN KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE:

No Uraiamn

(1) | Diisi nama unit selaku PPA BUN.

(2) | Diisi nama unit selaku KPA BUN.

(3) | Diisi nama program.

(4) | Diisi dengan hasil (outcome) yang akan dicapai dalam Program,

(5) | Diisi nama Kegiatan.

(6) | Diisi uraian indikator kinerja kegiatan.

(7) | Diisi nama/nomenklatur keluaran (output) secara spesifik.

(8) | Diisi jumlah /banyaknya kuantitas keluaran (output) yang dihasilkar.

(@) | Diisi uraian mengenai satuan ukur yang digunakan dalam rangka
pengukuran kuantitas keluaran (output) sesuai dengan
karakteristiknya.

(10) | Diisi dengan dasar hukum tugas fungsi dan/atau ketentuan yang
terkait langsung dengan keluaran (outpuf) kegiatan yang akan
dilaksanakan.

(11) | Diisi gambaran omum mengenai keluaran (outpuf) Kkegiatan dan
volumenya yang akan dilaksanakan dan dicapai.

(12) | Diisi dengan penerima manfaat baik internal dan/atan eksternal
kementerian negara/lembaga.

(18) | Diisi dengan cara pelaksanaan yang dapat berupa kontraktual atau
swakelola.

(14) | Diisi dengan kemponen/tahapan yang digunakan dalam pencapaian
keluaran kegiatan, termasuk jadwal waktu (time table) pelaksanaan dan
keterangan sifat komponen/tahapan tersebut termasuk biaya utama
atau biaya penunjang.

(19) | Diisi dengan kurun waktu pencapadian pelaksanaan.

(16) | Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan umtuk pencapaian
keluaran (output) dan penjelasan bahwa rincian biaya sesuai dengan
RAB terlampir.

(17) | Diisi dengan nama penanggung jawabh unit perencana.

(18

~—

Diisi dengan NIP penanggung jawab unit perencana.
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RINCIAN ANGGARAN BELANJA
KELUARAN (OUTFUT) KEGIATAN TA 20XX

PPA BUN
KPA BUN

Kegiatan

Keluaran (Outpnt

Veolume

Satuan Ukur
Alokasi Dana

2017, No.1775

LAMFPTRAN II1-5

Kode Uraian Subkeluaran Volume Jenis Komponen | Rmolan Perhitungan | Harge | Jumlah
(Sub-Outpa)/ Komponen/|Subketnaran Utame,/Pendulaung) T Satimn
Subkomponen/detil | (Sub-Outpui)
3 2 3 4 5 & 7
st ook | SubQutpur L 99 - - 999.999
e Komponen 1 Utama = 999.999
A Sub kompenen A - - - 990 9og
- Detil belana 1 = = 99 sat. x99'sar x| 99| 999 | 920099
Detil belanja 2 - - 00 sat. =00 =at. x| 00| 099 |099.0GY
dst
dst
B Sub kemponen B - - - 909.004
- dst
oot oo | Sub Output 2 g9 - - 993,999
Jax Koemponen 1 - Utama - | 999,999
A Sub kompaten A& = = = 995 994
Detll belanja 1 - - Q0 sar. x 90 sar =| 99 000 | 0999.009
Detil belanja 2 - - 99 sat, x99 sat. x| 99 499 | 9900999
- dst
- dst
B Sub kompaonen B - - - 920,999
dst
Penanggung jawaly Unit Perencana
....................... 8
NIP. cvvcssivaiaveser ]}
Keferangan:

Jumlah total alokasi anggaran keluaran (outpuf) sama dengan jumlah kesehiruhan
alokasi anggaran kelaaran (outputf) yang dilaksanakan oleh seluruh satker, untuk
keluaran (outpuf] yang sara.
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PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA

No Uraian

(1) | Diisi nama PPA BUN.

(2) | Diisi nama KPA BUN sebagai penanggung jawab/ pelaksana Kegiatan.

(3) | Diisi nama Kegiatan.

(4) | Diisi nama/uraian mengenai identitas dari setiap keluaran (output)
secara spesifik.

(9) | Diisi jumlah/banyaknya kuantitas keluaran (output) yang dihasilkan.

(6) | Diisi uraian mengenai satuan ukur yang digunakan dalam rangka
pengukuran kuantitas keluaran (output) sesuai dengan
karakteristiknya.

(7) | Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian
kehuaran (output).

(8) | Diisi dengan nama penanggung jawab unit perencana.

(9) | Diisi dengan NIP penanggung jawab unit perencana.

DATA DALAM TABEL

Kolom 1 | Kode Diisi kode subkeluaran (sub-output),
kompenen; sub kempenen.
Kolom 2 | Uraian Subkeluaran | Diisi uraian nama subkeluaran
(Sub-Output)/ (sub-output), komponen, sub komponen,
Komponen/ akun dan detil belanja.

Subkomponen/detil | Keterangan:
subkeluaran (sub-output) dan subkomponen
bersifat opsional.

Kolem 3 | Volume Subkeluaran| Diisi jumlali/banyaknya kuantitas
(Sub-Output) stibkeluaran (sub-output) yang dihasilkan.
Diisikan sebaris dengan uraian
subkelnaran (sub-output).
Keterangan:

jumlah total wvolume-volume subkeluaran
(sub-output) harus sama dengan jumlah
volume keluaran (outpui).

Kolom 4 | Jenis Komponen Diisi utama atau pendukumng.
(Utama/Pendukung) | Diisikan sebaris dengan uraian komponen,
vang menvatakan bahwa = komponen
tersebut sebagai komponen utama atau
kompenen pendukung,
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Kolom S | Rincian Perhitungan | Diisi formula perhitungan satuan-satuan

pendanaan.
Diisikan sebaris dengan wuraian detil
Contoh:

2 org x 2 hari x 2 frekuensi
jumlah perhitungan tesebut diisikan pada
sub kolom 5 (jumlah) sebesar 8.

Kolom 6 | Harga Satuan Diisi ~ nominal harga satuan  yang
berpedoman pada Standar Biaya Masukan.
Diisikan sebaris dengan uraian detil belanja.
Keterangan:

dalam hal biaya satuan ukur tidak terdapat
dalam Standar Biaya Masukan dapat
menggunakan data dukung lainnya yang
dapat dipertanggungjawabkan.

Kolom 7 | Jumlah Diisi nominal hasil-hasil perhitiingan pada
tingkat detil belanja, sub komponen,
kempenen, subkeluaran (sub-output).
Keterangan:

jumilah  total alokasi anggaran sub-
subkeluaran (sub-sub-outpuf) harms sama
dengan jumlah ftotal anggaran pada
keluaran (output).
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KEMENTER AN KEUANGAN REPUBLIK INDONES(A
DIREKTORAT JENDERAL ANGEARAN

L)

TAHUN ANGGARAN 20XX

PPA BUN 8
PROGRAM
PAGU PROGRAM ;

Alokasi anggaran tersebut, dirinci menurut lokasi sebagai berikut ;

DAFTAR RINCIAN PAGU ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

(Ribuan Rupiah)
KPAEUN TOTAL PAGU SUMEER DANA JUMLAR
Am PREFBLU FONRHLR
1 ] 3 4 5 @
ko NAMAKRABUN 99999'999.999.93) | 99:399.999.99% | 99,399999.909 | 93.999.90399% | 99.990.999.995.989
a NAMAKPABLIN W99 843N0y | BUSHYSITwy | WU OYDuONNNY | WAGSRUGGNON | DUESS 4RO 0NYGSR
koo NAMA KPR ELIN M99 WY IYRY | GHIMIATDY | 99 BOIENLNY | FUSIUAFRGEN | 9699 AAGINGEY
o MAMA KPA BUN 90995.599.003955 | 30040.952.99¢ | 59093990404 | 9903990500y | 37493 939.95403Y
e HAMAKPABUN 99992999 893986 | 9909 PSGI9Y | 99.89999¢55Y | 99989899959 | 3999999555 999
ko NAMAKRABUN 99999'999,.895.990 | 99:999.999.99% | 99,999999.909 | 99.999.90399% | 99.996.999.999.999
a NAMAKPAELIN W93 843N0y | BUSHY.SITwy | WU OYDuOWNNY | WAGSRUGGNON | DUESS 4RO OuYGSR
koo NAMA KPR ELIN M99 W IILTEY | GUIIIRNING | 99 HOSSEUSVY | JNNBGARGEY | 9999V AGASTNGEY
o MAMAKPABUN 9909900390509 | 92.308050390 | 99 d0hodosSy | I99R0B9595Y | 99530985050980
@ NAMAKPABIN 19304.999.99995% | 49989352900 | 39090930380 | 9949098395% | 59499 9Ru3094%0
o WAMA KA ELIN 99932599 899585 | 99993889900 | 99,899989'98U | 93989942969 | 99999995995 989
e NAIMAKPABIN 920099093903 | %0.999.995 sy | 99093903900 | 93999499909 | 30.999.989.303.993
e NAMAKPAEIN 000N COU NN | U GUMEOONNG | DO GODGOROW) | R6GH0R0GU | G99 GG 99000683
wor NAMA KPABLIN GeEGSS BURGHY | SR ABMESHENS | SHSNOWENIGY | JACADRARGNY | B 98 VBHEERR
o NAMAKPABIN 1304999999955 | 49989.35R90% | 39099930380 | 9949098595% | 59499 9Ru349/4%0
o NAMA KBS ELIN 99932599 899580 | 99993889900 | 99,899989'98U | 93999942909 | 99999995995 989
%o HalA KRABIN 99299 09.095.909 | 90,999,095 %0% | 9093969900 | 93.0890999%9 | 90.999.999.998.993
e NAMAKPAEIN 000N COU NN | U GUWWOONNG | DU GODOROW) | O6GH RGN | G96GU 990 9U68Y

Direktur Jenideral/Kepala Badan selaku
Pemiimpin PPA BUN

R T R O TR ER T TR e O TRy T
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LAMPIRAN 0I-7

LOGO (1) KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

UNIT ESELON T .ot ivivmirnrene e vemsvnsoe srmrsnarannse seesoase (2) KOP PPA BUN
P28 E=1 1 4= 1 (3)
Nomor 18- / /20XX (tariggal-bulan) 20XX
Sifat 1 Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal » Usulan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara

Yth Direktur Jenderal Anggaran
di
Jakarta

Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor
...... JEKMEK.02/20xx tentang Pagli Anggaran Bendahara Umum Negara, dengan
ini disampaikan Rencana Dana Pengeluaran/Alokasi Anggaran/Pagu APBN-P *)
Bendahara Umum Negara (RDP BUN) Bagian Anggaraml..............(4), dengan
penjelasan sebagai berikut:

1. RDP BUN telah disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan
penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umuwm negara,
dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara wmum
negara.

2.  RDP BUN beserta dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah disusun
dengan lengkap dan benar, direvia Aparat Perigawasan Intern Pemerintah
Kementerian Negara/Lembaga (APIP K/L), disimpan oleh Satuan Kerja dan
Unit Eselon [, serta siap untuk diaudit sewakiu-waktit.

Sebagai kelengkapan dokumen, dengan ini dilampirkan deokunien
penelaahan berupa:

a. RKA BUN;

b. ADK RKA-K/L DIPA; dan

c. Daftar Rincian Pagn Anggaran BUN.

Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jdenderal/Kepala Badan
yang ditunjuk

4 Coret yang tidak perlu
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT USULAN RDP BUN
NO URAIAN

(1) | Diisi logo Kementerian Keuangan RI

(2) | Diisi PPA BUN pengusul RKA BUN,

(3) | Diisi alamat PPA BUN,

(4) | Diisi nomenklatur BA BUN.

(8) | Diisi nama Direktur Jenderal/Kepala Badan selaku Pemimpin PPA BUN
di lingkungan Kementerian Keuangan.

(6) | Diisi NIP/NRP Direktur Jenderal/Kepala Badan selaku Peniimpin PPA
BUN di lingkungan Kementerian Keuargan.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI
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LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 193/PMK.02/2017

TENTANG

TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN
ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA
UMUM NEGARA, DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

PEDOMAN REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BENDAHARA UMUM NEGARA OLEH APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran
BUN, RKA BUN yang telah disusun oleh KPA BUN diserahkan kepada
APIP K/L untuk direviu. Pedoman reviu RKA BUN olelh Menteri Keuangan
selaku BUN nntuk memberikan panduan bagi APIP K/L untuk melakukan
reviu, sebagai berikut:
1. Definisi Reviu RIKA BLIN
Revin RKA BUN adalah penelaahan atas perencanaan penganggaran
BUN oleh APIP K/L untuk memberikan keyakinan terbatas (limited
assurance) baliwa perencanaan penganggaran BUN telah disusun
sesunai dengan ketentuan penganggaran yang berlaku.
Apabila RKA BUN dalam pelaksanaannya digeser ke subbagian
anggaran yang lain, maka reviu RKA BUN hanya dilakukan pada
penetapan awal atau dengan kata lain reviu hanya dilakukan sekali.
2.  Tujuan dan Sasaran Revin RKA BUN
Tujuan reviu RKA BUN adalah untuk memberikan Kkeyakinan
terbatas (limited assurance) mengenai keandalan dan keabsahan RKA
BUN sesuai dengan ketentuan penganggaran yang berlaku kepada
Menteri Keuangan selaku BUN, melalui verifikasi atas kelengkapan
dan kesesuaian RKA BUN dengan dokumen pendukung, yang
disusun oleh KPA BUN sebelum disampaikan kepada PPA BUN untuk
digunakan sebagai dasar penyusunan RDP BUN yang akan
digunakan sebagai bahan penelaahan bersama antara PPA BUN

dengan Direktorat Jenderal Anggaran.
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Untuk mencapai tujuan tersebut, apabila pereviu menemukan
kesalahan dalami  penyusunan RKA  BUN, maka pereviu
bersama-sama dengan KPA BUN harus segera melakukan perbaikan
atas kesalahan tersebut.
Sasaran reviu RKA BUN oleh APIP K/L adalali dokumen perencanaan
keuangan berupa RKA BUN dan data pendukung yang telah disusun
oleh KPA BUN herdasarkan RKP, Pagu Anggaran BUN, dan Alokasi
Anggaran BUN.
Dengan demikian, secara garis besar dapat dikatakan bahwa adanya
keterlibatan APIP K/L dalam merevin RKA BUN adalah untuk
meningkatkan Kkualitas perencanaan dan menjamin  kepatuhan
terhadap ketentuan penganggaran sebagai quality assurance atas
anggaran BUN.
Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat
sebagaimana dalam audit, karena reviu tidak mencakup pengujian
atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian
atas akurasi perhitungan, inspeksi, observasi, konfirmasi dan
prosedur tertentu yang dilaksanakan dalam suatu audit.

3. Ruang Lingkup dan Waktu Pelaksanaan Reviu RKA BUN
Ruang lingkup reviu RKA BUN oleh APIP K/L adalah dokumen
RKA BUN beserta dokumen pendukung sebelum disampaikan oleh
KPA BUN kepada PPA BUN.
Reviu RKA BUN hanya dilakukan terhadap réncana pengeluiaran
anggaran BUN (belanja non-K/L, transfer ke daeraly dan dana desa,
dan pembiayaan dalam dan luar negeri) yang diajukan oleh KPA BUN.
Reviu RKA BUN oleh APIP K/L dilaksanakan terhadap RKA BUN
setelah  ditetapkannya Pagu Anggaran BUN dan terhadap
penyesuaian RKA BUN setelah Undang-Undang mengenai APBN
ditetapkani atau Alokasi Anggaran BUN. Reviu APIP K/L juga
dilakukan terhadap RKA BUN APBN-Perubahan.
Pada prinsipnya, pelaksanaan reviu RKA BUN oleh APIP K/L tidak
menambah loyer proses perencanaan dan penganggaran BA BUN.
Untuk itu, reviu RKA BUN dilaksanakan secara paralel bersamaan
dengan proses penyusunan RKA BUN sebelum disampaikan oleh
KPA BUN kepada PPA BUN. Hal ini perlu dilakukan agar pelaksanaan
reviu RKA BUN dapat herjalan dengan efisien dan efektif mengingat
keterbatasan waktu penyampaian RKA BUN dari KPA BUN kepada
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PPA BUN dan dari PPA BUN kepada Kementerian Keuangan c.q.

Direktorat Jenderal Anggaran.

APIP K/L tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen terhadap

kebijakan yang ditetapkan dalam proses penganggaran dan

kebenaran nilai anggaran yang diusulkan karena hal tersebut tetap
menjadi tanggung jawab manajenien.

Referensi Peraturan Pelaksanaan Revin RKA BUN

Referensi peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan reviu

RKA BUN adalaly peraturan-peraturan yang terkait -dengan

pengelolaan Kenangan Negara, khususnya perencanaan dan

penganggaran, antara lain meliputi:

a. Undang-Undang Nomeor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara,

¢. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuiangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

d. Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

¢. Undang-Undang Nomor 6 Taluin 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;

g. Peraturan Pemerintali Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh
Pemerintal;

h. Perataran Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Angaran Kementerian
Negara /Lembaga;

i.  Peraturan Pemerintalh Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah,

j-  Peraturan Menteri Keunangan Nomor 2 14/PMK.05/2013 tentang
Bagan Akun Standar beserta peraturan pelaksanaanmnya;

k: Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan;

1. Perataran perundang-undangan lainnya sesuai dengan dasar
hukum  penyusunan RKA BUN untuk masing-masing

BA BUN.
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SJ'I

Obyektivitas dan Kompetensi Tim Reviu RKA BUN

Reviu RKA BUN dilaksanakan oleh auditor APIP K/L yang kompeten
dan tergabung dalam Tim Reviu RKA BUN dari masing-masing APIP
K/L. Tim Reviu RKA BUN harus obyektif dalam melaksanakan
kegiatan reviu. Prinsip obyektivitas mensyaratkan agar Tim Reviu
RKA BUN melaksanakan rteviu -dengan jujur dan tidak
mengkompromikan kualitas RKA BUN yang direviu. Tim Reviu
RKA BUN harus membuat penilaian seimbang atas semua situasi
yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atan
orang lain dalam mengambil keputusan.

Untuk mendukung dan menjamin efektivitas reviu atas RKA BUN,
perlu dipertimbangkan kompetensi Tim Reviu RKA BUN yang akan
ditugaskan. Sesuai dengan tujuan reviu RKA BUN, Tim Reviu
RKA BUN secara kolektif seharusnya memenuhi kompetensi sebagai
berikut:

a. memahami Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b, memahami tata cara penyusunan RKA BUN/RDF BUN,

c. memaliami bagan akun standar;

d. memahami proses bisnis atau tugas dan fungsi vunit yang diteliti;
¢. menguasai teknik komunikasi; dan

f.  memiliki kemampuan analytical review.

B. Tata Cara Reviu RKA BUN
Pedoman pelaksanaan revinh RKA BUN ini dimaksudkan sebagai
acuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil revin
RKA BUN. Pedoman pelaksanaan reviu RKA BUN ini menguraikan
kegiatan yang perlu dilakukan pada tiap tahapan reviu RIKA BUN,
termasuk di dalamnya prosedur reviu RKA BUN yang berisi serangkaian
langkah/program yang akan dilaksaniakan oleh APIP K/L dalam mereviu

dokumen perencanaan penganggaran BUN.

1. Tahapamn Reviu RKA BUN
Dalam melakukan reviu RKA BUN, terdapat 3 (tiga) tahapan reviu,
yaitu:
a. tahap perencanaan;
b: tahap pelaksanaan; dan
¢. tahap pelaporan.
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Tahap perencanaan meliputi kegiatan wntuk memilih dan
menentukan objek reviu, miembuat usulan pemuigasan reviu, dan
menyusun Program Kerja Revil.
Tahap pelaksanaan mencakup kegiatan penelaahan dokumen
perencanaan keuangan.
Tahap pelaporan mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil
Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR).
2. 'Tahap Perencanaan Reviu RKA BUN
a. Ruang Lingkup Reviu RKA BUN meliputis
1) kesesuaian nilai RKA BUN dengan Pagu Anggaran BUN,
Alokasi Anggaran BUN, dan Pagu APBN-Perubahan BUN;
dan
2) kelengkapan dokumen pendukung RKA BUN antara lain
dasar hukum penganggaran, TOR, RAB, dan/atau dokumen
pendukung lainnya vang relevan dan dapat
dipertanggungjawabkan.
b. Persiapan Reviu RKA BUN oleh APIP K/L antara lain sebagai
berikut:
1) APIP K/L mengumpulkan dan mempelajari instrumen
kriteria yang akan digunakan dalam melakukan reviu
RKA BUN antara lain dokumen RKP, kebijakan Pemerintah,
peraturan dan ketentuan yang terkait dengan penyusunan
RKA BUN, serta peratiiran terkait dengan tugas dan fungsi
K/Lg
2) APIP K/L menyusun Program Kerja Reviu RKA BUN untuk
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pada saat reviu
RKA BUN. Program Kerja Reviu harus memperhatikan
ruang lingkup reviu;
3) APIP K/L menyusun jadwal reviu RKA BUN; dan
4 APIP K/L Dberkoordinasi dengan KPA BUN untuk
mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan
penyusunan RKA BUN. Melalui koordinasi tersebut
diharapkan dapat dihasilkan pelaksanaan reviu yang
efektif.
3. Tahap Pelaksanaan Reviu RKA BUN
a. APIP K/L menerima dokumen-dekumen wuntuk direviu yang

meliputi:
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1) dekumen penunjukan sebagai KPA BUN;

2) surat pengantar yang ditandatangani oleh KPA BUN;

3) RKA BUN;

4) TOR/RAB;

5) Kertas Kerja RKA BUN; dan

6) dokumien pendukung lainnya yang relevan dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Dokumen RKA BUN beserta dokumen pendukung untuk

masing-masing BA BUN berbeda substansinya sesuai dengan

karakteristik masing-masing. Perbedaan tersebut juga berkaitan
dengan stakeholder yang terkait dalam proses perencanaan

BA BUN yang berbeda untok masing-masing BA BUN,

baik internal Kementerian Keuangan maupun cksternal

Kementerian Keuangan, termasuk DPR.

Tetapi secara umum, dokumen yang digunakan dalam proses

perencanaan BA BUN adalah sebagai berikut:

1) notulensi rapat pembahasan dan surat usulan kebutuhan
anggaran masing-masing unit teknis terkait penyusunan
awal [ndikasi Kebutithan Dana BUN;

2) surat pengajlian rencana penggunaan dana yang
dilampirkan dengan dasar perhitungan angka disampaikan
oleh unit teknis kepada KPA BUN;

3) surat usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN dan
lampirannya dari KPA BUN ke PPA BUN;

4) hasil assesment atas usulan Indikasi Kebutuhan Dana
BUN;

5) Indikasi Kebutuhan Dana BUN;

3

penetapan Pagu Anggaran BUN melalui Surat Edaran
Menteri Keuangan,
7) RKA BUN dan kertas kerja perhitungan;
8) Alokasi Anggaran BUN melalui Surat BEdaran Menteri
Keuangan; dan
9) Hasil Rapat pembahasan RUU APBN dengan Badan
Anggaran DPR.
b. Pelaksanaan Program Kerja Reviu RKA BUN
Reviu RKA BUN dilaksanakan sesuai dengan program kerja reviu

RKA BUN yang telah ditentukan pada tahap perencanaan.
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Pelaksanaan reviu RKA BUN dikcordinasikan dengan unit
penyusun RKA BUN. Fengembangan prosedur revit RKA BUN
dapat dilakukan oleh Timi Reviu RKA BUN. Hasil pelaksanaan
prosedur reviu dituangkan dalam kertas kerja dan dilakukan
reviu secara Dberjenjang oleh Ketua Tim Reviu RKA BUN,
Pengendali Teknis, dan Pengendali Mutu.

Langkah  minimal yang dapat dikembangkan dalam
Program Kerja Reviu untuk masing-masing BA BUN adalah
sebagai berikut:

1) Dapatkan dokumen yang diperlukan yaitu:

a) dasar hukum BA BUN (disesuaikan dengan masing-
masing BA BUN);

b) dokumen perencanaan anggaran BA BUN (disesuaikan
dengan masing-masing BA BUN);

¢) RKA BUN;

d) kertas kerja perhitungan RKA BUN;

¢) dokumen-dokumen lainnya vang dibutubkan dalam
pelaksanaan reviu, antara lain KAK/RAB yang
ditandatangani oleli KPA BUN;

) RKA BUN sctelah penyesuaian/pembahasan dengan
DPR;

g) kesimpulan rapat pembahasan anggaran BUN dengan
DPR tentang Undang-Undang mengenai APBN/APBN-
Perubahan berupa:

(1) surat penyampaian Informasi APBN/APBN-
Perubahan Hasil Sidang Paripurna DPR dari
PPA BUN ke KPA BUN.

(2) Surat Edaran Menteri Keunangan tentang Alokasi
Anggaran BA BUN.

(3) Lakukan pengujian atas kesesuaian total Pagu
Anggaran BUN/APBN-Perubahan BUN dan
kelengkapan data dukung RKA BUN.

Tujuarn:

a) untuk menguji kesesuaian total pagn dalam RKA BUN
yang diajukan oleh KPA BUN dengan penetapan Pagu
Anggaran BUN/ Alokasi Anggaran BUN/Pagu APBN-
Perubahan BUN; dan
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h) untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA BUN
dan kesésuaian antara data pendiikung dengan RKA
BUN.

Langkah kerja:

a) pastikan total pagu dalam RKA BUN telah sesuai atau
tidak mielebihi Pagu Anggaran BUN/Alokasi Anggaran
BUN/Pagu  APBN-Perubahan BUN yang telah
ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

b) pastikan RKA BUN telah didukung dengan usulan
alokasi anggaran per unit teknis, hasil rapat
pembahasan KPA BUN dengan unit teknis, KAK/RAB,
kertas kerja perhitungan dan data dukung lainnoya
yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan,;

¢) pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN sesuai
dengan dokumen pendukung;

d) pastikan perhifungan dalam kertas kerja perhitungan
RKA BUN telah sesuai dengan strategi pembiayaan
tahunan dan strategi pengelolaan ntang negara;

e) pastikan RKA BUN telah disesuaikan dengan format
yang ditentukan; dan

f) tuangkan dalam kertas kerja dan buat kesimpulan.

2) Lakukan pengujian atas kesesuaian total Pagu Anggaran
BUN/Alokasi Anggaran BUN/Pagu APBN-Perubahan BUN
dan kelengkapan data dukung RKA BUN Penyesuaian.
Tujuan:

a) untuk menguji kesesuaian total pagu RKA BUN
Penyesuaian dengan hasil kesepakatan dengan Badan
Anggaran DPR dan Surat Edaran Menteri Keuangan
tentang penetapan Alokasi Anggaran BUN/Pagu APBN-
Perubahan BUN; dan

b) untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA BUN
Penyesuaian dan kesesuaian antara data pendukung
dengan RKA BUN Penyesuaian.

Langkah kerja:

a) pastikan kesesuaian nilai antara RKA BUN
Penyesuaian dengan hasil pembahasan yang telah

mendapat persetiijuan DPR dan dan Surat Edaran
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Menteri Keuangan tentang penetapan  Alokasi
Anggaran BUN;

b) pastikan RKA BUN Penyesuaian telah didukung
dengan usulan alokasi anggaran per unit teknis, hasil
rapat pembahasan KPA BUN dengan unit teknis,
KAK/RAB, kertas kerja perhitungan dan data dukung
lainnya yang relevan dan dapat
dipertanggungjawabkan;

c¢) pastikan nilai yang tercantum dalam TRKA BUN
Penyesuaian sesuai dengan dokumen pendukung;

d) pastikan perhitungan dalam kertas kerja perhitungan
RKA BUN Penyesnaian telah sesuai dengan strategi
pembiayaan tahunan dan strategi pengelolaan utang
negara,

€) pastikan RKA BUN Penyesuaian telah disesuaikan
dengan format yang ditentukan; dan

f) tuangkan dalam Kertas Kerja dan buat kesimpulan,

Lakukan  pengujian atas kesesuaian total Pagu

APBN-Perubahan BUN dan kelengkapan data dukung

RKA BUN Penyesuaiar.

Tujuan :

a) untuk menguji kesesuaian total pagu RKA BUN
FPenyesuaian dengan hasil kesepakatan dengan Badan
Anggaran DPR dan Surat Edaran Meuteri Keuangan
tentang penetapan Alokasi Anggaran BUN/Pagu APBN-
Perubahari BUN; dan

bh) untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA BUN
Penyesuaian dan kesesuaian antara data pendukung
dengan RKA BUN Penyesuaian,

Langkal kerja:

a) pastikan kesesuaian nilai antara RKA BUN
Penyesuaian dengan hasil pembahasan yang telah
mendapat persetujuan DPR dan dan Surat Edaran
Menteri Keuangan tentang penetapan Alokasi
Anggaran BUN/Pagu APBN-Perubahan;

bh) pastikar RKA BUN Penyesuaian telah didukung

dengan usulan alokasi anggaran per unit teknis, hasil
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rapat pembahasan KPA BUN dengan unit teknis,
KAK/RAB, kertas kerja perhitungan dan data dukung
lainnya yang relevan dan dapat
dipertanggungjawabkani;

¢) pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN
Penyesuaian sesuai dengan dokumen pendukung;

d) pastikan perhitungan dalam kertas kerja perhitungan
RKA BUN Penyesuaian telalih sesuai dengan strategi
pembiayaan tahonan dan strategi pengelolaan utang
negara;

¢) pastikan RKA BUN Penyesuaian telah disesuaikan
dengan format yang ditentukan; dan

fy tuangkan dalam Kertas Kerja dan buat kesimpulan.

4)  Tahap Pelaporan Hasil Reviu RKA BUN
Pelaporan  hasil reviu REKA BUN pada intinya
mengungkapkan tujuan dan alasan pelaksanaan reviu,
prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan yang ditemui,
langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yvang
telah dilakukan, dan saran perbaikan yang belum atau
tidak dilaksanakan. Pelaporan dittangkan dalam bentik

CHR dan LHR. Tim Pereviu RKA BUN harus

mendokumentasikan selurull Kertas Kerja Reviu (KKR)

dengan baik dan aman.

Laporan Hasil Reviu RKA BUN ditandatangani oleh Pejabat

APIP K/L yang setingkat dengan KPA. Misalnya, jika KPA

adalah pejabat eselon [ maka pejabat APIP K/L yang

menandatangani adalah pejabat eselon I APIP K/L yang
bertanggung jawab terhadap hasil reviu tersebut.

Laporan Hasil Reviu tersebut disampaikan kepada KPA BUN

dan dapat disampaikan kepada PPA BUN dan Direktorat

Jenderal Anggaran selaku penelaah anggaran BUN sebagai

bahan pertimbangan dalam proses perencanaan anggaran

BUN.

Tindak lanjut hasil reviu dilaksanakan oleh KPA BUN

berupa penyusunan kembali RKA BUN beserta dokumen

pendukungnya sesuai dengan hasil reviu atas RKA BUN.
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C. Format Surat Tugas RKA BUN
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LOGO (1)  KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA .....(2) §
APTP B/ Livveviasceverraie s (3) | KOP Kementerian
Alamak ... REEERed BRIV SRS so—y ) Negara/Lembaga
SURAT TUGAS
NOMOL: o iviainiisinimsiniiviine davieie (3)

Dalam rangka Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan

Inspektorat Jenderal Kementerian Negara/Lembaga -icismiciiinne.. (6] Tahun
QOXX; - siriinninn e i i - ceeneno7) mMenugaskan:
No. Nama Peran
....................................... ©®) .
L | NI osccseeesessesseeens ) Tengrmshall. i
: P (10) N . -
2| NIP oreosemeseeeemsmssosemsree (11) Fengsndell. Toomk
........................... (12) .
B | NIP woorrecoeescsmseeesesssssssnenes (13) Kbsa. Hm
....................................... (14) —
] NIP coniessesenne (13) Anggeta, Tim
dst. Anggota Tim

untuk melaksanakan Reviu Rencana Kerja Anggaran Bendahara Umum Negara (RKA
BUN) Tahun - Anggaran 20XX pada:

Mo cossmsesassssossrsamsosassssossnea et e (16);
2. (17

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Jakarta selama ..... (18) hari kerja mulai
tanggal ... (19) s.d. so.e. (20) 20XX, di bawah tanggung jawab e - (21)

Segala biaya vang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Surat Tugas ini
menjadi beban anggaran Inspektorat Jenderal /APIP K/L.

Demikian untuk dilaksanakan dan segera melaporkan hasil pelaksanaan tugas
secara tertulls.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal .ciiemieiisiinii. (22) 20XX
Inspektur Jenderal
ftd]
........................................ (23)
Tembmsan:
1 L.

2. [ast.|

KETERANGAN PENGISIAN SURAT TUGAS REVIU RKA BUN
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NO URAIAN
1. | Diisi logo K/L.
2. | Diisi nomenklatur K/L.
3. | Diisi nomenklatur APIP K/L.
4. | Diisi alamat APIP K/L.
S. | Diisi nomor surat tugas.
6. | Diisi nomenklatur K/L,
7. | Diisi nomenklatur pejabat yang memberikan penugasan.
8. | Diisi nama pejabat yang berperan sebagai pengendali mutu.
9. | Diisi NIP pejabat yang berperan sebagai pengendali mutu.
10. | Diisi nama pejabat yang berperan sebagai pengendali teknis.
11. | Diisi NIP pejabat yang berperan sebagai pengendali teknis.
12. | Diisi nama pegawai yang berperan sebagai ketua tim.
13. | Diisi NIP pegawai yang berperan sebagai ketua tim.
14, | Diisi nama pegawai yang berperan sebagai anggota tim.
15. | Diisi NIP pegawai yang berperan sebagai anggota tim.
16. | Diisi unit penyusun RKA BUN yang direviu.
17. | Diisi unit penyusun RKA BUN yang direviu.
18. | Diisi jumlah hari penugasan.
19. | Diisi tanggal mulai penugasan.
20. | Diisi tanggal akhir penugasan.
21 Diisi mnomenklatur pejabat yang bertanggung jawab terhadap
penugasan terkait.
22. | Diisi tanggal dan hulan surat tugas ditetapkan.
23. | Diisi nama pejabat yang memberikan penugasan.
24. | Diisi NIP pejabat yang memberikan penugasan.
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D. Format Catatan Hasil Reviu RKA BUN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ..ot cvins eves ves oo (1)

CATATAN HASIL REVIU
ATAS RKA BUN w1 oot seeens onea e @3)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ©..v.oveeeeeens esns crens s mren e )
UNTUK TAHUN ANGGARAN 20XX

Kementerian Negara/Lembaga ........ (5) |Disusun oleh/ veveneraenen (T)
APIP i vivon s i s o ek s s s — (6) |Tanggal
Diteliti oleh/ | 8)
Tanggal
Disetujui olehy/ | ©)
Tanggal

Uraian Catatan Hasil Reviu

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal
Kementerian Negara/Lembaga ........ccooveeeivnneneinaenenn (10) Nomor .............
(11) tamggal ...ocooveevnevenne. (12) 20XX untuk melaksanakan reviu atas REKA
1511\ Ee— SRCU—— (13) Kementerian Negara/Lembaga
..................................... (14) TA 20XX, bersama ini kami sampaikan catatan
hasil reviu sebagai Derikut:

1.  Pagu Anggaran BUN TA 20XX pada KPA ..o (15) adalaly

sebesar RpXXX, terdiri atas:

a.
b. e (16) (jika ada rincian)
c. dst

2. Berdasarkan Pagu Anggaran BUN, KPA mengusulkan nilai anggaran
sebesar RpXX, yang terdiri atas:

- O,
b. i (17) (jika ada rincian)
c. dst

Dari hasil reviu yang telah dilakukan oleh APIP K/L ..v.ooovnnevenieiinve i, (18)
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dapat disampaikan :
1. Kesesuaian nilai RKA BUN dengan Pagu Anggaran BUN (untuk reviu RKA
BUN)

Kesimpulan:
Berdasarkan hasil reviu, nilai anggaran yang diusulkan pada RKA BUN
[telah sesuai/tidak sesnai] dengan Pagu Anggaran BUN.

2. [Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Pendukung terhadap RKA BUN

Kesimpulan:
Berdasarkan hasil reviu, dokumen pendukung (telah/belum) lengkap dan
{telah/belum) sesuai dengan RKA BUN.

Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Disetujui

.................................................................................................................. (21)
Rekomendasi
.............................................................................................................. (22)
Rencana Tindak Lanjut

(23)
o (24) 20XX
Kuasa Pengguna Anggaran Pengendali Teknis
.................................... (25) ot Vimeis Vs 1 szt timedis v 1 (Do)
NIP ovriivecieeevcre coenvaee (26) INIP v vame e saren e e (28)
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KETERANGAN PENGISIAN CATATAN HASIL REVIU RKA BUN

NO URAIAN
1. Diisi nomenklatur K/ L.
2. Diisi nomenklatur APIP.
3. Diisi nama bagian anggaran BUN yang direviut,
4. Diisi nomenklatur K/L.
3 Diisi nomenklatur K/L.
6. Diisi nomenklatur APIP.
Diisi nama singkat anggota tim yang menyusun CHR dan tanggal
& penyusunarn.
Diisi mama singkat ketua tim yang meneliti CHR dan tanggal
8 penelitian.,
5 Diisi nama singkat pengendali teknis yang menyetujui CHR damn

tanggal persetujuan.
10. | Diisi nomenklatur K/L.

11. | Diisi nomor surat tugas.

12. | Diisi tanggal surat tugas ditetapkan.

13. | Diisi nauna anggaran BUN yang direviu.
14. | Diisi nomenklatur K/L.

15. | Diisi nilai pagu dana pengeluaran.

16. | Diisi rincian belanja berdasarkan pagu dana pengeluaran.

17. | Diisi rincian nilai anggaran yang diusulkan.

18. | Diisi nomenklatur K/L.

19, | Diisi uraian tentang kesesuaian Fagu Anggaran BUN dengan RKA
BUN.

20. | Diisi uraian tentang kelengkapan dan kesesuaian dokumen
pendukung dengan RKA BUN.
21. | Diisi uraian hal-hal yang belum dikoreksi/diperbaiki atau yang tidak |

disetujui.
22. | Diisi uraian rekomendasi yang diusulkan oleh Tim Reviu RKA BUN

atas hal-hal yang dianggap tidak sesuai berdasarkan reviu yang
telah dilakukan.
23. | Diisi rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh KPA terhadap |

rekomendasi yang diberikan.,

24. | Diisi tanggal dan bulan CHR disetujui bersama.
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25. | Diisi nama KPA BUN yang direviu.

26. | Diisi NIP KPA BUN yang direviu.

27. | Diisi nama Pengendali Teknis dalam penugasan.
28. | Diisi NIP Pengendali Teknis dalam peniugasarn.

E. Format Laporan Hasil Reviu RKA BUN

LOGO APIP K/L

[NAMA K/L)
[NAMA APIP]|

LAPORAN HASIL REVIU
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
[ seeee. NAMA K/LJ (1)
TAHUN ANGGARAN 20XX

TANGGAL: [ooosoorccrrn] S 12
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DAFTAR I8I1
Halaman
Ringkasan Eksekutif (paragraf ...(3) — ..(4) «oovoiiiim i, | (9)]
Dasar Hukum (paragraf :«.(3) = () cvoeoorii i v i s v |- (B)]
Tujuan Reviu (paragraf ...(3)— .. (4]« iiiei i i e s [ ()]
Ruang Lingkup Reviu (paragraf ...(3)= ..(4) ccovvviiiiiimin i [ ()]
Metodologi REVIU (DATAGIAS +.(3) — o (B)) +oroeorsoreeersosres coeevss e eereesrsn s [-.. 3]

Gambaran Umum (paragraf ... (3] — «.o(F)) «rveeremmereeesiiiioe s eirs i reeeevveer
Uraian Hasil Revit (paragraf ... (3) = ..(F oo oo i oo s e

[ (5]
[--. (5)]
APTESIAST (DATAGEAS .. (3) = . oA vscs vincsvns vinics ssivs i sids s s oo s v s svs diada syas i G
|
[
|

Rencana Tindak Lanjut (paragraf ...(3) — ..a(A) . eeves v sievesies siai ssicavins s < (3)]
Hal-hal Lain Yang Perln Dinngkapan (paragraf -.(3) — -.o(F) - coovcovicnniie s ... (9)]
Lampiran (paragraf ...(3) — ...fF)) o i i i s e o w0 ()]
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LAPORAN HASIL REVIU
RKA BUN (namia bagian anggaran)
TAHUN ANGGARAN 20XX

RINGKASAN EKSEKUTIF [Berisi Ringkasan Umum Laporan Hasil Reviu]

1. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara (RKA BUN) adalah
....... (sesuai dengan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7).
Siklus penyusunan RIKA BUN dimulai dengan penetapan arah kebijakan
dan prioritas pembangunan nasional oleh Presiden, yvang selanjutnya akan
menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah  (RKP). Selanjutnya Menteri Keuangan menetapkan
Pagu Anggaran BUN uantuk dijadikan dasar penyusunan RKA BUN oleh
PPA BUN dan KPA BUN.

2. [Nama APIP K/L] telah melakukan reviu RKA BUN [Nama bagian anggaran
BUN| Tahun Anggaran 20XX dari tanggal ..... s.d ... 20XX, dengan hasil
sebagai berikut:

B e } ©)

c. dst

3. Dari hasil reviu tersebut, |[nama unit pényusun RKA BUN]| telah
melakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi dari Tim Revin RKA BUN
selama pelaksanaan reviu, yaitu: ........ [berisi perbaikan-perbaikan yang
telah dilakukan atas hasil reviu RKA BUN].

4. Kepada [pimpinan anit penyusun RKA BUN] telah disarankan pula untuk
melakukan perbaikan pada: ..... [berisi perbaikan-perbaikan yang belum
dilakukari atas hasil reviu RKA BUN].

DASAR HUKUM [Berisi dasar hukum pelaksanaan reviu RKKA BUN]

5. Peraturan-peraturan yang melandasi pelaksanaan reviu RKA BUN oleh
[Nama APIP K/L|
a. Peraturan Pemerintah Nemor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah;

b. Peraturan Menteri Keuangan  Nomor...tentang Tata Cara
Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Bendahara Umum Negara ; dan

c. peraturan lainnya sebagai dasar pelaksanaan reviu RKA BUN oleh

APIP K/L.
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TUJUAN REVIU [Berisi tujuan dari kegiatan reviu RKA BUN)

6. Tujuan reviu adalah untuk memberi kevakinan terbatas mengenai
keandalan dan keabsahan RKA BUN sesuai dengan ketentuan
penganggaran yang berlaku kepada Menteri Keuangan selaku BUN.

RUANG LINGKUP REVIU [Berisi ruang lingkup dari kegiatan reviu RKA BUN)

7. Ruang lingkup reviu RKA BUN oleh APIP K/L adalah dokumen RKA BUN

beserta dokumen pendukung sebelum disampaikan oleh KPA BUN
kepada PPA BUN.
Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana
dalam audit, karena reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian
intern, penctapan risiko pengendalian, pengujian atas akurasi
perhitungan, inspeksi, observasi, koiifirmasi dan prosedur tertentu yang
dilaksanakan dalam suatu audit.

METODOLOGI REVIU [Berisi metode yang digunakan dalam kegiatan reviu

RKA BUN dan dasar pelaksanaan kegiatan revin RKA BUN]

8. Revin RKA BUN dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, sebagai
berikut:

a. penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung
dengan RKA BUN; dan

b. wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait proses penyusunari
RKA BUN.

9. Reviu RKA BUN dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas [Nama Jabatan
Pimpinan APIP K/L] Nonior |.... (7)] tanggal |[.... (8)], dengan susunan tim
sebagai berikut:

Pengendali Mutu [--.-] NIP [....]
Pengendali Teknis [ea] NIP [....]
Ketua Tim [-...] NIP[....| ©9)
Anggota Tim L[] NIP [....]
2. ..dst

GAMBARAN UMUM [antara lain berisi definisi belanja BA BUN yang direviu,
arah dan kebijakan penganggaran BA BUN yang direviu, serta proses
penyusunan RKA BUN]

10. Belanja BA BUN adalah .......

11. Arah dan kebijakan penganggaran belanja BA BUN adalah :
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| .
12. Proses penyusunan RIKA BUN adalah sebagai berikut:
F- I
| e
URAIAN HASIL REVIU [Berisi uraian hasil revitt RKA BUN]
13.
14 e e (10)
15. dst

RENCANA TINDAK LANJUT |Berisi penjelasan tindak lanjut yang sudal,
sedang dan akan dilakukan serta kesanggupan auditi untuk menindaklanjuti
rekomendasi berikut rencana tindak spesifik]

16, .ciw

HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIUNGKAPKAN [Berisi informasi penting lainnya

yang perlu mendapat perhatian pemimpin audit, (jika ada)]

APRESIASI [Berisi apresiasi yang diberikan kepada obyek revin RKA BUN)

17. [Nama APIP K/L] menyampaikan terima kasih atas bantuan dan
kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada [..... (11)] atas kesediaannya
memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung
terlaksananya kegiatan revii RKA BUN [Nama BA BUN]| Tahun Anggaran
20XX.

LAMPIRAN |Berisi tabel, gambar, [ote, grafik, dan diagram yang mendukung isi

laporan|

18. Lanipiran terdiri atas:

[Pejabat APIP K/L]|

Nama |.... (13)]
NIP [.... (14]]
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KETERANGAN PENGISIAN LAPORAN HASIL REVIU RKA BUN

NO URAIAN

1. Diisi nama bagian anggaran yang direviu.

2. Diisi nomor laporan dan tanggal laporan.

3 Diisi nomor paragraf awal untuk masing-masing uraian LHR.

4, Diisi nomor paragraf akhir untuk masing-masing uraian LHR.
Diisi nomor halaman dimana terdapat paragraf awal untuk masing-

> masing uraian LHR.

6 Diisi kesimpulan atas hasil revitt RKA BUN.

7. Diisi nomor Surat Tugas.

8 Diisi tanggal Surat Tugas.

9 Diisi susunan, nama, dan NIP Tim Revia RKA BUN.

10. Diisi rincian atas hasil reviu RKA BUN.

11. Diisi nama unit penyusun RKA BUN yang direviu.

12. Diisi tanggal dan bulan selesainya LHR.

13. | Diisi nama Pejabat APIP K/L yang bertanggung jawab atas hasil
reviu RIKA BUN.

14, Diisi NIP Pejabat APIP K/L yang bertangggung jawal atas hasil reviu
RKA BUN.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI
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LAMPIRAN V

PERATURAN MENTER] KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 193/PMK.02/2017

TENTANG

TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN
ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA
UMUM NEGARA, DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

TATA CARA PENELAAHAN RENCANA DANA PENGELUARAN
BENDAHARA UMUM NEGARA

Penelaahan dokumen RDP BUN merupakan penelaahan atas doktimen
perencanaan anggaran BA BUN vang memuat rinclan kebutuhan dana, baik
yvang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan yang disusun oleh KPA
BUN.

Penelaahan dokumen RDP BUN dimaksudkan untuk memastikan bahwa:

1. rencana kinerja yang dituangkan dalam RDP BUN konsisten dengan yang
tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah;

2. untuk mencapai rencana kinerja tersebut, dialokasikan dana yang efisien
dalam tataran perencanaan; dan

3. pengalokasian anggaran tersebut telah mengikuti ketentuan penerapan
penganggaran terpadu, penganggaran Dberbasis kinerja, dan kerangka
pengeluaran jangka menengah.

Dengan demikian, rencana kinerja yang tertuang dalam RDP BUN merupakan

rencana kinerja PPA BUN untuk memenuhi tugas dan fongsinya sesuai

kebijakan pemerintal dan dalam perencanaannya dialokasikan secara efisien.

Penelaahan dokumen RDP BUN dilakukan dengan metode tatap muka
vang dilaksanakan secara bersama-sama olell piliak-pihak yang melaksanakan

penelaahan (Direktorat Jenderal Anggaran dengan PPA BUN).

A. Persiapan Penelaahan RDP BUN
Sebelum melakukan penelaahan RDP BUN, hal-hal yang perlu disiapkan
dan dipahami terlebih dahulu adalah sebagai berikut:
1. Persyaratan dalam penelaahan RDP BUN.
Dalam penelaalian RDP BUN terdapat beberapa hal yang harus
diperhatikan, yaitu:
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a. Arsip Data Komputer (ADK) yang diserahkan, terlebih dahulu
harus divalidasi olel Direktorat Jenderal Anggaran;

b. dokumen penelaghan meliputi:

1)  surat pengantar yang ditandatangani oleh Direktur
Jenderal/Kepala Badan yang ditunjuk;

2) RDP BUN yang telah ditelitis

3) Daftar Rincian Pagu Anggaran BUN per KPA BUN;

4) RKA BUN; dan

3) ADK;

¢. Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan yang
terfokns pada:

1) kesesuaian data dalam RDP BUN dengan Pagu Anggaran
BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

2) kesesuaian antara kegiatan, keluaran (output); dan
anggaran; dan

3) relevansi komponen/tahapan dengan keluaran (output);

d. Direktorat Jenderal Anggaran tidak melakuokan penelaahan
hingga ke level detail atau item biaya. Penelaahan difokuskan
pada kinerja yang akan dicapai, tetapi Direkforat Jenderal
Anggaran diperkenankan melihat data dan informasi hingga level
detail dan item biaya sebagai bahan referensi, jika dianggap
perlu untuk alat analisis; dan

e. apabila diperlukan, PPA BUN dapat menyertakan KPA BUN
dalam forum penelaahan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penelaahan RDP BUN beserta tugas

dan peranya.

a. Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Anggaran sebagai koordinator dalam proses
penelaahan memiliki tagas antara lain:

1) menyusun jadwal penelaahan dan mengirimkan undangan
penelaahan kepada PPA BUN;

2) mengunggah ADK untuk divalidasi (by system);

3) dalam proses peneclaahan, Direktorat Jenderal Anggaran
meneliti:
a) kelengkapan dokumen penelaahan;
b) kesesuaian data dalam RDP BUN dengan Pagu

Anggaran BUN/Pagu Anggaran BUN yang ftelah
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dimutakhirkan/Alokasi Anggaran BUN/Pagu APBN
Perubahan yang ditetapkain olelh Menteri Kenangan;

c) kesesuaian antara kegiatan, keluaran (output), dan
anggaran;

d) relevansi komponen/tahapan dengan  keluaran
(output); dan

€) prakiraan maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan.

b. PPA BUN

Dalam rangka penelaahan, PPA BUN memiliki tiugas antara lain:

1) mengikuti jadwal penyusunan serta penelaahan yang
disusun oleh Direktorat Jenderal Anggaran;

2) menyiapkan dokumen-dekumen yang dibutuhkan dalam
proses penelaahan; dan

3) memastikan penelaah yang akan mengikuti penelaahai.

3. Dokumen yang harus disiapkan dalam penelaalian RDP BUN.
a. Direktorat Jenderal Anggaran

Direktorat Jenderal Anggaran sebagai penelaah Tharus

menyiapkan instrumen penelaahan yang akan menjadi acuan

ketika meneliti dokumen RDP BUN.

Hal-hal yang harus disiapkan yaitu:

1) Penetapan Menteri Keuangan mengenai Pagu Anggaran
BUN;

2) Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara
perencanaan, penelaahan, penetapan alokasi, dan
pengesahan DIPA BUN;

3) RDP BUN yang disampaikan oleh PPA BUN;

4)  hasil reviu angka dasar; dan

5) peraturan-peraturan yang ferkait dengan pengalokasian
anggararl.

b. PPA BUN

PPA BUN dalam rangka penelaahan RDP BUN dengan

Kementerian Keuangan menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

1) surat tugas penclaahan;

2) RDP BUN;

3) RKA BUN yang telah direviu APIP K/L;
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4) Daftar Rincian Pagu Anggaran BUN/ Pagu Anggaran BUN
vang telah dimutakhirkan/Alokasi Anggaran BUN/Pagu
APBN Perubahan per satker/eselon I; dan
5) ADK
4. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penelaahan RDP BUN.
a. Kelengkapan dokumen penelaahan
Kelengkapan dan kebenaran dokumen pénelaahan merupakan
tanggung jawab PPA BUN.
b. Validasi ADK RDP BUN
Direktorat Jenderal Anggaran melakukan validasi terhadap ADK
vang disampaikan oleh PPA BUN untuk memastikan kesesuaian
dengan kaidah-kaidah Sistem Perbendaharaan dan Amnggaran
Negara (SPAN). Dalam hal hasil validasi tidak sesuai dengan
kaidah-kaidah SPAN, ADK akan dikembalikan nntuk diperbaiki,
dan paling lama 2 (dua) hari setelah itu harus disampaikan
kembali ke Direktorat Jenderal Anggaran.

B. Mekanisme Penelaahan RDP BUN
1. Mekanisme penelaahan RDP BUN Dberdasarkan Pagu Anggaran
BUN/pemutakhiran Pagu Anggaran BUN.
a. Pejabat dan petugas penelaah
Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan RDP BUN
dengan petugas penelaah dari PPA BUN terkait.
b. Proses penclaghan RDP BUN diawali dengan memeriksa
kelengkapan administratif yang meliputi:
1) legalitas dokumen yang diterima dari PPA BUN;j
2) surat pengantar penyampajian RDP  BUN  yang
ditandatangani oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan
selaku Pemimpin PPA BUN;
3) surat tugas sebagai petugas penelaaly PPA BUN;
4) penggunaan format baku untuk RDP BUN dan RKA BUN;
dan
5) ADK.
c. Direktorat Jenderal Anggaran utamanya meneliti Kriteria
subtantif berupa kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja
yang direncanakan, yaitu:

1)  memeriksa formulir RDP BUN yang meliputi;
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a) memeriksa legalitas RDP BUN atau hasil pembahasan/
kesepakatan dengan DPR (jika ada);

b) meneliti kesesuaian RDP BUN dengan besaran Pagu
Anggaran BUN/pemtitakhiran Pagu Anggaran BUN,
meliputi:

(1) meneliti kesesuaian alokasi pagu dana per
program; dan

(2) meneliti kesesnaian  alokasi pagu dana
berdasarkan sumber pendanaannya;

¢) memeriksa pencantuman Prakiraan Maju untuk
3 (tiga) tabian ke depan (jika ada); dan

d) memeriksa ADK.

2) memeriksa RKA BUN yang meliputi:

4a) meneliti alokasi anggaran satker; dan

by meneliti alokasi anggaran yang termasuk dalam jenis
angka dasar dan/atau inisiatif baru (jika ada).

d. Dalam hal pemutakhiran Pagn Anggaran BUN tidak
mengakibatkan perubahan RDP BUN (sama dengan Pagu
Anggaran BUN), PPA BUN fidak perlu untuk menyampaikan
kembali RDP BUN kepada Direktorat Jenderal Anggarai.
Direktorat Jenderal Anggaran tetap menggunakan RDP BUN
berdasarkan hasil penelaahan Paga Anggaran BUN sebagai
bahan rapat kerja pembahasan Rancangan Undang-Undang
mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara
Pemerintalh dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Mekanisme penelaahan RDP BUN berdasarkan Alokasi Anggaran

BUN.

Penelaahan bertujuan untuk memeriksa kesesuaian data dalam RDP

BUN dengan alokasi anggaran masing-masing BA BUN. Proses

penelaahan setelah Alokasi Anggaran BUN adalah sebagai berikut:

a. proses penelaahan diawali dengan memeriksa kelengkapan
dokumen RDP BUN seperti halnyva pada penelaahan pada Pagu
Anggaran BUN disertai dengan persetujuan DPR (jika ada);

b. dalam hal besaran Alokasi Anggaran BUN tidak mengalami
perubahan (sama dengan Pagu Anggaran BUN (dalam hal
besaran pemutakhiran Pagu Anggaran BUN tidak metrubah Pagn
Anggaran BUN)/pemutakhiran Pagu Anggaran BUN (dalam hal
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besaran pemutakhiran Pagu Anggaran BUN merubah Pagu
Anggaran BUN)), PPA BUN tidak perlu menyampaikan kembali
kepada Direktorat Jenderal Anggaran RDP BUN dan dokumen
pendukung. Direktorat Jenderal Anggaran tetap menggunakan
RDP BUN berdasarkan liasil penelaahan Pagu Anggaran BUN
(dalam hal besaran pemutakhiran Pagu Anggaran BUN tidak
merubah Pagu Anggaran BUN) atau pemutakhiran Pagu
Anggaran BUN (dalam hal besaran pemutaklhiran Pagu Anggaran
BUN merubalr Pagu Anggaran BUN) sebagai dasar penetapan
DHP RDF BUN oleh Direktur Jenderal Anggaran;

c. dalam hal besaran Pagu Alokasi Anggaran BUN mengalami
perubahan baik penambahan maupun pengurangan; PPA BUN
menyampaikan RDP BUN dan dokumen penelaahan beserta ADK
untuk dilakukan penelaahan kembali dalam rangka penyesuaian
RDP BUN dengan Alokasi Anggaran BUN;

d. berkenaan dengan besaran Alokasi Anggaran BUN dimaksud
lebih Dbesar dari Pagu Anggaran BUN/pemutakhiran Pagu
Anggaran BUN, penelaahan dilakukan dengan meneliti RKA BUN
yang telah direvia APIP K/L dengan Kesesunaian tambahan pagu
vang difokuskan pada:

1) penambahan jenis keluaran (outpuf), sehingga jenis dan
volumenya bertambali; dan

2) penambahan komponen yang relevan untuk menghasilkan
keluaran (outpud);

€. dalam hal besaran Alokasi Anggaran BUN lebil kecil dari Pagu
Anggaran BUN/pemutakhiran Pagu Anggaran BUN, penelahaan
dilakukan dengan meneliti RKA BUN dengan kesesuaian
pengurangan pagu.

Mekanisme penelaahan RDP BUN berdasarkan Pagu APBN

Perubahan.

Mekanisme penelaahan RDP BUN Dberdasarkan Pagu APBN

Perubahan mengikuti mekanisme penelaahan RDP BUN berdasarkan

Alokasi Anggaran BUN sebagaimana diuraikan pada angka 2.

www.peraturan.go.id



C.

119 2017, No.1775

Tindak Lanjut Hasil Penelaahan RDP BUN

1.

w

Tindak lanjut hasil penelaahan RDP BUN berdasarkan Pagu

Anggaran BUN adalah sebagai berikut:

a. Thasil penelaahan RDP BUN dituangkan dalam Catatan Hasil
Penelaahan;

b. Direktorat Jenderal Anggaran menghimpun dan mengkeompilasi
seluruh RDP BUN hasil penelaahan untuk digunakan sebagai:

1)  bahan penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN,
dan RUU mengenai APBN; dan
2) dokumien pendukung pembahasan Rancangan APBN,

c. Nota Keuangan dan Rancangan APBN, dan RUU mengenai APBN
dihahas dalam Sidang Kabinet. Hasil Sidang Kabinet tersebut
disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR;

d. hasil pembahasan Rancangan APBN dan RUU mengenai APBN
dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan
Rancangan APBN dan RUU mengenai APBN dan bersifat final,
dan

e. Dberita acara hasil kesepakatan pembahasan disampaikan oleh
Menteri Keuarigan kepada PPA BUN,

Tindak lanjut hasil penelaahan RDP BUN berdasarkan Alokasi

Anggaran BUN adalah sebagai berikut:

a. hasil penelaahan Dberdasarkan  Alokasi Anggaran BUN
ditnangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan dan RDP BUN
tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan DHP RDP BUN;
dan

b. PPA BUN menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dengaf
berpedoman pada Alokasi Anggaran BUN.

Tindak lanjut hasil penelaahan RDP BUN berdasarkan Pagu APBN

Perubahan

Tindak lanjut hasil penelaahan RDP BUN berdasarkan Pagu APBN

Perubahan mengikuti tindak lanjut hasil penelaahan RDP BUN

berdasarkan Alokasi Anggaran BUN sebagaimana diuraikan pada

angka 2.
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D. Hal-hal Khusus Dalam Penelaahan RDP BLIN

Mengingat rincian anggaran BA BUN tertentn hingga ditetapkaniiya UL
mengenai APBN/APBN Perubahan belum dapat ditetapkan,; maka proses
penetapan Alokasi Anggaran BUN/Pagu APBN Perubahan pada tahun
anggaran Dberjalan untuk BA BUN tertentu, dapat dilakukan dengan
mekanisme khusus yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan sesuai dengan karakteriknya masing-masing. Sebagai contoh,
untuk Pengelolaan Belanja Lainnya (Baglan Anggaran 999.08) yang
alokasi dananya belum dapat ditetapkan pada saat ditetapkannya UU
mengenai APBN dan/atau APBN Perubahan dapat dilakukan pada taliun
anggaran berjalan, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Menteri Keuangan selaku PA BUN mendisposisikan usulan dari
menteri/pimpinan lembaga kepada Direktur Jenderal Anggaran
selaka Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (Bagian
Anggaran 999.08) untuk ditindaklanjuti;

2. Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PFA BUN Pengelolaan
Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08) menindaklanjuti asulan
menteri/pimpinan lembaga sesuai dengan disposisi Menteri
Keuangan selaku PA BUN;

3. dalam hal wusulan dari menteri/pimpinan lembaga dapat
dipertimbangkan untuk dibebankan pada Bagian Anggaran
Pengelolaan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08), Direktorat
Jenderal Anggaran selaku PPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya
(Bagian Anggaran 999.08) melakukan penelasahan usulan berkenaan
dengan pihak pengusul;

4. Dberdasarkan hasil penelaahan dimaksud, Direktorat Jenderal
Anggaran selaku PPA BUN menyampaikan nota pertimbangan dan
izin pembebanan ke Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainmya
(BA 999.08) kepada Menteri Kenangan selaku PA BUN; dan

oL

berdasarkan persetujuan Menteri Kenangan tersebut, Direktorat
Jenderal Anggaran menetapkan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran
Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) melalui penerbitan
DIPA atau SP-SABA 999.08 sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penetapan DIPA dan SP-SABA 999.08 tersebut memperhatikann DHP
RDP BUN Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainiya (BA 999.08).
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Formar Catatan Hasil Penelaaban RDP BUN

2017, No.1775

LAMPIRAN V-1

PPA BUN

PROGRAM

SATUAN KERJA
ALOKASL ANGGARAN

CATATAN HASIL PENELAAHAN
RENCANA DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

TAHUN ANGGARAN 20xx

HAL-HAL KHUSUS DAN/ATAU PENDING:

PENILAIAN/PENDAPAT PETUGAS:

CATATAN HALAMAN TV

Anggaran yang diblokir

Anggaran vang memerlukan perhatian pada saat proses pencairan anggaran

PEJABAT/PETUGAS PENELAAH:

PPA BUN
NAMA JABATAN Tanda Tangan
Tisus Kepala Seksi/Eselon IV s -
Kepala Sub Direktorat/Eselon II | ... s -
Direkear owaasienins FESElER H | Blincimnaieiaammarsa
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
NAMA JABATAN Tanda Tangan
Kepala Selksi/Eselon IV R
2... Kepala Sub Direltorat/Eselon IIT | 2. oo,
3 Direlctur Anggaran T1/Eselon 1T
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LAMPIRAN V-2

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR HASIL PENELAAHAN RENCANA DANA PENGELUARAN
BENDAHARA UMUM NEGARA (DHP RDP BUN)
. TAHUN ANGGARAN 20XX
NOMOR 1 DHP- xxxx.xx-0/ AG/ J0XX

Berdasarkan hasil penelaaban RDP BUN TA 20XX sesuai Alclkasi Anggaran BUN TA
20XX, , dengan i ditetapkan hasil penclaahan alokasi anggaran antul :
PPA BUN
PROGRAN
PROPINSI
SATUAN KERJA H
ALOKASI ANGGARAN H

Alokasi anggaran tersebut; dirina menurut Program sebagai berikat ¢

RINCIAN SUMBER DANA PENGELUARAN

RM

PNBP/BLU

PHLN/PDN

RINCIAN SUMBER DANA PENERIMAAN

HIBAH [ PEMBIAYAAN

PERFAJAKAN i

PNBF 3

CATATAN HALAMAN IV

Pelaksanaan anggaran yang ditetapkan dalam RDP BUN TA 20XX sepenuhnya menjadi
tanggung jawab Kuasa Pengouna Anggaran Bendahara Umum Negara,

Jakaria. 20XX
ALN. MENTERT KEUANGAN
DIREKTUR ANGGARAN 11

NIP.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SFI MULYANI INDRAWATIL
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LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 193/PMIK.02/2017

TENTANG

TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN
ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA
UMUM NEGARA, DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, pelaksanaan APBN pada suatu talun anggaran
dimulai dengan penyusunan dan pengesahan doknmen pelaksanaan
anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disebut
sebagai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen
yang disusun oleh KPA berdasarkan:

1. Rencana RKerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
(RKA-K/L) yang telah disetujui oleh DPR dan ditetapkan dalam
Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan
belanja negara, atau

2. DHP RDP BUN dan disahkan oleh Menteri Kenangan.

DIPA BUN memuat alokasi anggaran menurut unit organisasi, fungsi,
dan program yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atau
pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran.

DIPA BUN merupakan DIPA per Satker BA BUN yang dicetak secara
otomatis melalui sistem, berisikan mengenai informasi kinerja, rincian
pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan

catatan; yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan satker.

B. TATA CARA PENYUSUNAN DIPA BUN
1. Pengertian DIPA BUN
DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun olel
KPA BUN dan berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran. Pagu dalam
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DIPA BUN merupakan batas pengeliiaran tertinggi yvang tidak boleh
dilampani dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
DIPA BUN memuat rincian penggunaan anggaran yang bersumber
dari BA BUN yang dikelola Menteri Keuangan selaku PA BUN
(BA 999) yang terdiri atas:

a. DIPA Pengelolaan Utang Pemerintah, adalah DIPA yang memuat
rencana kerja dan rincian penggunaan -anggaran untuk
keperlnan pengelolaan utang pemerintah yang alokasi
anggarannya bersumber dari Pengelolaan Utang Pemerintah
(BA '999.01);

b. DIPA Pengelolaan Hibal, adalah DIPA yang memuat rencaia
kerja dan rincian penggunaan anggaran untuk keperluan
belanja hibah yang alokasi anggarannya bersumber dari
Pengelolaan Hibah (BA 999.02);

o

DIPA Pengelolaan Investasi Pemerintah, adalah DIPA yang

memuat rencana kerja dan rincian penggunaan anggaran untuk

keperluan pembiayaan Investasi Pemerintah yang alokasi
anggarannya bersumber dari Pengelolaan Investasi Pemerintah

(BA 999.03). DIPA Pengelolaan Investasi Pemerintah antara lain

terdiri DIPA untuk:

1) Penyertaan Modal Negara;

2) Dana Bergulir;

3) Kewajiban Penjaminarn;

4) Investasi Pemerintah; dan

5) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional,

d. DIPA Pengelolaan Pemberian Pinjaman, adalalh DIPA yang
memuat rencana kerja dan rincian penggunaan anggaran untuk
keperluan pembiayaan Penerusan Pinjaman baik dalam negeri
maupun  loar negeri, yang Dbersumber dari Pengelolaan
Pemberian Pinjaman (BA 999.04). DIPA Pengelolaan Pemberian
Pinjaman antara lain terdiri untuk:

1) Penerusan Pinjaman kepada BUMN/BUMD; dan
2) Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah,

€. DIPA Pengelolaan Transfer ke Daerali dan Dana Desa, adalah

DIPA yang memuat rencana kerja dan rincian penggunaan Dana

Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta, Dana Insentif Daerah, dan Dana
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Desa yang diserahkan kepada Daerah yang bersumber dari

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.03).

DIPA Transfer ke Daerah dan Dana Desa, terdiri atas:

L Transfer ke Daerah

A. Dana Perimbangan
1. Dana Transfer Umum
a. Dana Bagi Hasil
b.  Dana Alokasi Umum;
2. Dana Transfer Khusus;
a, Dana Alokasi Khusus Fisik;
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik
B. Dana Insentif Daerah
C. Dana Ownomi Khusits dan Dana Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta;
1. Dana Otsus;
a. Dana Otsus Provinsi Papua dan Proviosi
Papua Barat;
bh. Dana Otsus Provinsi Aceh;
¢. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka
Otsus.
2. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
1. Dana Desa,

f. DIPA Pengelolaan Belanja Subsidi, adalah DIPA yang memuat

rencana kerja dan rincian penggunaan anggaran

untuk alokasi

anggaran yang bersumber dari Pengelolaan Belanja Subsidi (BA

999.07);
g. DIPA Pengelolaan Belanja Lainnya, adalah DIPA

rencana kerja dan rincian penggunaan anggaran

yang memuat

untuk alokasi

anggaran vang bersumber dari Pengelolaan Belanja Lainnya (BA

999.08); dan

h.DIPA Pengelolaan Transaksi Khusus, adalah DIPA yang memuat

rencana kerja dan rincian penggunaan anggarar

untuk alekasi

anggaran yang bersumber dari Pengelolaan Transaksi Khusus (BA

999.99).
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2. Dasar Penyusunan DIPA BUN
a. DHP RDP BUN yvang telah ditelaah dan ditetapkan oleh
Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan
Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
RDP BUN merupakan rencana kerja dan anggaran BA BUN yang
memuat rincian kebutuhan dana, baik yang berbentuk anggaran
belanja maupun pembiayaan, dalam rangka pemenuhan
kewajiban pemerintah pusat dan transfer ke daerali yang
pengelolaannya dikuasakan eleh Presiden kepada Menteri
Keuangan. RDP BUN dimaksud telah disepakati pada saat
penelaabhan dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan
alokasinya telah disetujui dalam APBN/APBN-Perubahan oleh
DPR.
b. Klasifikasi Anggaran dan Bagan Akun Standar
Penyusunan DIPA harus memperhatikan kaidah dalam
klasifikasi anggaran dan bagan akun standar untuk memastikan
pengelompokan anggaran belanja dan kedefikasinya telah sesuai
dituangkan dalam DIPA BUN.
3.  Struktur Dokumen DIPA BUN
DIPA BUN terdiri atas:
a. Lembar Surat Pengesahan DIPA BUN (SP DIPA BUN);
b. halaman [ memuat Informasi Kinerja dan Sumber Dana yang
terdiri atas:
1) halaman I A mengenai Informasi Kinerja; dan
2) halaman I B mengenai Sumber Dana,
c. halaman T memuat Rincian Pengeluaran dan Rincian
Penerimaan yang terdiri atas:
1) halaman II A mengenai Rincian Pengeluaran; dan
2) halaman II B mengenai Rincian Penerimaary
d. Thalaman [0 memuat Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan
Penerimaan; dan
e. halaman TV memuat Catatan.
Struktur dokumen DIPA BUN tersebut, tidak termasuk untuk DIPA
BUN Transfer Ke Daerali dan Dana Desa (Bagian Anggaran 999.05)
untuk Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa. DIPA BUN
Transfer Ke Daerali dan Dana Desa (Bagian Anggaran 999.05)
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khusus untuk Dana Alokasi Khtsus Fisik dan Dana Desa, terdiri

atas:

a. DIPA Induk, terdiri atas:

1.

lenmibar Surat Pengesalian DIPA Induk, yang menivat:
4) dasar hukum penerbitan DIPA Induk;
h) identitas unit dan pagu DIPA Induk;

¢) pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer), melipiiti

hal-hal sebagai berikut:

1)

2)

5)

7)

DIPA Induk yang telah disahkan lebih Ilanjut
dituangkan ke dalam DIPA Petikan untuk masing-
masing satnan kerja;

Pengesahan DIPA Induk sekaligns merupakan
pengesahan DIPA Fetikan,

DIPA Induk tidak Dberfungsi sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan
dana/pengesahan bagi BUN /Kuasa BUN;
informasi mengenai KPA, Bendahara Pengeluaran,
dan Pejabat Penanda tangan Surat Perintah
Membayar untuk masing-masing satuan Kkerja
terdapat dalam DIPA Petikan;

rencana  penarikan dana dan  perkiraan
penerimaan yang tercantum dalam halaman [T
DIPA Induk merupakan akumulasi rencana
penarikan dana dan perkiraan penerimaan dari
selurul satuan kertja;

tanggung jawab terhadap kebenaran lokasi yang
tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada
pada PA/KPA; dan

DIPA [nduk berlaku sejak tanggal 1 Januari 2xxx

sampai dengan 31 Desember 2xxx,

d) tanda tangan pejabat yang mengesahkan DIPA Induk,

halaman 1 memuat Informasi Kinerja dan Anggaran

Program;

halaman II memuat Rincian Alokasi Anggaran per Satker;

dan

halaman [OI memuat Rencana Penarikan Dana dan

Perkiraan Penerimaan,
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Halaman I, halaman I, dan halaman III DIPA Induk dilengkapi
dengan tanda tangan pejabat eselon [ yang merupakan
penanggung jawalb pelaksanaan program dan memiliki alokasi
anggaran (portofolio) (Pemimpin PPA BUN).
DIPA Petikan, terdiri atas:
1. lembar Surat Pengesahan DIPA Petikan, yang memuat
antara lain:
4) dasar hhukum penerbitan DIPA Petikan;
b) identitas dan pagu satuan kerja;
¢) pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer), dan
d) kode pengaman berupa digital stamp, meliputi hal
sebagai berikut:

1) DIPA Petikan merupakan bagian yang tidak
terpisalikan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit
Organisasi, dan Kementerian/Lembaga);

2) DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui
sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman
berupa digital stamp sebagai pengganti tanda
tangan pengesahan (otentifikasi);

3) DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan satuan kerja dan pencairan
dana/pengesahan bagi BUN /Kuasa BUN;

4)  rencana penarikan dana dan  perkiraan
penerimaan yang tercantum dalam halaman [T
DIPA Petikan diisi sesuai dengan rencana
pelaksanaan kegiatan;

9) tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang
tertuang dalam DIPA Petikan sepenulinya berada
pada PA/KPA;

6) dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA
Petikan  dengan database RKA-K/L-DIPA
Kementerian Keuangan, maka yang berlaku
adalaly data yang terdapat di dalam database
RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan
(berdasarkan bukti-bukti yang ada); dan

7) DIPA Petikan berlaku sejak tanggal | Januari 2xxx

sampai dengan 31 Desember 2xxx,
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2. halaman [ memuat Informasi Kinerja dan Sumber Dana
vang terdiri atas:
a) halaman 1A mengenai [nformasi Kinerja; dan
b) halaman IB mengenai Sumber Dana;
3. halaman II memuat Rincian Pengeluararn;
4. halaman [ memuat Rencana Penarikan Dana dan
Perkiraan Penerimaan; dan
S. halaman IV memuat Catatan, memuat informasi mengenai:
a) alokasi anggaran yang masih harus dilengkapi dengan
dokumen pendukung yang relevan sebagai dasar
pengalokasian anggaran, antara lain:
1. peraturan perundang-undangan;
2. reviu APIP K/L; atau
3. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,
b) alokasi anggaran untuk beberapa akun tertentu yang
merupakan batas tertinggi;
c) tunggakan tahun anggaran yang lalu; dan/atau
d) alokasi anggaran yang digunakan dalam rangka
pengesahan.
Halaman [, halaman 11, halaman T, dan halaman IV DIPA
Petikan dilengkapi dengan kode pengaman berupa. digital stamp.

Penyusunan DIPA BUN oleh KPA BUN

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun DIPA BUN antara

lain sebagai berikut:

a. KPA BUN menyusun halaman I, halaman II, halaman III, dan
halaman TV DIPA BUN berdasarkan DHP RDP BUN yang telah
ditetapkan.

b. Pemimpin PPA BUN meneliti kebenaran substansi DIPA BUN
vang disusun oleli KPA BUN berdasarkan DHP RDP BUN dan
menandatangani halaman [, halaman [, halaman I, dan
halaman IV DIPA BUN.

c. DIPA BUN yang telah ditandatangani elelr pemimpin PPA BUN
disampaikan kepada Direktiur Jenderal Anggaran.

d. Pengisian informasi substansi dalam DIPA BUN sesuai dengan
format dan tata cara pengisian DIPA BUN.

e. DIPA BUN dicetak secara otomatis melalui sistem dan dilengkapi

dengan kode pengaman berupa digital stamp.
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C. TATA CARA PENGESAHAN DIPA BUN
1.  Penyampaian DIPA BUN

a. Menteri Keuangan memberitahukan kepada PPA BUN untuk
menyampaikan DIPA BUN yang disusun oleh KPA BUN kepada
Direktnr Jenderal Anggaran setelah ditetapkannya DHP RDP
BUN;

b. Berdasarkan pemberitahuan dari Menteri Keuangan, Direktur
denderal Anggaran menyusun jadwal validasi DIPA BUN dan
disampaikan kepada masing-masing PPA BUN;

¢.  PPA BUN menyampaikan DIPA BUN yang telah ditandatangani
kepada Meunteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran untuk
mendapatkan pengesahan sesuai dengan jadwal validasi yang
telah ditetapkan.

2. Proses Pengesahan DIPA

a. Setelah DIPA BUN diterima dari PPA BUN, Direktorat Jenderal
Anggaran melakukan proses validasi dan pengesahan DIPA BUN
sesuiai dengan prosedur sebagaimana proses yang dilakukan
untuk DIPA Induk kementerian negara/lembaga;

b. Setelah dilakukan validasi atas DIPA BUN yang telah
ditandatangani PPA, Direktur Jenderal Anggaran atas nama
Menteri Keuangan mengesahkan DIPA BUN tersebut melalui
penandatanganan pada Surat Pengesahan DIPA BUN (SP DIPA
BUN);

c. Tanggal Pengesahan DIPA untuk penetapan SP DIPA BUN oleh
Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan
sesuai tanggal penetapan SP DIPA BUN yakni sebelum talmun
anggaran dimulai dan/atau pada tahun anggaran berjalan.

w

Penggandaan dan pendistribusian DIPA BUN
a. DIPA BUN yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran

atas nama Menteri Keuangan, selanjutnya digandakan dan

disampaikan kepada:
1) KPA BUN;
2) PPA BUN;

3) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan  Negara

pembayar;
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4) Direktur Jenderal Anggaran c.q. Direktur Anggaran Bidang
Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara;

5) Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

6) Inspektur Jenderal Kementerian Kenangan;

7) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

8) Gubernur;

9) Direktur Jenderal Perbendaharaaii;

10) Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal
Perbendaharaan; dan

11) Direktar Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.

Penyampaian DIPA BUN untuk butir 1) sampai dengan 4) berupa

hardcopy, sedangkan untuk butir 5) sampai dengan 11) berupa

softcopy (CD):.
b. DIPA BUN yang telah dicetak, didistribusikan atau dikirimkan
oleh Direktorat Jenderal Anggaran kepada KPPN dan KPA paling

lambat 2 {dua) minggu setelah disahkan.

D. FORMAT DIPA BUN DAN TATA CARA PENGISIAN DIPA BUN
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a., Tata Cara Pengisian Lenibar Surat Pengesahan DIPA BUN (SP DIPA BUN)
Halaman ini Dberisi informasi mengenai hal-hal yang disahkan -dari
DIPA BUN. Lembar SP DIPA BUN berisikan hal-hal sebagai berikut:

NOQ.

[1a] | Berisikan Talun Anggararn.

[1b] | Berisikan nomor SP DIPA BUN dengan ketentuan sebagai

berikut:

aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga
[515] : Kode Unit Organisasi

[ : Kode Kewenangan

dddddd : Kode Satker
2XXX : Tahun Anggaran.

[2] | Berisikan Undang-Undang mengenai APBN.

[8] | Berisikan Undang-Undarng tentang Perubalhian atas
Undang-Undang mengenai APBN.

(@] |Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan

uraian nama Kementerian Negara/Lentbaga.

[S] | Berisikan kode Unit Organisasi dilkuti dengan uraian Unit

Organisasi.

[6] | Berisikan kede lokasi provinsi diikuti dengan uraian provinsi.

[7] | Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian nama Satker.

[8] | Berisikan status Satker BLU *Penuh atau Bertahap” sesuai
dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Satker
BLU (khusus untuk Satker BLU).

[9] | Berisikan persentase penggunaan langsung PNBP BLU yang
dapat digunakan langsung sesuai dengan Keputusan Menteri
Keuangan tentang Penetapan Satker yang menerapkan PK BLU
(hanya berisikan jika status Satker BLU adalah BLU Bertahap).

|10] | Berisikan besaran persentase ambang batas.
Keterangan:

- Persentase ambang batas adalal besaran persentase realisasi

belanja vang diperkenankan relantpaui anggaran dalam DIPA
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BLU sesuai keterituan.

= Persentase ambang batas hanya untuk Satker BLU berstatus
penul.

- Ambang Dbatas dihitung tanpa memperhitungkan surplus

tahun anggaran lalu.

|11] | Berisikan jumlah pagu keseluruhan DIPA dengan angka dan
huruf.

Khusus untuk DIPA Penerimaan Hibah berisikan jumlah
perkiraan penérimaan sebagaimana tercantum dalam halaman
I DTPA BUN.

[12] | Berisikan kode fungsi diikuti dengan uraian fungsi.

[13] | Berisikan kode sub fungsi diikuti dengan uraian sub fungsi.

|14] | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi

dan program diikuti dengan uraian prograin.

[13] | Berisikan kode kegiatan diikuiti dengan uraian kegiatan.

[16] | Berisikan jumlah pagu untuk program dan kegiatan.

[17] | Berisikan jumlah pagu Rupiah Murni (RM).

[18] | Berisikan jumlah total pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP).

[19] | Berisikan jumlah pagu PNBP TA Berjalan.

[20] | Berisikan jumlah pagu penerimaan yang berasal dari
penggunaan Salde Awal BLU (khusus untuk Satker BLU).

[21] | Berisikan jumlah total pagu Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

[22] | Berisikan jumlah pagu Pinjaman Luar Negeri.

[23] | Berisikan jumlali pagu Hibah Luar Negeri.

[24] | Berisikan jumlah total pagu Finjaman/Hibah Dalam Negeri,

[25] | Berisikan jumlah pagu Pinjaman Dalam Negeri.

|26] | Berisikan jumlah pagu Hibah Dalam Negeri,

[27] | Berisikan jumlah total pagu Hibah Langsung.
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[28] | Berisikan jumlah pagu Hibah Luar Negeri Langsung.

[29] | Berisikan jumlah pagu Hibah Dalam Negeri Langsung.

[30] | Berisikan jumlah pagu SBSN PBS.

[31] | Berisikan mama KPPN.

[32] | Berisikan kode KPPN.

[38] | Berisikan jumlah uang untuk KPPN terkait.

[34] | Berisikan tempat dan tanggal penandatanganan SP DIPA BUN.

[35] | Berisikan nama penanda tangan SP DIPA BUN,

[36] | Berisikan NIP penanda tangan SP DIPA BUN.

[37] | Digital Stamp.
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DIPA BUN HALAMAN T A, INFORMASI KINERJA
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b. Tata Cara Pengisian DIPA BUN Halaman 1 B
Halaman T B berisikan hal-hal sebagai berikut:

NO. URAIAN

[1a] | Berisikan Tahun Anggaran.

[1b] | Berisikan nomor SF DIPA BUN dengan ketentuan sebagai

berikut:

aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga
bb : Kode Unit Organisasi

c : Kode Kewenangan

dddddd : Kode Satker
2XXX ¢ Tahun Anggaran.

[2] |Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti

dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.

[8] | Berisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit

Organisasi.

[4] | Berisikan kode Provinsi diikuti dengan uraian Provinsi.

|S] | Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.

[6] | Berisikan nomor trut halamarn.

[7] | Berisikan talwun anggaran dan jumlah pagu.

[8] | Berisikan jumlahi pagu Rupiah Murni.

[9] | Berisikan jumlah pagu PNBP.

[10] | Berisikan jumlah pagu Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

[11] | Berisikan jumlah pagu FPinjaman/Hibah Dalam Negeri,

[12] | Berisikan jumlah pagu Hibah Langsung.

[13] | Berisikan jumlah pagu SBSN PBS.

[14] | Berisikan kode mata uang asing untuk pagu Pinjaman Luar
Negeri (untuk pinjaman Luar Negeri yvang diterima dalam

bentuk valuta asing).

[15] | Berisikan pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata uang

asing.
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[16] | Berisikan ekuivalen Rupiah dari pagu Pinjaman Luar Negeri

dalam mata uang asing.

[17] | Berisikan kode mata nang asing untuk pagu Pinjaman Luar
Negeri (untuk pinjaman Luar Negeri yang diterima dalam

bentuk rupial).

[18] | Berisikan pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata uang

asing.

[19] | Berisikan ekuivalen Rupiah dari pagu Pinjaman Luar Negeri

dalam mata uang asing.

[20] | Berisikan kode mata nang asing untuk pagu Hibah Luar
Negeri (untuk hibah Luar Negeri yang diterima dalam

hentuk valuta asing):

[21] | Berisikan pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing.

[22] | Berisikan ekuivalen Rupiah dari pagu Hibah Luar Negeri

dalam mata uang asing.

[23] | Berisikan kode mata uang asing untuk pagu Hibah Luar
Negeri.

[24] | Berisikan pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing.

[25] | Berisikan ekuivalen Rupiah dari pagu Hibah Luar Negeri

dalam mata uang asing.

[26] | Berisikan jumlah Rupiah untuk pagu Pinjaman Dalam

Negeri.

[27] | Berisikan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Dalam Negeri.

[28] | Berisikan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Luar Negeri
Langsung,

[29] | Berisikan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Dalam Negeri

Langsung.

[30] | Berisikan nomor wurut.

[31] | Berisikan dengan kode:

a. untuk Pinjaman Luar Negeri;
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b. untuk Hibah Luar Negeri;
¢. untuk Pinjaman Dalam Negeri dan

d. untuk Hibah Dalam Negeri:

[32] | Berisikan sumber pinjaman dan hibah berdasarkan Nomor

NPP/H per tahun dan Nemor Register.

[38] | Berisikan kode:

a. mata uang Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atan Hibali;
b. ekuivalen USD; dan

¢, ekuivalen Rupiah.

[34] | Berisikan nominal pagu fotal pinjaman dan hibah
berdasarkan mata wuang NPPH, ekuivalen USD dan
ekuivalen Rupiah.

[35] | Berisikan kode untuk cara penarikan :
a. PP untuk Pembiayaan Pendalhuluan;
b. PL untuk Pembayaran Langsung;

¢. RK untuk Rekening Khusus;

d. LC untuk Letter of Credit; dan

¢. untuk Pengesahan Hibah Langsung.

[36] | Berisikan pagu dana Rupialt berdasarkan cara penarikan.

[37] | Berisikan pagu dana Rupiah Pendamping Proporsional
untuk PHLN dan PHDN.

[38] | Berisikan dana pendamping untuk Pinjaman dan/atau
Hibah Luar Negeri yang dirupiahkan:

[39] | Berisikan  pagu dana pendamping Rupiah  non
proporsional/non sharing untuk PHLN dan PHDN.

[40] | Digital Stamp.
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Tata Cara Pengisian DIPA BUN Halaman IT

Rincian Pengeluaran dan Rincian Penerimaar.

DIPA BUN halaman 11 berisi informasi mengenai rincian alokasi dana per
jenis belanja (pada halanian [A Rincian Pengeluaran) dan per jenis
penerimaan (pada halaman [IB Rincian Penerimaan).

1) halaman [ A berisikan hal-hal sebagai berikut:

[1la] | Berisikan Tahun Anggaran.

|1b| | Berisikan momor SP DIPA BUN dengan ketentuan sebagai

berikut:

aaa © Kode Kementerian Negara/Lembaga
bb 1 Kode Unit Organisasi

c : Kode Kewenangan

dddddd : Keode Satker
2XXX : Tahun Anggaran.

[2] | Berisikan nonior urut halaman.

' [8] | Berisikan kode Satker beserta uraian Satker.

[4] | Berisikan kede Jenis Belanja dan uraian Jenis Belanja pada
tingkat Satker.

[3] | Berisikan kode Program beserta uraian Prograin.

7 [6] | Berisikan kode Jenis Belanja dan uraian jenis Belanja pada

tingkat Program.

' [7] | Berisikan kode Kegiatan beserta uraian Kegiatan.

[8] | Berisikan kode Jenis Belanja dan uraian jenis Belanja pada
tingkat Kegiatan.

[9] | Berisikan kode Output beserta uraian Output.

[10] | Berisikan kode Lokasi dan uraian Lokasi.

[11] | Berisikan kede Jenis Belanja beserta uraian Jenis Belanja.

[12] | Berisikan kode Sumiber Dana (01=RM, 02=PLN, 03=RMP,
04=PNP, 05=PDN, 06=BLU, 07=STM, 08=HDN, 09=HLN,
10=HLD, 11=HLL).
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NO. URAJIAN

[13] | Berisikan kode KPPN, nomer register dan cara penarikan (PP,
PL, RK, LC).

7 [14] | Berisikan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA BUN.

[15] | Berisikan nama pejabat penanda tangan DIPA BUN.

| [16] | Berisikan NIP pejabat penanda tangan DIPA BUN.

[17] | Digital Stamp.

2) halaman I1 B berisikan hal-hal sebagai berikut:

[1a] | Berisikan Tahun Anggaran.

[1b] | Berisikan nomor SP DIPA BUN dengan ketentuan sebagai

berikut:

aza : Kode Kementerian Negara/Lembaga
bb ¢ Kode Unit Organisasi

(o] ¢ Kode Kewenangan

dddddd : Kode Satker
2XXX : Tahun Anggarari.

[2] | Berisikan nomor urut halaman.

[3] | Berisikan kode Satker beserta uraian Satker:

[4] | Berisikan kode Program beserta uraian Program.

[3] | Berisikan kode Kegiatan beserta uraian Kegiatan.,

[6] | Berisikan kode Akun penerimaan beserta uraian Akun

penerimaan.

[7] | Berisikan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA BUN.

[8] | Berisikan nama pejabat penanda tangan DIPA BUN,

[9] | Berisikan NIP pejabat penanda tangan DIPA BUN.

[10] | Digital Stamp.
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DIPA BUN HALAMAN IIl. RENGANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

2017, No.1775
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d. Tata Cara Pengisian DIPA BUN Halaman I
Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan.
DIPA BUN halaman 111 merupakan rencana penarikan dana oleh masing-
masing Satker sampai dengan jenis belanja serta perkiraan penerimaan.
halaman ITT berisikan hal-hal sebagai berikat:

NO.

[1a] | Berisikan Tahun Anggaran.

[1b] | Berisikan nomor SP DIPA BUN dengan ketentuan sebagai

berikut:

aaa . Kode Kemertiterian Negara/Lenibaga
bb : Kode Unit Organisasi

¢ : Kode Kewenangan

dddddd : Kode Satker

2XXX : Tahun Anggaran.

2] |Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan

uraian nama Kementerian Negara/Lenibaga.

|3] | Berisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit

Organisasi.

[4] | Berisikan keode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.

[S5] | Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.

|6] | Berisikan nomor urut halaman.

[7] | Berisikan kode Satker beserta uraian Satker.

[8] |Berisikan kode Jenis Belanja dan uraian Jenis Belanja pada
tingkat Satker.

[9] | Berisikan kode Output beserta uraian Ouiput.

[10] |Berisikan keode Jenis Belanja dan uraian Jenis Belanja pada
tingkat Output.

[11] | Berisikan rencana penarikan dana yang akan ditarik sesuai

bulan yang bersangkutan yang dirinci setiap jenis belanja.

[12] | Berisikan jumlaly perkiraan penerimaan sesuai bulan yang

bersangkutan sesuai dengan jenis penerimaan (Perpajakan, Bea
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NO. | RAIA

dan cukai, PNBP, Hibah, dan Penerimaan Pembiayaan.
[13] | Berisikan tempat dan tanggal penandatanganarn

DIPA BUN.

[14] | Berisikan nama pejabat penanda tangan DIPA BUN,

' [15] | Berisikan NIP pejabat penanda tangan DIPA BUN.

[16] | Digital Stamp:
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DIPA BUN HALAMAN IV, CATATAN
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Tata Cara Pengisian DIPA BUN Halaman IV Catatan

DIPA BUN halaman TV merupakan catatan yvang hiarus diperhatikan oleh
Satker dalam melaksanakan DIPA BUN. Catatan halaman IV DIPA BUN
semestinya sudah muncul pada saat penélaahan.

Catatan halaman IV DIPA BUN disampaikan oleli masing-masing PPA
BUN dan Direktorat Jenderal Anggaran.

halanian IV berisikan hal-hal sebagai berikuit:

[1a] | Berisikan Tahun Anggaran.

[1b] | Berisikan nomor SP DIPA BUN dengan ketentuan sebagai berikut:

aaa . Kode Kementerian Negara/Lembaga
bb : Kode Unit Organisasi
c : Kode Kewenangan

dddddd : Kode Satker
XXX : Tahun Anggaran.

|2] | Berisikan kode Kementerian Negara/lembaga diikuti dengan

uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.

[3] | Berisikan kode Umit Organisasi diikuti dengan wuraian Umnit

Organisasi.

[4] | Berisikan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.

[5] | Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.

[6] | Berisikan nomor nrut halamarn.

[7] | Berisikan kode Satker beserta uraian Satker.

[8] | Berisikan wuraian mengenai jumlah dana yang tidak dapat
dicairkan, merupakan akumulasi dana Akun-Akun yang diberi
tanda "@” dan terdapat catatan “Tidak Dapat Dicairkan ( bila
tidak ada, tidak akan muncul di halaman V).

[9] | Berisikan kode Jenis Belanja dan uraian Jenis Belanja, yang
merupakan Jenis Belanja sesual dengan Klasifikasi Akun-Akun
vang diberi tanda "@” dan terdapat catatan *Tidak Dapat
Dicairkan (bila tidak ada, tidak akan muncul di halaman [V).
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NO. URALIAN

[10] | Berisikan kode Program beserta uraian Program terkait adanya
catatan/tunggakan.

[11] | Berisikan kode Kegiatan beserta uraian Kegiatan terkait adanya
catatan/tunggakan.

[12] | Berisikan kode Output beserta uraian Oufput terkait adanya
catatan/tunggakan.

[18] | Berisikan kode Akun beserta uraian Akun yang diberi
catatan/tunggakarn.

[14] | Berisikan uraian catatan/tunggakan.

[15] | Berisikan uraian Disposisi sesuai dengan catatan/ tunggakan.

[16] | Berisikan kode Program beserta uraian Program terkait Transfer
Dana Bagi Hasil.

[17] | Berisikan kode Kegiatan beserta uraian Kegiatan terkait Transfer
Dana Bagi Hasil.

[18] | Berisikan kode 4 (empat) digit Akun dan uraiannya terkait

Transfer Dana Bagi Hasil.

[19] | Berisikan kode Output beserta uraian Output terkait Transfer
Dana Bagi Hasil.

[20] | Berisikan dengan kode provinsi, kabupaten/kota dan kode

khusus kabupaten/kota.

|21] | Berisikan kode Akun dan uraian Akun terkait Transfer Dana Bagi

Hasil.
|22] | Berisikan tempat dan tanggal penandatanganarn
DIPA BUN.

[28] | Berisikan nama pejabat penanda tangan DIPA BUN.

' [24] | Berisikan NIP pejabat penanda tangan DIPA BUN.

[25] | Digital Stamp.

Keterangan :
1. Nomor (8) sampai dengan nomor (13) tidak akan muncul apabila

tidak ada catatan/tunggakan.
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NO. URAIAN
2.  Nomor (16) sampai dengan nomor (21) merupakan informasi terkait

Transfer Dana Bagi Hasil. Apabila tidak ada informasi terkait
Transfer Dana Bagi Hasil, maka tidak akan muncul.

FORMAT DIPA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (BAGIAN
ANGGARAN 999.05) UNTUK DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA
DESA
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LEMBAR SURAT PENGESAHAN DIPA INDUK (SP-DIPA INDUK)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREXTORAT JENDERAL ANGGARAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK

TAHUN ANGGARAN 2XXX
NOMOR : SP DIPA - aaa.bb-c/2XXX

A DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor...... Tahun 2XXX Tentang APBN TA 2XXX.
4. Undang-Undang Nomor...... Tahun 2XXX Tentang Perubahan Atas UU Nomor .... Tahun 2XXX Tentang APBA TA 2XXX

B DENGAN NI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK

1. KEMENTERIAN NEGARAZLENBAGA ¢ () Kode Unit Kementerian Negara/Lembaga
2. UNIT ORGANISASI ¥ (o) Kode Unit Orgarisasi
3. PAGU : RpIEOINMIGD (KXXKXXXXX) (angka dan huruf)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DISCLAIMER)
1. DIPA Induk yang telah disahkan lebih lanjut dtuangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.

2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus mesupakan pengesahan DIPA Petican
3. DIPAInduk vagai dasar keglatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagl Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Peng: Pejabat Penanda tang: untuk masing-masing teraapat pada DPA Petikan
5. Recena Penarkan Dana dan Perkitaan Penecmaan  yang tercantum  dalam Halaman I DIPA Induk merupakan akumulasi
dan seluruh Satker.
6. Tanggung jawab terhadap kebenaran slokas! yang teruang dalem DIPA Pengguns Pengguna Anggaran

7. DIPA Induk berlaku sejek tanggal 1 Januari 2XXX sampal dengan 31 Desember 2XXX.

Penarikan  Dana dan Perkiraan  Penerimasn

DIPA INDUK HALAMAN I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

KEMENTERIAN XEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREXTORAT JENDERAL ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK
TAHUN ANGGARAN 2XXX
NOMOR : DIPA - aaa.bb-c/2XXX
1. INFORMAS| KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

KXXXXXXX, DD-MM-YY

a n Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Anggaran,

Halaman ; xx
A. IDENTITAS UNIT :
1. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :  (00q) Kode Unit Kementerian Negara/Lembaga
2. UNIT ORGANISASI $ () Kode Unit Organisasi
3. PAGU - Rp. 999.999.999 (oooooon) (angka dan huruf)
(dalam ribuan rupiah)
B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN., STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP:
1. PROGRAM 5 (xx) (oooooox)  Kode dan Uraian Program Rp. 999.999.999
2. SASARAN STRATEGIS 3 (xx) (oooccos)  Kode dan Uraian Sasaran Strategis
3. FUNGSI 8 () (oococox)  Kode dan Uraian Fungsi Rp. 999.999.999
SUBFUNGSI 5 (000c) (oocooood)  Kode dan Uraian Subfungsi Rp. 999.999.999
4. PRIORITAS 4 (00) (oooooox)  Kode dan Uraian Prioritas Rp. 999.999.999
Non Prioritas S (xx) (00000cx)  Kode dan Uraian Nan Prioritas Rp. 999.999.999

HOOKXXX, DD-MM-YY
Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran

AAAAAAAAAAA
NIP
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DIPA INDUK HALAMAN I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

KEMENTERIAN XEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
_— DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK
TAHUN ANGGARAN 2XXX
NOMOR : DIPA - aaa.bb-cl2XXX
1. INFORMAS| KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

2017, No.1775

Halaman S xx
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
(dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM /OUTCOME /INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN /INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IOUTPUT VOLSAT ALOKASI DANA
ocxxxx | Nama Program Rp 999 999.999
Sasaran Program
01 Indikator Kinera Program 1 99 sat
02. Indikator Kinerja Program 2 99 sat
Cutput Program Rp 999.999.969
01. Indikator Output Program 1 89sal
02, Indikator Output Program 2 99 sat
woox | Uraien Keglatan 1 Rp 999 999 969
Sasaran Kegatan
01. Uraian Indikator Kinerja Kegiatan 1
02. Uraian Indikator Kinena Kegiatan 2
X0 x¥x | Uralan Qutput Kegatan 99 sat | Rp 999999999
01. Indikator Output Kegiatan 89 sat
02. Indikator Qutput Kegiatan 99 sat
wox | Uraian Kegiatan 1 Rp 999 999,999
Sasaran Kegiatan
D1. Uralan Indikator Kinerja Kegiatan 1
02 Uraian Indikator Kinena Kegiatan 2
%ok | Uraian Output Kegiatan 89 sat | Rp999.999.999
01. Indikator Output Kegiatan 99 sat
02. Indikator Output Kegiatan 99 sat

Ketentuan.
DIPA Induk Ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petlkan dan DIPA Petikan dimaksud berfaku sebagal dokumen pelaksanaan keglatan Satker.

DIPA INDUK HALAMAN II. RINCIAN ALOKASI ANGGAN PER SATKER

@ KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT IENDERAL ANGGARAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK
II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

DD-MM-YY

HORHKHKXXKX,
Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran

AAAAAAAAAAA
NIP

TAHUN ANGGARAN 2XXX Ralaifnan 2500
A, IDENTITAS UNIT -
1.  KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA {0ox) Kade Unit dan Nama Kementerian Negara/Lembaga
2. UNIT ORGANISAS| (04 Kode Unit dan Nama Organisasi
3  PacU Rp 999999899  (3000000¢ (8ngka dan huruf)
B. RINCIAN ALOKAS| ANGGARAN PER SATKER.
(Ribuan Rupiah)

KP JENIS BELANJA

KD
NO KODE PROGRAM/PROVINSISATKER/SUMBER DANA DK PANAALOKAS KRB BANADERS

PAGUITARGET PENDAPATAN TERCATAT

1 2 1 3 2
XXXXX | Uraian Program
xx000¢ | Uraian nama Satker

xxxxxx___Uraian nama Satker

0o Uraian nama Satker

999.999 999

xxxxxx___Uraian nama Satker

999,998 999

xxxxxx___Uraian nama Satker

999.998.998

ooxxx | Uraian nama Satker

999.999 999

oo Uraian nama Satker

999.999.999

TOTAL RM

999.999.999

KETENTUAN:
- DIPA ini dituangkan lebin lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

XXKHXNK, DD-MM-YY
Pemimpin Pembantu Pengguna

Anggaran

NIP
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DIPA INDUK HALAMAN III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

KEMENTERIAN XEUANGAN REPUBLIK INDONESIA _
DIREXTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK
TAHUN ANGGARAN 2XXX
NOMOR : DIPA - aaa.bb-c/2XXX
IIl. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Halaman Sx

A IDENTITAS UNIT

1. KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA : {xxx} Kode Unit dan Nama Kementetian Negara/Lembaga

2. UNIT ORGANISASI ' xx) Kode Unit dan Nama Organisasi

3. PAGU S Rp, 998.990.998 (oocooo) (angka dan hurnufy
B RENCANA PER PROGRAM

N . (dalam ribuan rupial)
" | vovy AR o i JANUARI | FEBRUARI | WARET PRI P PR T8
1| e | Unsianprogem 1 |
Rencana Penarian Dana 990500909 | 990.00.000 | 099999990 | 999999990 | 600990963 | UOSS00.000 | SODSIOSGS | S99900960 | GIASEASHD | BSOSO | OOSUSSED | 999.909005 | 999.00.00¢

Perkiraany Target Pendapatan | 99900099 | 999.000090 | 000909990 | 999900999 | UOG999.000 | 99999999 | GUDSUO0V | 995000009 | 990099000 | 599900995 | 990690000 | 999.090.995 | 999.999.900

3. | o | Ursian Program 1
Rencana Penariken Dana 990900999 | §99.999.900 | 999.909.999 | 999999999 | 999590999 | 999.999.999 | 999999999 | 95G.050.909 | 999999990 | DDU.99E9Y | 990090099 | 999.999.999 | 999.999.995
Parkiraan Target Pardapatan | 999999999 | 999990999 | 0GPS99SGD | 990900900 | 0009GPOGD | 90000RG09 | 990000000 | SO0.000060 | 099000900 | PRGNS0 | 099000000 | PADSAD.ND | 900U

Rencans Penatikan Dana 99999.090 | 00099000 | 090050903 | 999900000 | 099.999.980 999,990,099
Perkirasn! Target Pendapatan 99950999  ©98.999.899 95.630.058
| 99995995 | 00998098 | LT
699550995 | 695:990.960 | 90 686 990090008 |
XXXXXXX, DO-MM-YY
Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran
AAAAPAAADAA
NIP
USRI 2E11AUA1) RERIEU STOYESE
LA ST SET A TAR Bt PELAK S it 1) AMGSRAE
Sk P2 NS ANG L
T ANGG ety 20k 191
MOMOR SF DiPar s53 60 )
A —
L e Tammir 2504 imvaing -wmuAshaan - S
R e €7 T Sy e R
s Limerinig b TR S0 iy Darusann ARSI b . T AR TR 000 1)
& NG NI OVAS. SPGB VR
Wemgetrar Higgarm —swrem ML KRS )
Sy i A .
™ R 81
Mo 2 O, KA. (7]
s S B E RS o3 TN SRR o NG ¢ SES gt <
* Lomryr Ferve—mre ammwey Doty e i L
Sebase £ IAAAEELE AR A NURAEANR NN AN | (1]
Unting Vrgatarr—eyaam se sl
s
el
T
o, FosessEvRsE | e
e APV SRR §o0 I
=
B L 8RS 11T 5 Omarantaar Daa tagei s, wssam mEse e
= et e T ====k
e 368,365 555 485 (131 = hiar i tiagart . [
e S v v G5 120 5 s Lamgang . ssamsmess 2
e Sa s vee a2t = War L g Lavgaung . smEcas mmese  far
= S5 ove w5 23 e o sstamwmess  fa
e S e v 88528 € 3mervoen B frerr==—r—
B BTSN D~ DA WE
| DOUOCTROCIAMIOCTIRNR (9% A SR W, it 2
€ PERIVATAAN SR LA RETEITIA OSSR
= " J ge- et s s o g . 34
2 vagurian et L
H e R ————
v G =
Py T ———
& e et sebres aiat sacunza et v veads
i s =
3 OIP2 500 i ber sk Sessw targmal | inwas ) 3NV samns’ dergan il Desschiec 200
JakEfs eroie 26 o 134
AV Madsme
CorRktr Jar et Anggacan
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Tata Cara Pengisian Lembar Surat Pengesalian DIPA PETIKAN (SP-DIPA
PETIKAN)

Halaman ini berisi informasi mengenai hal-hal yang disahkan dari
DIPA BUN. Lembar SP DIPA BUN berisikan hal-hal sebagai berikut:

[1a] | Berisikan Tahun Anggaran.

[1b] | Berisikan nomor SP-DIPA PETIKAN dengan ketentuan sebagai

berikut:

aaa : Kede Kementerian Negara/Lembaga
bb : Kode Unit Organisasi

o] ¢ Kode Kewenangan

dddddd : Kode Satker
2XXX : Tahun Anggaran.

[2] | Berisikan Undang-Undang mengenai APBN.

[3] | Berisikan Undang-Undang tentang Perubahan atas
Undang-Undang mengenai APBN.

[4] | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan

uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.

[5] | Berisikan kode Unit Organisasi dilkuti dengan wuraian Unit

Organisasi.

[6] | Berisikan kode lokasi provinsi diikuti dengan uraian. provinsi.

[7] | Berisikan kede Satker diikuti dengan uraian nama Satker.

[8] |Berisikan status Satker BLU “Penuh atau Bertahap” sesuai
dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Satker
BLU (khusus untuk Satker BLU).

[9] | Berisikan persentase penggunaan langsung PNBP BLU yang
dapat digunakan langsung sesuai dengan Keputusan Mernteri
Keuangan tentang Penetapan Satker yang menerapkan PK BLU
(hanya berisikan jika status Satker BLU adalah BLU Bertahap).

|10] | Berisikan besaran persentase ambang batas.

Keterangan:

- Persentase ambang batas adalali besaran persentase realisasi
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NO. URAIAN

belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DIPA
BLU sesuai ketentuan.

- Persentase ambang batas hanya untuk Satker BLU berstatus
penuh.

- Ambang batas dihitung tanpa memperhitungkan surplus

tahun anggaran lalu.

|11] | Berisikan jumlahh pagu keseluruhan DIPA dengan angka dan
huruf.

Khusus untuk DIPA Penerimaan Hibah berisikan jumlah
perkiraan penerimaan sebagaimana tercantum dalam halaman
I DIPA BUN.

[12] | Berisikan kode fungsi diikuti dengan uraian fungsi.

[13] | Berisikan kode sub fungsi diikuti dengan uraian sub fungsi.

[14] | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi

dan program diikuti dengan uraian program.

[15] | Berisikan kode kegiatan diikuti dengan nraian kegiatai.

[16] | Berisikan jumlah pagu untuk program dan kegiatan.

[17] | Berisikan jumlah pagu Rupiah Murni (RM).

|18] | Berisikan jumlah total pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP).

[19] | Berisikan jumlah pagu PNBP TA Berjalan.

; eris j 1 pagu penerimaan yang berasa ari
20] | Berisikann  jumlal i [b] al  dari
penggunaan Saldo Awal BLU (khusus untuk Satker BLU).

[21] | Berisikan jumlah total pagu Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

122] | Berisikan jumlah pagu Pinjaman Luar Negeri.

[23] | Berisikan jumlah pagu Hibah Luar Negeri.

[24 | Berisikan jumlah total pagu Pinjaman/Hibah Dalam Negeri.

[25] | Berisikan jumlah pagu Pinjaman Dalam Negeri.

[26] | Berisikan jumlah pagu Hibah Dalam Negeri.
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NO. URAIAN

[27] | Berisikan jumlah total pagu Hibah Langsung.

[28] | Berisikan jumlah pagu Hibah Luar Negeri Langsung:

[29] | Berisikan jumlah pagu Hibah Dalam Negeri Langsung.

[30] | Berisikan jumlah pagu SBSN PBS.

[31] | Berisikan namia KPPN.

132] | Berisikan kode KPPN.

[33] | Berisikan jumlah vang untuk KPPN terkait.

[34] | Berisikan tempat dan tanggal penandatanganan SP DIPA BUN.

[35] | Berisikan mama penanda tangan SP DIPA BUN.

[36] | Berisikan NIP penanda tangan SP DIPA BUN.

[87] | Digital Stamp:
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DIPA PETIKAN HALAMAN [ A. INFORMASI KINERJA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 20XX
NOMOR : DIPA- aaa.bb.c.dddddd/2XXX
1A, INFORMASI KINERJA
prxn) Itunsss Pungpuna Anggaran R H AR NHHIATHIR
Lol B L e e PP
05 Pojbinl Penandatinuan SPM AN AR RRRARIIRA
oo
1| S BLY dorigan fanigauing PNEF sobosar <% 3. Saldo.Awal Kes BLU R 909 655 999
2 Besaran Persertase Ambang Satis % lar] PMBP 4. Saldo Akhi Kas HLU R5999.999 989
Hoipman 1A
t Fungs! - A» 599 999/996 956 995 999
Sub Fungsi on 3 5 R 599 999,690 959905 999
Sun Fungs! n 30 Ao 598 999,596 956 998 999
Fungs| o An 90 090,690 959 905 999
Sub Fungsi s X0 g 996 999 999 963 808
Suo Fungs! . Ra 8 999 996 999 993 998
2 Program R o 90 699 890 999 998 699
Sasaran Program
Indikalor Kineria Program | OB
2 RO
Outpist Program
Indikator CutputFrogram | OB
2 RORCRCRCRAOL
gt - 2o B90 609 999 6689 996 598
Sasaran Kegamn
Indkmion og |
2
Qupur <egamn g one EeEE = ©=hy QU0869.89 ruren =p B9g 690 Goo 99 599 686
indlkaor Quipur < agianan | e
2 oo
HIOXHDOMNEYY
Pmimpin P=mbanti Parggura Arggaran
AAAALARIABAAA
NP
CAETAR ISIAN FELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHAR UMUM NEGARA
TAHUN ANGGAREN 2060 (1w
P& aia b TAAIAAVIRNN 18]
15 SUMBERTANA.
Ketrvertes an Wegars /LEsSgR, oo MO0 CONOCI0ONNNS (24 Halsven Sl 3§
Unit Siganisash ]w MERNDCCALDOOOKNERKANRINNK 3]
Buavais, s ALK A NS Kb TR AN 1)
o tiara Satke 0K OO AR XWX TN RRIN AR (G
Y Pagu = Elursten| Ry
1 Anggaran Taopn 26K Ro  SUGMSOYUSESERGE I Wer  a Puowmanum lagew (i vmwsAeng  Koow Wata Usng rtd) 5 Ro 5
1 Rugian Taim Ro  SYYNITISSYISHYE 1E) = tome Mata Uarig 11T 118 Ro 118
2 PIuER Bp  puBSORSENRUED i3 & Hitan Liia tegen (NVawlaseng Koo Mata Lang 0] 2n R 22y
1 Buyamanibas Lis: legei Rf  $95993979339868 ) 4 (= e Fadé Wlals Ung 3 123 By 125]
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£ Hilrah Langeung Ry pm&aﬁe::gza 12, 4 thiah Dsiorm Negen R 920930404
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b. Tata Cara Pengisian DIPA PETIKAN Halaman 1 B
halaman I B berisikan hal-hal sebagai berikut:
NO. UIRAIAN

[1a] | Berisikan Tahun Anggaran.

[1b] | Berisikan nomor SP DIPA PETIKAN dengan Ketentuan
sebagai berikat:

aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga
bb : Kode Unit Organisasi
c : Kode Kewenangan

dddddd : Kode Satker
2XXX ¢ Tahun Anggaran.

[2] |Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti

dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.

[38] | Berisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit

Organisasi.

[4] | Berisikan kode Provinsi diikuti dengan uraian Provinsi.

|S] | Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.

[6] | Berisikan nomor trut halamarn.

[7] | Berisikan talwun anggaran dan jumlah pagu.

[8] | Berisikan jumlahi pagu Rupiah Murni.

[9] | Berisikan jumlah pagu PNBP.

[10] | Berisikan jumlah pagu Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

[11] | Berisikan jumlah pagu FPinjaman/Hibah Dalam Negeri,

[12] | Berisikan jumlah pagu Hibah Langsung.

[13] | Berisikan jumlah pagu SBSN PBS.

[14] | Berisikan kode mata uang asing untuk pagu Pinjaman Luar
Negeri (untuk pinjaman Luar Negeri yang diterima dalam

bentuk valuta asing).

[15] | Berisikan pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata uang

asing.
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[16] | Berisikan ekuivalen Rupiah dari pagu Pinjaman Luar Negeri

dalam mata uang asing.

[17] | Berisikan kode mata uang asing untuk pagu Pinjaman Luar
Negeri (untuk pinjaman Luar Negeri yang diterima dalam

bentuk rupial).

[18] | Berisikan pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata uang

asing.

[19] | Berisikan ekuivalen Rupiah dari pagu Pinjaman Luar Negeri

dalam mata uang asing.

[20] | Berisikan kode mata uang asing untuk pagu Hibah Luar
Negeri (untuk hibah Luar Negeri yang diterima dalam

hentuk valuta asing):

[21] | Berisikan pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing.

[22] | Berisikan ekuivalen Rupiah dari pagu Hibah Luar Negeri

dalam mata uang asing.

[23] | Berisikan kode mata uang asing untuk pagu Hibah Luar
Negeri.

[24] | Berisikan pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing.

[25] | Berisikan ekuivalen Rupiah dari pagu Hibah Luar Negeri

dalam mata uang asing.

[26] | Berisikan jumlah Rupiah untuk pagu Pinjaman Dalam

Negeri.

[27] | Berisikan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Dalam Negeri.

[28] | Berisikan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Luar Negeri
Langsung,

[29] | Berisikan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Dalam Negeri

Langsung.

[30] | Berisikan nomor wurut.

[31] | Berisikan dengan kode:

a. untuk Pinjaman Luar Negeri;
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b. untuk Hibah Luar Negeri,
¢. untuk Pinjaman Dalam Negeri dan
d. untuk Hibalh Dalam Negeri.

[32] | Berisikan sumber pinjaman dan hibah berdasarkan Nomor

NPP/H per tahun dan Nemor Register.

[38] | Berisikan kode:

a. mata uwang Naskall Perjanjian Pinjaman dan/atau
Hibah;

b. ekuivalen USD; dan

c. ekuivalen Rupiah.

[34] | Berisikan mnominal pagu total pinjaman dan hibah
berdasarkan mata wuang WNPPH, ckuivalen USD dan
ekuivalen Rupiah:

[35] | Berisikan kode untuk cara penarikan:

a. PP untuk Pembiayaan Pendahuluan;
b. PL untuk Pembayaran Langsung;

c. RKuntuk Rekening Khusus;

d. LC untuk Letter of Credit, dan

e. untuk Pengesahan Hibah Langsung,

[86] | Berisikan pagu dana Rupiah berdasarkan cara penarikan.

[37] | Berisikan pagu dana Rupiah Pendamping Proporsional
untuk PHLN dan PHDN.

[38] | Berisikan dana pendamping untuk Pinjaman dan/atau

Hibah Luar Negeri yang dirupiahkan.

[39] | Berisikann pagu dana pendamping Rupiah  non
proporsional/ non sharing untuk PHLN dan PHDN.

[40] | Digital Stamp.
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DIPA PETIKAN HALAMAN II A. RINCIAN PENGELUARAN
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Tata Cara Pengisian DIFA PETICAN Halaman II Rincian Pengeluaran dan
Rincian Penerimaan.

DIPA PETIKAN halaman Il berisi informasi mengenai rincian alokasi dana
per jenis belanja (pada halanian II A Rincian Pengeluaran) dan per jenis
penerimaan (pada halaman II B Rincian Penerimaan).

a. halaman [ A berisikan hal-hal sebagai berikut:

[1la] | Berisikan Tahun Anggaran.

| 1] | Berisikan nomor SP DIPA PETIKAN dengan ketentuan

sebagai berikut:

aaa » Kode Kementerian Negara/Lembaga
bb 1 Kode Unit Organisasi

c ;. Kode Kewenangan

dddddd : Kode Satker
2XXX : Tahun Anggaran.

[2] | Berisikan nonior urut halaman.

' [8] | Berisikan kode Satker beserta uraian Satker.

[4] | Berisikan kede Jenis Belanja dan uraian Jenis Belanja pada
tingkat Satker.

[3] | Berisikan kode Program beserta uraian Prograi.

7 [6] | Berisikan kode Jenis Belanja dan uraian jenis Belanja pada

tingkat Program.

' [7] | Berisikan kode Kegiatan beserta uraian Kegiatan.

[8] | Berisikan kode Jenis Belanja dan uraian jenis Belanja pada
tingkat Kegiatan.

[9] | Berisikan kode Output beserta uraian Output.

[10] | Berisikan kode Lokasi dan uraian Lokasi.

[11] | Berisikan kode Jenis Belanja beserta uraian Jenis Belanja.

[12] | Berisikan kode Sumiber Dana (01=RM, 02=PLN, 03=RMP,
04=PNP, 05=PDN, 06=BLU, 07=STM, 08=HDN, 09=HLN,
10=HLD, 11=HLL).
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NO. URAJIAN

[13] | Berisikan kode KPPN, nomer register dan cara penarikan (PP,
PL, RK, LC).

7 [14] | Berisikan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA BUN.

[15] | Berisikan nama pejabat penanda tangan DIPA BUN.

| [16] | Berisikan NIP pejabat penanda tangan DIPA BUN.

[17] | Digital Stamp.

b. Thalaman II B berisikan hal-hal sebagai berikut:

[1a] | Berisikan Tahun Anggaran.

[1b] | Berisikan nomor SP DIPA PETIKAN dengan Kketentuan

sebagai berikut:

aga : Kode Kementerian Negara/Lembaga
bb ¢ Kode Unit Organisasi

(o] ¢ Kode Kewenangan

dddddd : Kode Satker
2XXX : Tahun Anggarari.

[2] | Berisikan nomor urut halaman.

[3] | Berisikan kode Satker beserta uraian Satker.

[4] | Berisikan kode Program beserta uraian Program.

[3] | Berisikan kode Kegiatan beserta uraian Kegiatan.,

[6] | Berisikan kode Akun penerimaan beserta uraian Akun

penerimaan.

[7] | Berisikan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA BUN.

[8] | Berisikan nama pejabat penanda tangan DIPA BUN,

[9] | Berisikan NIP pejabat penanda tangan DIPA BUN.

[10] | Digital Stamp.
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d. Tata Cara Pengisian DIPA PETIKAN Halaman [II Rencana Penarikan Dana
dan Perkiraan Penerimaar.
DIPA PETIKAN halaman [II merupakan rencana penarikan dana oleh
masing-masing Satker sampai dengan jenis belanja serta perkiraan
penerimaan.
halaman [T berisikan hal-hal sehagai berikut:

NO. LTRAIAN

[1a] | Berisikan Tahun Anggaran.

[1b] | Berisikan nomor SP DIPA PETIKAN dengan ketentuan sebagai

berikut:

aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga
bb : Kede Unit Organisasi

o : Kode Kewenangan

dddddd : Kode Satker
XXX : Tahun Anggaran.

|2] | Berisikan kode Kementerian Negara/lLembaga diilkuti dengan

uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.

|3] | Berisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit

Organisasi.

[4] | Berisikan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.

[5] | Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.

[6] | Berisikan nomer urut halaman.

[7] | Berisikan kode Satker beserta uraian Satker.

[8] | Berisikan kode Jenis Belanja dan uraian Jenis Belanja pada
tingkat Satker:.

[9] | Berisikan kode Output beserta uraian Quitput.

[10] | Berisikan kode Jenis Belanja dan uraian Jenis Belanja pada

tingkat Output.

[11] | Berisikan rencana penarikan dana yang akan ditarik sesuai

bulan yang bersangkutan yang dirinci setiap jenis belarja.

[12] |Berisikan jumlah perkiraan penerimaan sesuai bulan yang

bersangkutan sesuai dengan jenis penerimaan (Perpajakan, Bea
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NO. | RAIA

dan cukai, PNBP, Hibah, dan Penerimaan Pembiayaan.
[13] | Berisikan tempat dan tanggal penandatanganarn

DIPA BUN.

[14] | Berisikan nama pejabat penanda tangan DIPA BUN,

' [15] | Berisikan NIP pejabat penanda tangan DIPA BUN.

[16] | Digital Stamp:
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Tata Cara Pengisian DIPA BUN Halaman IV Catatan

DIPA BUN halaman TV merupakan catatan yvang hiarus diperhatikan oleh
Satker dalam melaksanakan DIPA BUN. Catatan halaman IV DIPA
PETIKAN semestinya sudah muncul pada saat penclaahan.

Catatan halaman IV DIPA PETIKAN disampaikan oleh masing-masing PPA
BUN dan Direktorat Jenderal Anggaran.

halanian IV berisikan hal-hal sebagai berikuit:

[1a] | Berisikan Tahun Anggaran.

[1D] | Berisikan nomor SP DIPA PETIKAN dengan ketentuan sebagai

berikut:

aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga
bhb : Kode Unit Organisasi

¢ : Kode Kewenangan

dddddd : Kode Satker
2XXX : Tahun Anggaran.

[2] | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan

uraian nama Keruenterian Negara/Lembaga.

|3] | Berisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan wuraian Unit

Organisasi.

4] | Berisikan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.

[5] | Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.

6] | Berisikan nomor urut halaman.

[7] | Berisikan kode Satker beserta uraian Satker.

[8] | Berisikan uraian mengenai jumlah dana yang tidak dapat
dicairkan, merupakan akumulasi dana Akun-Akun vang diberi
tanda "@” dan terdapat catatan "Tidak Dapat Dicairkan ( bila
tidak ada, tidak akan muncul di halaman 1V).

[9] | Berisikan kode Jenis Belanja dan uraian Jenis Belanja, yang
merupakan Jenis Belanja sesuai dengan Klasifikasi Akun-Akun
vang diberi tanda *@” dan terdapat catatan "Tidak Dapat
Dicairkan (bila tidak ada, tidak akan muncul di halaman [V).
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NO. URALIAN

[10] | Berisikan kode Program beserta uraian Program terkait adanya
catatan/tunggakan,

[11] | Berisikan kode Kegiatan beserta uraian Kegiatan terkait adanya
catatan/tunggakan.

[12] | Berisikan kode Output beserta uraian Oufput terkait adanya
catatan/tunggakan.

[18] | Berisikan kode Akun beserta uraian Akun yang diberi
catatan/tunggakan.,

[14] | Berisikan uraian catatan/tunggakan.

[15] | Berisikan uraian Disposisi sesuai dengan catatan/ tunggakan.

[16] | Berisikan kode Program beserta uraian Program terkait Transfer
Dana Bagi Hasil.

[17] | Berisikan kode Kegiatan beserta uraian Kegiatan terkait Transfer
Dana Bagi Hasil.

[18] | Berisikan kode 4 (empat) digit Akun dan uraiannya terkait

Transfer Dana Bagi Hasil.

[19] | Berisikan kode Output beserta uraian Output terkait Transfer
Dana Bagi Hasil.

[20] | Berisikan dengan kode provinsi, kabupaten/kota dan kode

khusus kabupaten/kota.

|21] | Berisikan kode Akun dan uraian Akun terkait Transfer Dana Bagi

Hasil.
|22] | Berisikan tempat dan tanggal penandatanganarn
DIPA BUN.

[28] | Berisikan nama pejabat penanda tangan DIPA BUN.

‘ [24] | Berisikan NIP pejabat penanda tangan DIPA BUN.

[25] | Digital Stamp.
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NO. URALIAN

Keterangan :

1. Nomor (8) sampai dengan nomor (15) tidak akan niuncul apabila
tidak ada catatan/tunggakan:

2.  Nomor (16) sampai dengan nomor (21) merupakan informasi terkait

Transfer Dana Bagi Hasil. Apabila tidak ada informasi terkait

Transter Dana Bagi Hasil, maka tidak akan muncul.

MENTER] KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
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SRI MULYANI INDRAWATI
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